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"~ TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG;MAHA- ESA -

-

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

. a. bahwa dengan te!ah d;undangkannya Peraturan, Daerah Provinsi
Sumatera Selatanr Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi'dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertip
pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Sekretariat
Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

.. Provinsi Sumatera Selatan;
b. bahwa uraian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Sumatera Sglata‘n;

g

1. Undang-Undang RI' Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun 1859

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814):
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun. 19989
(Lembaran Negara RI Tahun 1989 Ncmor 169, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3890);
Undang-Undang RI-Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nefgara Rl Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4388),




>

4. Undang-Undang Rl Nomor 32 Tahun 2004 . tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun. 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Rl Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R| Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

 ;5. Undang-Undang Rl Nomor 33 Tahun 2004 Zentang' Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

" 'Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 'Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupater)/KOta (Lembaran Negara
RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor.4737);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D).

_ MEMUTUSKAN:
. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN.

BAB | '
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

s

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

4, Asisten adalah para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera

Selatan.

Staf Ahli adalah para Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan.»

Kepala Biro adalah para Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan. | ' '

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat
DPRD Provinsi ‘adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan. . .

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

o o




BAB i
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIS DAERAH
Pasal 2

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam
penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana

serta memberikan pelayanan -administrasi kepada seluruh Perangkat

Daerah Provms:
Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2,

Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas 'di.nas daerah dan lembaga teknis
daerah prbvinsi;: S

c. pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi;

d. pembinaan administrasi aparatur Pemerintah Provinsi;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

BAB Il
ASISTEN PEMERINTAHAN
Pasal 4

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam rﬁenyelenggarakan tugas-tugas pemerintah'an "~ dan
mengkoordinasikan perumusan Kebijakan pényelenggaraan tugas dan
fungsi perangkat daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah

serta mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasai 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Asisten

Pemerintahan mempunyai fungsi
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Derangkat daerah di bidang

pemerintahan umum, otonomi daerah dan hukum;




pelaksanaan administrasi perangkat daerah di bidang pemerintahan
umum, otonomi daerah dan hukum:

‘pengendalian-sumber daya aparatﬂr, keuangan, sarana dan prasarana
‘perangkat"daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, dan
wkum; . | |
pelaksanaan tugaé lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Pertama
Biro Pemerintahan
Pasal 6 .

o0 Pemerintahan ‘me'mpunyai tugés memberikan pelayanan administratif
ialam penyele.nggjar'aan tugas-ﬁugas‘ pemerintahan - daerah  dan
enyiapkan bahah - pengkoordinasian perumusan' ' ‘kebijakan
enyelenggaraan tugas dan funési perangkat daerah di bidang prasarana

sik dan pertanahan, kependudukan, tata praja dan pendapatan.

Pasal 7

Jntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud :pada Pasal 6, Biro
Pemerintahan mempunyai fungsi 7

penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan Kebijakan perangkat
daerah di bidang' prasarana fisik dan pertanahan,;kependu_dukan, tata
praja dan pendapatan; :

penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di
bidang pertanahan, kependudukan, tata praja dan pendapatanj
penyiapan bahan pengendalian sumber daya,.apérat'ur, keuangan,
prasarana dan sarana perangkat daerah di’ bidahg pertanahan,
kependudukan, tata praja dan pendapatan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesual dengan

o

tugas dan fungsinya.




Paragraf 1
Bagian Prasarana Fisik dan Pertanahan
: Pasal 8

Bagian Prasarana Fisik dan Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan
dan menyiapkan bahan untuk pelaksanaan tugas prasarana fisik

pertanahan dan perizinan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana. dimaksud pada Pasal 8, Bagian
Prasarana Fisik dan Pertanahan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan bahan pembinaan, petunjuk teknis tugas-tugas di bidang
prasarana fisik, pertanahan dan perizinan dan pemBebasan ténah;
pengumpulan bahan untuk penyelenggaraan pemeliharaan prasarana
fisik, pertanahan dan perizinan;

¢

dan fungsinya.
Pasal 10

-{1) Subbagian Keagrariaan mempunyai tuga‘s':

a. membantu Kepala Bagian Prasarana Fisik dan Pertanahan dalam
bidang tugasnya,

b. menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang
pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan;

c. memantau perkembangan pe!aksaﬁaan‘ penataan dan

pengembangan keagrariaan,

i

d. menyiapkan bahan penyusunan laporah pelaksanaan pembebasan

tanah; '
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Prasarana Fisik mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Bagian P‘fasarané Fisik dan Pertanahan dalam
bidang tugasnya;

b. memberikan rekomendasi pelepasan kawasan hutan, pinjam pakai

kawasan hutanﬁbi‘dang perkebunan, pertambangan dan perikanan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas



(oF

c. memberikan rekomendasi izin usaha pemanfaatzan hasil hutan pada
hutan tanaman industri (IUPPHHK-HT);

d. mengevaluasi/mengidentifikasi perambahan kawasan hutan yang
dilakukan oleh perusahaan perkebunan, pertambangan, perikanan di

Provinsi Sumatera Seiatan; . -

e. memberikan izin penempatan lokas%} lahan transmigrasi di Provinsi
Sumatera Selatan; ‘

f. menginventarisasi permasalahan di bidang pragarana fisik;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuali dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Perizinan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Bagian Prasarana Fisik dan Pertanahan dalam
bidang tugasnya; | R

b. mengumpulkan dan meﬁyiapkan pényusunén petunjuk teknis bidang
perizinan; '

c. memberikan rekomendasi arahan lahan" bidang usaha perkebunan,
perikanan, pertambangan, pet.ernaka,n, pariWisata, perindustrian dan
usaha strategis lainnya; -

d. melaksanakan . evaluasi optimalisasi pemanfaatan lahan bidang
usaha perkébunan, perikanan, pertambangan, peternakan,

~ pariwisata, perindustrian dan usaha s{rate'gis lainnya;

e. membuat dan menyusun lapofan kegiatan di bidang perizinan;

menginventarisasi permasalahan di bidang perizinan;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bagian Kependudukan
Pasal 11

Bagian  Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan  bahan

pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan catatan sipil dan administrasi

kependudukan.




Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bagian

Kependudukan mempunyai fungsi :

a. penghimpunan bahan pembinaan dan petL;'njuk teknis administrasi
kependudukan; | |

b. penghimpunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis administrasi
catatan sipil; A ‘

C. ,penghimpunan bahan pengadaan dan pemehharaan sarana dan
prasarana admmlstraSI kependudukan dan catatan sipil;

d. pelaksanaan dan pemndaklanjutan kebijakan Pemerintah Pusat tentang
administrasi kependudukan dén catatan sipil:*

&. penyampaian laporan perkembangan penduduk skala Provinsi ke
Pemerintah Pusat;
pelaksanaan pemutakhiran data penduduk setiap bulan;
pelaksanaan koordinasi kepada. Pemerin’téh Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Pusat;
pelaksanaan tugas yang diberii{an oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
Pasal 13

1) Subbagian Administrasi Kependudukan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Bagian Kependudukan dalam bidang tZgasnya;

b. mengumpulkan bahan, mempersiapkan ketentuan dan petunjuk
teknis tentangpen}gelolaan administrasi kependudukan;

C. mengumpglkah,_ . mengklasiﬂkasi .data dan bahan di bidang
kepéndudhkan; | )

d. menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan
administrasi kependudukan;

e. menyiapkan bahan-bahan dalam fangka pemberian pertimbangan
terhadap materi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai

administrasi kependudukan;
f. menyusun rencana dan petunjuk kerja dalam rangka pendaftaran

dan pencatatan warga negara asing;
menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan

administrasi kependuduxan
h. menyajikan data base kependudukan melalui S!AK Ofﬂme/Onlme




i

J.

melaksanakan pemutakhiran data penduduk setiap bulan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

°

(2) Subbagiar Catatan Sipil mempunyai tugas :

a.

membantu Kepala Bagian :Kependudukan dalam bidang

tugasnya,;

menyiapkan bahan—bahan péhyusunan petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan administrasi catatan éipi!;

menyiapkan bahan pengadaan séréna dan prasarana catatan sipil;
mengumpulkan, meneliti, mengklasifikasikan data dan bahan di
bidang administrasi catatan sipil;

menyiapkan bahan-bahan, 'Amengkoordinasikan dengan instansi
terkait sehubuhgan dengan kegiatan catatan sipil,

menginvehltarisa‘si' : permésalahan-permésalahan ’ -di .* bidang
pelaksanaan.administrasi catatan sipil; |
menyiapkan bahan, menyusun laporan kegiatan catatan sipil dan
pembinaan terhadap pejabat registra;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Evaluasi dan Peiaporan mempunyai tugas :

membantu Kepala Bagian Kependudukan dalam bidang tugasnya;
menghimpun - dan meny.aj?kan data  bahan  pembinaan
pengembangan tugas-tugas operasional biro; E

menghimpun dan mengumpulkan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menunjang tugas-tugas operasional biro;
menghimpun, meneliti program dari masing-masing bagian dari biro;
meneliti dan mengevalu‘asi pelaksanaan tu~g‘és‘-tugas dari masing-
masing bagian pada biro; ,

melaporkan hasil evaluasi tugas-tugas dari masing-masing bagian
pada biro; . .

menghimpun dan melaporkan hasil kégiatah administrasi

kependudukan dan catatan sipil ke Pemerintah Pusat;

menghimpun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD);
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.




Faregraf 3
Bagian Pendagatan
Pasal i4

Bag.an Pen'dapa"tén mémpunyai tugas me y.apkan bahan nembmaan dan
petunjuk teknis pengembangan pendapvatan/sumber—sumber pendapatan
daérah, petunjuk teknis keuangan, pendapatan dan kekayaan, melakukan
evaiuasi perdapatan daerah serta adm:ms‘zracn peryelenggaraan

Per.zrintahan Frovinsi dan Kabupaten/Koia.

Pasal 15

L

elakeanakan tugas sebagaimana cime.sud nada . de "4, Bagian

:

(2ndapatan mempunyai fungsi : ,
! p;ngko}ordin‘asian dengan instansi terkait dala~: rangxa - penyiapan

,‘,.‘:;han-bghan pembinaan dan ‘petunjuk' teknis  pangembangsn
péndapatan/sumber-sumber pendapatan daeran;

b. penghimpunan serta penyiapan bahan-bahan pembinaan dan petunjuk
teknis  keuangan, pendapatan dan ,kekéyaan ~Provinsi  dan

Kabupaten/Kota; - ,
c. pengkoordinasian  administrasi = penyelenggaraan  pemerintahan-

Kabupaten/Kota; ‘
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan.oleh atasan sesual dengan tugas

dan fungsinya.
Pasal 16

(1) Subbagian Pendapatan Daerah mempunyai tugas -
a. menginventarisir sumber-sumber pendapatan daerah; .
b. melaksanakan analisa dan evaluasi target dan realisasi penerimaan

daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
C. menyxapkan bahan dalam rangka pengkajxan peraturan dan petunjuk

_ pelaksanaan pendapatan daerah;
d. menyxapkan bahan penyusunan Laporan Pelaksanaan Pendapatan

Daerah; v
menyiapkan bahan untuk éva!uasi pelaksanaan Pendapatan Daerah

dan Peningkatén Daerah: |
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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(2) Subbagian Pembinaan Pendapatan mempunyai tugés ;
a. mengumpulkan bahan/data pembinaan dan peningkatan pendapatan
daerah; ‘
b. mehghi‘mpun permasalahan yang berhubungan:dengan pendapatan
daerah; | |
c. menyiapkan bahan penyusunan peraturan dan petunjuk
pelaksanaan pembmaan pendapatan daerah;
'd. melakukan koordinasi dengan instansi terkatt dc Kabupaten/Kota'
dalam rangka pembinaan dan pendapatan daerah; '
e. melaksanakan tugas'léin yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Bantuan Provinsi mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan
bantuan Provinsi ke Desa/Kelurahan pada Kabupaten/Kota;

b. menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi bantuan Provinsi
ke Desa/Kelurahan nada Kabupaten/Kota;

C. ‘memprogramkan tugas ‘pembantuan, banfuan Pemerintah Provinsi
kepada Desa/Kelurahan dan melaksénakan penyaluran kepada
Pemerintah Desa/Kelurahan; '

d. mengadakan pengendalian terhadap ‘bantuan ~ Provinsi ke
Desa/Kelurahan pada Kabupaten/Kota o

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fung‘smya.

Paragraf Keempat
Bagian Tata Praja
Pasal 17

Bagian Tata Praja mempunyai tugas mehgurhpulkan bahan koordinasi,
bahan pembinaan pemerintahan umum, perangkat wilayah dan

pengembangan wilayah serta penyuisunanv ketatausahaan Biro.
Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bagian
Tata Praja mempunyai fungsi . ' .
a. pengumpulan bahan pendataan dan penyusunan program penataan

bengembangan wilayah, pemerintahan umum;
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b. pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk téknis‘pengembangan

wilayah, pemerintahan umum;
c. pengumpulan bahan pengendalian - dan evaluasi penyelenggaraan

pengembangan wilayah dan pemerintahan umum;? - ,
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ol¢h atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

. Pasal 19

v

(1) Subbagian Pengembangan Wilayah mempunyai tugas :

a.
b.

membantu Kepala Bagiah'Tata Praja dalam bidang tugasnya;
menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang
pelaksanaan penataan dan pengembangan wilayéh dan penegasan

batas wilayah;
mengumpulkan bahan dan mengolah data tentang "p'enétaan dan

pengembangan wilayah dan penegasén' batas wilayah;

menyiapkan bahan, menyusun laporan pelaksanaan penataan dan
pengembangan wilayah dan pfenegasan bétas wilayah;
melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka
penataan dan pengembangan wilayah dan penegasan‘ batas
wilayah; '_ _

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

‘tu_gas dan fungsinya.

(2) Subbagian Perahg‘kat Wilayah m,émpunyai tugas :

“membantu Ke‘pa.la Bagian Tata Praja di bidang tugasnya;

menghimpun dan menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan

petunjuk teknis pembinaan koordinasi dan monitoring pemerintahan

<@

umum;
mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan

pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas koordinasi pemerintahan

umum;,

membuat:dan menyusun laporan atas penyelenggaraan tugas-tugas

pemerintahan umum;

‘melakukan evaluasi  usul pemekaran Kabupaten/kota dan

Kecamatan se Provinsi Sumatera Selatan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungéinya. _ -
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(3) Subbagian Tata Usaha mempunya: tugas :

a. membantu Kepala Bagian Tata Praja di bidang. tugasnya

b. menghimpun, ~meneliti dan  mencatat surat-surat yang masuk
dan keluar serta 'menyampaikan " kepada unit kerja masing-
masing; - |

c. menghimpun, menyusun dan menginventarisasi arsip surat-surat
Biro;

d. menghimpun, menyusun dan menganahsa kebutuhan rumah tangga
dan perlengkapan Biro;

e. menghnmpun menyusun dan menelm usulan anggaran dari masing-

masing Bagian;

f. mengkoordmas«kan usulan anggaran tersebut kepada unit kerja
terkait;

g. menghimpun, menyusun dan meneliti daftar pembiayaan pegawali
pada biro sesuai dengan ketentuan peré’turan yang berlaku;

h. 'menghimpun, menyusun dan meneliti laporan pelaksanaan

@

anggaran biro;
i. mengumpulkan bahan, menyusun, merencanakan kebutuhan dan

pengembangan pegawai sesuai dengan beban dan volume kerja
biro; ,

J. mempersiapkan perlengkapan laporan administrasi promosi dan
mutasi pegawali; V ;

k. mempersiapkan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);

I.  mempersiapkan dan menerbitkan daftar hadir pegawai;

m. menghimpun dan menyusun laporan keadaan pegawai Biro;

n. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku Eten‘(ang kepegawalan; -

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

-~ Bagian Kedua
Biro Otonomi dan Kerja sama
Pasal 20

Biro Otonomi dan Kerja Sama mempunyai tugas memberikan pelayanan

administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah

dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan  kebijakan

penyelenggaraan tugas dan fungsi peréngkat daerah di bidang otonomi
daerah, perangkat daerah, hubungan antar pemerintah daerah dan kerja

sama. . °
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Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebaga'imané dimaksud pada Pasal 20, Biro

Otonomi dan Kerja Sama mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakarf perangkat
daerah di bidang otonomi daerah, perangkat daerah, hubungan antar
pemerintah daerah dan kerja sama;

b. penylapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di
bidang otonomt daerah, perangkat daerah, hubungan antar pemerintah
daerah dan kerja sama,

C. penyiépan bahan pengendalian sumper daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang otonomi daerah,
perangkat daerah, hubungan antar pemerintah daerah dan kerja sama;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Bagian Otonomi Daerah
Pasal 22

Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan
penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah_dan’perkembangan

otonomi daerah. ‘ .

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bagian

Otonomi Daerah mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan pengkoordinasian  perumusan kebijaksanaan

penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah;
b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Subbagian Penyelenggaraan Urusan Otonomi-mempunyai tugas :
a. mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan pemermtahan daerah dan tugas pembantuan serta
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pembinaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan pet'u‘hjuk teknis
pembinaan mengenai pengembangan, perubahan, penghapusan

dan pembentukan daerah otonomi;
menyiapkan - bahan, menyusun rencana peraturan daerah

tentang pemblinaan pengembangan dan penyelenggaraan otonomi
daérah; | | '
meiaksanakan‘dan mengkoofdinaéikan tugas dengan instansi terkait
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah;

menyiapkan bahan, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di.
bidang penyelenggaraan otonomi daerah; | -

mengumﬁulkan, mensistematisasikan dan mengolah bahan tentang
penyelenggaraan urusan otonomi daerah dalam rangka
pengendalian dan evaluasi; | .

melaksanakan pemantauan dan menganalisa belakéanaan otonomi
daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

menyiapkan Dinas/Badan/Kantor dan meminta informasi tentang
otonomi daerah sesuai peraturan yang ada; ﬁ

menyiapkan sarana pertimbangan serta-petunjuk dalam penyusunan
pedoman dan usaha pengembangan otonomi daeréh;\ '
menyiapkan bahan untuk mengevah}asi pelaksanaan otonomi
daerah dan menghimpun permasalahan di hidang otonomi;
melaksanakan pemantauan terhadap perkembapgan urusan
otonomi Kabupaten/Kota; | .
melaksanakah;}tugas lain yang' diberikan' oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fung‘sin'ya.,

(2) Subbagian Pembinaan Pen'yelenggaraan Pemerintah  Daerah

mempunyai tugas:

a.

menyiapkan bahan untuk pembinaan pgnyelengg-araan pemerintah

daerah;

Y

menyiapkan : bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis

penyelenggaraan pemerintah daerah;

me&aksanakan‘f koordinasi .'.t'ugas dengan instansi terkait dalam

rangka penyelehggaraan pemerintah daerah; .
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melaksanakan pemantauan analisa penyelenggaraan Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kdta sesuai dengan peraturan yang

berlaku, -
membantu Kepala Bagian Otonomi daerah dalam bid.ang tugasnya;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Laporan Pertanggungjawaban mempunyai tugas :

menghimpun bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban

a.
LPPD setiap tahun;

b. menyiapkan dan menyusun LPPD KabUpateﬁ/Kota;

c. menyiapkan bahan penyusunan hasil evaluasi sebagai laporan
penyelenggaraan pemerin'tah daerah;, '

d. menghimpun bahan dan menyusun LKPJ Gubernur setiap tahun
anggaran; '

e. m.ehghimpun. bahan dan menyusuh LKPJ Gube'rnujr_ akhir masa
jabatan; o | |

f. melaksanakan,’:,mengkoordinasikan tugas déngan instansi terkait
dalam rangka menyu:sun LapcjranaPer'tang‘gungjawaban Gubenur;

g. menyiapkan bahan laporan ‘pertanggungjawaban dengan instansi
terkait dalam mengevaluasi permasalahan di bidang otonomi
daerah; '

h. membantu Kepala Bagian Otonomi Daeréh dalam bidang tugasnya;

i melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan funv_g.sinya. : ’

Péragrafz
Bagian Pérangkat Daerah
Pasal 25
Bagian Perangkat Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan,

mengkoordinasikan, merumuska

dan pembinaan p

n kebijakan di bidang perangkat daerah

erangkat daerah séna penyusunan ketatausahaan birc.
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Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Bagian

Perangkat Daerah mempunyai fungsi :
a. pengumpulan bahan pendataan dan penyusunan program Bagian

Perangkat Daerah;

D, pengum-pulan bahan pembinaan perangkat daerah;

C. pelaksanaan manitoring dan fasnhtasr penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah Provinsi, kabupaten/Kota;

d. pengumpulan bahan pembinaan penatausahaan administrasi biro;

e. pelaksanaan tugas lain yang dibe:rikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 27

(1) Subbagian Perangkat Daerah mempunyai tugas :

a. mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan
perangkat daerah: |

b. menyiapkan .bahan-bahan' yang diperlukan- dalam rangka
pencalonan, pengusufan,  pengangkatan dan pemberhentian
kepala daerah;

C. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan fasilitasi
pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
Provinsi, Kabupaten/Kota: c

d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk pengangkatan,
pemberhentian dan pelantikan BupatiWakil - Bupati dan
Walikota/Wakit Walikota;

e. menyiapkan bahan dan: memproses usulan pencalonan,
pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil ..G'ubemur,
BupathVakzl;Bupatt dan Walikota/Wakil Walikota:

f. menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian
pimpinan dan anggoata DPRD Provinsi;

g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kunjungan kerja DPR R,
DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

h. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis . dan saran
pertimbangan serta memproses pengangkatan dan pemberhentian
keanggotaan DPRD Kabdpaten/Kota serta penggantian antar

waktu DPRD Kabupaten/Kota;
membantu Kepala Bagian Perangkat Daqrah dalam bidang

tugasnya;
j. melaksanakan tugas
dengan tugas dan fungsinya.

lain yang diberikan oleh atasan sesuai




(2) Subbagian Pembg‘naan‘Perangkat Daerah mempunvai tugas :

a. mengumpu!kan bahan dan data yang berhubungan dengan
pembinaan perangkat daerah;

b. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan sumber daya
manusia perangkat daerah; 4 :

C. menxiapfianvbahan dan petunjtjk untuk peningkatan perangkat
daerah sefta menginventdrisasi semua permasalahan, upaya
penyelesaian'permasa!aha_n_ perangkat daerah;

d. menyiapkan bahan pembinaan sumber daya manusia DPRD,
Aparat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

e. membantu kepala bagian perangkat daerah dalam bidang
tugasnya,;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atagan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. me'nghimpun,_'mene!iti dan mencatat surat-surat yang masuk dan

keluar serta'fmenyampaikan kepada unit kerja masing-mésing;

b. menghimpun, menyusun dan menginventarisasi arsip surat-surat

‘Biro,

c. menghimpun, menyusun dan menganalisa kebutuhan rumah

tangga dan perlengkapan Biro; :

d. menghimpun, menyusun dan meneliti usulan dan aniggaran dari

masing-masing Bagian;

e. mengkoordinasikan usulan anggaran kepada unit kerja terkait;
menghimpun, menyusun dan meneliti daftar pembiayaan pegawai
pada Biro sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

g. menghimpun, menyusun dan menelit laboran pelaksanaan
anggaran Biro;

h. mengumpulkan bahan, menyusun, merencanakan kebutuhan dan
pengembéngan pegawai sesuai dengan beban dan volume kerja-
Biro; .

i. mempersiapkan perlengkapan laporan administrasi promosi dan

mutasi pegawai,

mempersiapkan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjéan (DPB);

k. mempersiapkan dan menerbitkan daftar hadir pegawai;

[.  menghimpun dan menyusun laporan keadaan pegawai Biro;

m. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku tentang kepegawaian,
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o

n. membantu Kepala Bagian Perangkat Daerah 'dalam bidang
tugasnya; ‘
0. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bagian Hubungan Antar Pemerintah Daerah
Pasal 28

Bagian Hubungan Antar Pemerintah Daerah mémpunyai tugas menyiapkan
bahan, mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan
tugas hubungan. bldang pelayanan umum, hubungan bldang pemanfaatan

sumber daya alam.
Pasal29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Bagian
Hubungan Antar Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

a. pengumpulan bahan pembinaan, p.enyusunan' pedoman petunjuk teknis
tugas-tugas hubungan bidang pelayanén umum;

pengumpulan bahan pembinaan, penyusunan pedoman, petunjuk teknis
tugas-tugas hubungan bidang pehﬂanfaatan sumber daya alam;

c. pelaksanaan tugas lain-yang diberikan-oleh atasan sesuai dengan tugas

o

dan fungsinya.

Pasal 30
(1) Subbagian Hubungan Bidang Pélayanan Umum mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perumusan konsultasi di bidang'pelayanan
umum;

b. melaksanakan koordinasi, konsultasi di bidang pelayanan umum
dalam rangka pemngkatan kinerja perangkat daeral, setuan kerja
perangkat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;

c. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;

d. menyiapkan bahan, menyusun. pedoman dan petunjuk teknis
tentang pelayanan umum,; '

e. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemermtahan daerah
Provinsi, dan pembinaan hubungan antar pemerintah Kabupaten

dan Kota;
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f. melaksanakan pemantauan dan ‘evaluasi pelaksanaan terhadap
pelayanan umum Kabupaten dan Kota;

g. membantu Kepala Bagian Hubungan antar Pemerintah Daerah
dalam bidang tugasnya; _;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

'

(2) Subbagian_ Hubungan Bidang Pemanfaatan 'S,umbér 'Daya Alam
mempunyai tugas ° ‘ -
a. menyusun kebijakanbemerintah daerah dalam rangka menggali
dan pemanfaatan sumber daya alam Kabupaten/Kota: *
b. mengkoordinasikan peiaksanaan tugas dinas coiéerah'dan lembaga
teknis daerah di bidang pemanféatan sumber daya alam
Kabupaten/Kota;

¢c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kébijakan
pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di bidang
pemanfaatan sumber daya alam;

d. membina administrasi dan aparatur pemerintahan daerah di bidang
pemanfaatanv sumber daya élam;

e. membantu Kepala Bagian hubungan Antar Pemerintah Daerah
délam bidang tugasnya;. |

‘f. melaksanakan tugas lain y_ahg diberikan oleh atééan sesuai

dengan tugas ,d‘anA fungsinya.

Paragraf4
Bagian Kerja Sama
Pasal 31

Bagian kerja sama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

éqebijakan, pembin;an, monitoring dan evaluasi di bidang kerja sama.
Pasal 32

Untuk melaksanakan; iu’gas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31,Bagian

Kerja Sama mempunyai fungsi : |
a. penyusunan program bidang kerja sama dan promosi sesyai dengan

rencana strategis pemerintah Provinsi;
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penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama dalam negeri maupun luar
negeri; '
penyiapan bahan perumusan penyelehggaraan dan pelaksanaan kerja

sama,
penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

‘dalam rangka pelaksanaan kerja sama; -~ -

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan p‘elaporén bidang kerja sama;

pelaksanaan kegiatan ketatahsahaan;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya ‘

Pasal 33

Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyéi tugas :
a. menyusun program Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan promosi kerja sama

dalam negeri;

c. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerja
sama dalam negeri; ' | ,

d. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi promosi kerja sama
dalam riegeri;

e. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan kerja
sama dalam negeri;

f.. menyelenggérakan fasilitjasi dan koordinasi penanganan
perselisihan kerja sama dalam negeri;

g. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pengkajian kerja
sama dan promosi kerja sama dalam negeri;

h. menyusun naskah kerja sama dalam negeri;

I menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi sosialisasi kerja
sama;

' menyelen-ggarakan fasilitaéi dan koordinasi pelayanan kepada
pémeri'n'tah" Iémbaga pemérintah dan swasta dalam pelaksanaan
kerja sama dalam negeri; ‘

k. menyusun laporan kerja sama dan promosi kerja sama dalam

negeri;
mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program

Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsmya.
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{2) Sﬁbbag’ian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas .

a.
b.

—h

menyusun program Subbagian Kerja Sama Luar Negeri;
menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerja sama dan

promosi kerja sama luar negeri;
memfasilitas'i"dan koordinasi pelaksanaan kerja sama luar negeri;

memfasilitasi dan koordinaéi‘promosi kerja sama luar negeri;

melaksanakan pengkajian kerja' sama luar negeri;

memfasilitasi dan koordinasi pelayanan antar Departemen,
Perwakilan Negara Sahabat/Korps Diplomatik dan Organisasi
Internasional dalam pelaksanaan kerja samafluér n'egeri; '
menyusun naskah kerja sama.uar negeri; '

melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peélaksanaan kerja sama
luar negeri; "
memfasilitasi dan koordinasi penanganan perselisihan kerja
sama luar negeri; ' |

menyusun laporan kerja sama dan promosi kerja sama luar
negeri;

mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program
Subbagian Kerja Sama Luar Negeri; -

melaksanakan tugas lain yang dibeﬁkan' oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya. :

(3) Subbagian Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah mempunyai tugas :

a.

menyusun program Subbagian Kerja 8ama Antar Pemerintah
Daerah; | o . '
ményiapkan bahan perumusan kebijakan kerjé 'sama antar
pemerintah;daerah; | | '

memfasilitasi pelaksanaarj kerja sama antar pemerintah daerah;
memfasilitasi promaosi kerja sama antar pemerintah daerah;
menyiapkan bahan pengembangan kerja sama antar pemerintah

daerah;

menyelenggarakan fasilitasi dan .koord_inasi
perselisihan kerja sama antar pemerintah daerah;
melaksanakan pengkajian kerja sama antar pemerintah daerah;
me;wyusuh:nask‘ah kerja sama antar pemerintah daerah;
memfasiﬁtésji‘ pelayanan ;kepada perwakilan pemerintah dan
pemerintah " daerah dé!ém pelaksanaan kerja sama antar

penanganan

pemerintah daerah;
menyiapkan bahan sosialisasi kerja sama dengan pemerintah

daerah; _ -
@
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k. menyusun laporan kerja sama dan promosi kerja sama dengan

pememta\\ daertah,
\. me“ge\:a\uasx dan  rnenyusun \apm'am pe\a\&sanaan mogam

Subbagian Ker)a Sama Antar Pemerintah Daerah,
m. melaksanakan'tugas lain- yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pasal 34 '

Biro Hukum ‘'dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberikan
pelayanan administratif dalam p'enyélenggaraan tugas-tugas pemerintahan
daerah dan menyiapkan bahah pengkoordinasian perumusan kebijakan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang hukum,

peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia.

Paragraf 1
Bagian Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 35

i

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menelaah,
menyiapkan ‘bahan dan melakukah koordinasi penyusunan/pé'rumusan
Peraturan Daerah,“-Peraturan Gubernur, penyusunan/naskah perjanjian
kerja sama serta mengkoordinasikan evaluasi dan pengawasan produk

hukum daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Bagian

Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi :
penyiapan bahan‘telaahan dan bahan pertimbangan untuk menyusun

Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur ‘
b. pelaksanaan fasilitasi, penelitian dan koordinasi penyusunan Peraturan

a.

Daerah dan Peraturan Gubernur;
pengkoordinasian, penelman evaluasi dan pembmaan terhadap produk

hukum daerah Kabupaten/Kota; o
d. pelaksanaan, monitoring hasil evaluasi produk hukum daerah

Kabupaten/Kota;
penyiapan dan penelaahan bahan-bahan penyusunan Kkesepakatan

bersama, perjanjian kerja sama dan penyiapan adyis hukum lainnya,
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penyiapan bahan dan pe\a‘«san_aan sosialisast peraturan perundang-

undangan; _ o
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 37

(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Daerah mempunyai tugas :

a. mengumpulkan dan menylapkan data/bahan penyusunan Peraturan
Daerah;

b. meneliti dan mengkap Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan
oleh Kepala Satuan Kerja- Perangkat Daerah di hngkungan
Pemerintah Provinsi;

c. menyiapkan bahan pertimbangan penyusunan Peraturan Daerah
serta mengikuti proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. melaksanakan pembinaan terhadap perancang produk hukum
daerah; ; ;

e. menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi déngan unit kerja lain
dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah;

f.  melaksanakan sosialisasizperaturan perundang-undangan;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur mempunyai tugas :

a. mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan penyusunan peraturan
Gubernur, L '
b. meneliti dan mengkaji Rancangan Peraturan Gubernur yang
diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi;

menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja lain
dalam rangka penyusunan peraturan Gubernur;. _

d. menyiapkan bahan penyusunan kesepakatan bersama dan
perjanjian kerja bersama;

menyiapkan advis hukum lainnya;

melaksanakan tugas'lain yang d:benkan oleh atasan sesuai dengan

¥

tugas dan fungsinya.

: ubbagian Pengawasan Pefa«turan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai

gas : |
~ menyiapkan bahan pembinaan  produk  hukum  daerah

Kabupaten/Kota;
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b. menyiapkan ‘t_'elaahan terhadap  produk  hukum  daerah
Kabupaten/Kota; | o

c. melaksanakan  evaluasi, pengawasan dan pembinaan terhadap
produk hukum daerah Kabupaten/Kota;

d. menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja
terkait dalam rangka evaluasi dan pengawasan produk hukum
daerah Kabupaten/Kota; .

e. menyiapkan bahan koordinasi .evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota kepada instansi terkait;

f. melakukan monitoring hasil evaluasi produk hukum daerah
Kabupaten/Kota;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan
tugas dan fungsinya. '

Paragraf 2
Bagsan Penyusunan Keputusan Gubernur
Pasal 38 ;

§

Bagian Penyusunan Keputusan Gubernur mempunyai tugas menelaah,
memfasilitasi dan melakukan  koordinasi perumusan/penyusunan
Keputusan Gubernur dan Produk Hukum Daerah lainnya yang bersifat

penetapan.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Bagian
~Penyusunan Keputusan Gubernur mempunyai fungsi :

a. penelitan dan pengkajian draf Keputusan Gubernur dan Produk

Hukum Daerah lainnya yang bersifat penetapan; o

b. pelaksanaan fasilitasi dan ‘koordinasi dengan unit kerja lain dalam
rangka penyusunan Keputusan Gubernur dan Produk Hukum Daerah
lainnya yang bersifat penetapan; ,

pemberian bimbingan penyusunan Keputusan Gubernur dan Produk

C.
Hukum-~ Daerah lainnya yang bersifat penetapan kepada
Dmas/Badan/Kantor/Umt Kerja di lingkungan Pemermtah Provinsi;

d. pelaksanaan tugas lain yang d:benkan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsmya
Pasal 40

(1) Subbagian Penyusunan Keputusan Gubernur Lembaga Dinas Daerah

mempunyai tugas : _
a. meneliti dan mengkaji draf Keputusan Gubemur yang diusulkan oleh

Lembaga Dmas Daerah;
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0. memfasiitast dan  mengkoordinasikan penyusunan Kenputusan

ik

‘Gubernuf yang diusulkan Lembaga Dinas Daerah:

c. meneliti dan mengkoordinasikan penyusunan Produk Hukum Daerah

lainnya yang bersifat penetapan dari Lembaga Dinas Daerah;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Penyusunan Keputusan Gubernur Lembaga Teknis Daerah

mempunyai tugas : o
a. meneliti dan mengkaji draf Keputusan Gubemur yang dlusulkan oleh

lLembaga Teknis Daerah;

b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan Keputusan

Gubernur yang diusulkan Lembaga Teknis Daerah;

. ¢. meneliti dan mengkoordinasikan penyusunan Produk Hukum Daerah

d.

i

lainnya yang bersifat penetapan dari Lembaga'Teknis Daerah;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Penyusunan Keputusan Gubeﬁnur Sekretariat Daerah dan

Sekretariat DPRD, mempunyai tugas :

a.

meneliti dan mengkaji draf Keputusan Gubemur yang diusulkan oleh
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;

memfasilitasi- dan mengkoordinasikan penyusunan Keputusan
Gubernur yang: diusulkan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD:
meneliti dan mengkoordin‘asikan penyusunan Produk Hukum Daerah
lainnya yan'g* bersifat penetapan dari Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD,;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengar

tugas dan fungsinya.

- Paragréf 3
Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
'Pasal 41

Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas
menyiapkan bahan pemberian bantuan hukum, perlindungan hukum

dan hak asasi manusia;

sengketa hukum serta melaksanakan

sosialisasi hukum dan hak asasi manusia. .

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41,
Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi :
a. pengumpulan bahan penyelesaian sengketa hukum sebaga: akibat

pelaksanaan peraturan perundang -undangan;
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b. pemberian bantuan hukum, perlindungan hukum dan pembelaan
perkara kepada pemerintah daerah dan pejabat yang menghadapi
masalah hukum sehubungan dengan tugasnya;

C. pemberian perlindungan hak asasi manu'sia‘kepada pejabat dan
pegawai negeri sipil di lirig-kungan Pemerintah Provinsi; ~ ‘

d. pelaksanaan sosialisasi dan informasi hak asasi manusia kepada
pegawai negeri sipil;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 43

(1) Subbagian Sengketa Hukum mempunyai tugas

a.

menyiapkan dan mengumpulkan bahan yang" bérhubungan
dengan penyelesaian sengketa hukum;
menyiapkan dan mengolah bahan/data yang berhubungan

persoalan sengketa hukum;
menyiapkan bahan konsultasi dengan unit kerja lain dalam

persoa‘fan sengketa hukum;
mengumpul.kan dan menyiapkan bahan dan melaksanakan

pemasyarakatan cara penyelesaian sengketa hukum;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsmya

(2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas :

a.

b.

mengumpulkan data/bahan yang berhubungan dengan bantuan
hukum dan pembelaan perkara Pemerintah Provinsi;

menyiapkan peraturan yang berhubungan dengan bantuan
hukum kepada pejabat. yang tersangkut masalah hukum
sehubungan dengan tugasnya

menyiapkan. peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan ban_tuan. hukum kepada pemerintah daerah dan pejabat
Tata Usaha Negara;

melaksanakan bantuan hukum kepada pemerintah daerah,
pejabat Tata Usaha Negara dan pejabat yang tersangkut perkara

sehubungan dengan tugasnya, |
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia

mempunyai tugas :
a. ‘mengumpulkan bahan/data perlindungan hukum masyarakat dan

hak asasi? manusia pejabat dan Pegawaz Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Provinsi;
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b. menyiapkan peraturan perundang-undangan dalam rangka
melakganakan kegietan petindungan fukum masyarakal dan
TEE 3RS THANNER" DEEHA. WM Tl NRprn. St &
hngkungan Peretintain Provingy,
c. me\aksapakan kegiatan pemasyatakétan tentang perlindungan
hukym masyarakat dan hak asasi manusia pejabat dan Pegawai
Negeri Sipil di hngkungan Pemermtah Provinsi;
d. melaksanakan tugas lain ‘'yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsnnya.

‘

Paragraf 4
Bagian Dokumentasi Hukum
Pasal 44 o

A

Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas mengumpulkan dan
menyiapkan bahan dokumentasi,. inventarisasi, memelihara, merawat
dan menjaga kerapian produk hukum, melaksanakan kegiatan
pembinaan teknis  jaringan dokumentasi dan informasi- hukum, serta
melakukan kegiat‘a;h ketatausahaan dan penyuluhan hukum. |

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44,
Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi :

a. pengumpulan bahan dokumentasi produk hukum;
b. pelaksanaan inventarisasi produk hukum;

c. pelaksanaan penyiapan, pemeliharaan dokumentasi produk hukum;
d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, -

e. pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan -Informasi Hukum

(JDIH);
f. pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum pada Pegawali Negeri Sipil

s

dan masyarakat;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya. L

Pasal 46 .

(1) Subbagian Penyuluhan mempunyai tugas :
a. mengumpulkan bahan dan data penyuluhan hukum;
b. menyiapkan bahan/data dalam  pelaksanaan - kegiatan
penyuluhan hukum bersama dinas/instansi yang terkait;
c. melaksanakan penyuluhan hukum kepada Pegawai Negeri Sipil

dan masyarak«« bersama instansi terkait;
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d. mengumpulkan, menyié‘pkan_ bahan dan melaksanakan
pemasyarakatan hukum:

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaj
dengan tugas dan fungsinya. o

(2) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas :

a. mengumpulkan bahan dokumentasi produk hukum:

b. melaksanakan inventarisaéi produk hukum;

C. melaksanakan penylapan pemeliharaan dokumentas; produk
hukum; :

d. melaksanakan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH); ‘

e. melaksanakan kegiatan penyusunan himpunan peraturan
perundang-undangan pusat maupun daerah;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyusunan program kerja Biro dan penyusunan
laporan; :
melaksanakan pengelolaan urusan keuangah;

c. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;

d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan,
mendistribusikan surat menyurat dan pengadaan;

e. melaksanakan tugas lain yang dlbenkan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya. S ’

BAB IV
ASISTEN EKONOMI, KEUANGAN DAN PENBANGUNAN
Pasal 47

_Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas
‘membantu Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas
pemerintahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan
_penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang ekonomi,
f‘keuangan dan pembangunan. '

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas éebagaimana d'imaksud pada Pasal 47,
Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyal fungsi :

a. pengkoordmas;an perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang
ekonomi, keuangan dan pembangunan; '
penyelenggaraan ‘administrasi perangkat daerah di bidang ekonomi,

keuangan dan pem'bang.unan,
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f

C. pengendalian éumberv daya aparatur keuangan, pembangunan
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang ekonomi, keuangan
dan pembangunan; : °-

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Pertama
. Biro Perekonomian
Pasal 49
Biro Perekonomian mempunyai tugas memberikan pelayanan adxﬁinistratif
dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan
menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
penyelehggaraan tugas dan fungsi berangkat daerah di bidang pertanian,
pef‘kebunan, Kehutanan, pariwisata dan kesenian, Eihdustri dan
perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil, eksplorasi laut,

pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan.
Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Biro
Perekonomian mempunyai fungsi : ‘

a. penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat
daerah di bidang pertanian, perkebunan kehutanan, paransata dan
kesenian, industri dan perdagangan penanaman modal, koperas: dan
pengusaha kecil, ‘eksplorasi Iaut, pertambangan, badan usaha milik
daerah dan perhubungan;

penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di
bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dar; kesenian,
industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha
kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan
perhubungan;

penyiapan bahan pengendahan sumber daya aparatur keuangan,
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang . pertaman
perkebunan, kehutanan, pariwisata dan Kkesenian, industri  dan
perdagangan, penanaman maodal, koperasi dan pengusaha kecll,
eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan
perhubungan,;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur S

tugas dan fungsinya.
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Paragraf 1
".-Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- Pasal 51

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas memantau,
menyiapkan bahan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan rencana

serta program bagian-bagian dalam lingkup Biro Perekonomian.

o

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sébagaimana dimaksud pada Pasal 51,
Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. penyiapan rencana dan program bagian-bagian dalam lingkup
Biro Perekonomian; .
b. pengolahan data pada bagian-bagién dalam lingkup Biro
Perekonomian; '
c. pengevaluasian dan pelaporan dari bagian-bagian dalam lingkup
Biro Perekonomian; " ' | |
d. pelaksénaa‘n tugas lain yang diberikan oleh ataséh sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 53

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. melaksanakan urusan keuangan;
b. melaksanakan urusan kepegawaian;
merencanakan kebutuhan dan pengadaan perlengkapan;

d. melaksanakan urusan - rumah tangga, periengkapan,

o

mendistribusikan surat menyurat dan pengadaan.
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
(2) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas : .

a. mengkaji,'merencan‘akan dan melaksanakan program kerja

Subbagian Evaluasi;
b. menghimpun seluruh kegiatan program pada Subbagian

Evaluasi; ‘
c. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Evaluasi;
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memonitor.  dan mengambil langkah-langkah pelaksanaan
evaluasi dalam rangka melanjutkan dan meningkatkan kegiatan
program evaluasi: -

mengadakan  monitoring . dan  evaluasi program  di
Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;

metaksan,akan pemantauan dan mempersiapkan bahan evaluasi
di bidang évaluasi. .

rhelakéénakéh tugas laini yang diberikan oleh'atasan sesual

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas :
a. mengkaji, merencanakan dan melaksanakan program kerja

Subbagian Pelaporan: _
menghimpun  seluruh kegiatan program. pada’” S‘ubbagian
Pelaporan;

menyusun laporan hasil ; pelaksanaan tugas Subbagian
Pelaporan; o

memonitor dan mengambil langkah-lar{gkah pelaksanaan
pelaporan dalam rangka melanjutkan dan meningkatkan kegiatan
program pelaporan;

mengadékan monitoring  dan pelaporan .program  di
Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan; |
melaksanakan pemantauan dan mempersiapkan bahan
pelaporan dan penyusunan laporan di bidang pelaporan.
melaksanakan tugas lain yang dibarikanm oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bagian Sarana Perekonomian dan Koperasi
Pasal 54

Bagian Sarana Perekonomian, Koperasi dan Penanaman Modal
mempunyai tugas menyiapkén bahan penyusunan program, petunjuk
teknis pelaksanaan pembangunan serta .memantau perkembangan

bidang perkoperasian, usaha kecil , menengah serta penanaman modal.
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Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padé Pasal 54,

Bagian Sarana Perekonomian dan Koperasi mempunyai fungsi :

a.

penghimpunan bahan pembinaan petunjuk teknis pengembangan
usaha, perkred;tan permodalan koperasi dan usaha kecil dan
menengah; '

penghimpunan bahan pembinaan, petunjuk tekms pengembangan
perusahaan dan perbankan daerah;

penghimpunan, penyiapan data dan bahan tentang penanaman
modal; : ‘ L '
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

1

tugas dan fungsinya..

Pasal 56 o

(1) Subbagian Koperasi mempunyai tugas

a. menghimpun data dan bahan tentang perkoperasian;

b. mengolah data dan ‘bahan perkreditan dan permodalan
perkoperasian serta perdagangan golongan ekonomi lemah;

c. menginventarisasi permasalahan yahg -berhubungan dengan
perkoperasian; ' |

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka
pengembangan bahan-bahan usaha perkoperasian;

e. menyiapkan bahan penyusunan ~ pedoman, petunjuk
‘ pengembangan dan peningkatan usaha-usaha pérkoperasian;

f. menyiapkan bahan dalam_' rangka ‘peningkatan; usaha-usaha
perkoperasian; |

g. menytapkan rekomendasi Gubernur yang berhubungan dengan
pembinaan. usaha pengembangan koperasi;

h. mengikuti  perkembangan pelaksanaan  kegiatan usaha
perkoperasian; |

i. . menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan

permodalan dan perkreditan bagi golongan ekonomi lemah;

j. menylapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dalam

pemblnaan pengembangan dan perkreditan bagi golongan

~ usaha kecil dan koperasi;
K. menylapkan ‘rekomendasi ‘Gubeérnur dalam rangka peningkatan

permodalan dan perkreditan bagi koperasi dan golongan usaha

kecil:
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[l

. menyiapkan bahan penyusunan' pedoman dan‘petunjuk dalam
rangka peningkatan permodalan perkredftan bagi koperasi dan
golongan usaha kecil;

m. menyiapkan bahan penyusunan peddman dan petunjuk
pembinaan pengembangan bagi ‘golongan ekonomi lemah dan
sektor informal;

n. menyiapkan bahan pembinaan pemasaran dan pengadaan
bahan baku bagi golongan ekonomi lemah dan sektor informal;

0. membantu perkembangan usaha golongan ekonomi lemah dan
sektor informal; _

p. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi perkembangan usaha
ekonomi iemah dan sektor informal; |

g. menyiapkan rekomendasi Gubernur'dafam rangka peningkatan
usaha perdagangan golongan . ekonomi lemah dan sektor
informal; - ' :

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Perusahaan dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai
tugas :

a. menghimpun data dan bahan tentang perusahaan daerah dan.
Badan Usaha Milik Daerah; - '

b. mengolah data dan bahan tentang perusahaan daerah dan
Badan Usaha Milik Daerah; '

C. mengmventansa& permasalahan yang berhubungan dengan
perusahaan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah,; »

d. menylapkan» bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
pembinaan dan pengenda'ﬂan terhadap perusahaan daerah dan
Badan Usaha Milik Daerah;

e. menyiapkan bahan penyusunan peraturan dan kebijaksanaan
Pemerintah Provinsi teritang pedoman pengelolaan perusahaan
daerah dan Badan Usaha Milik Daerah; : o

f. melaksanakan pemantaUan serta mempersiapkan bahan
evaluas: dan penyusunan laporan perkembangan perusahaan
daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;

g. memantau. serta mempersiapkan
penyusunan laporan perkembangan Badan Usaha Milik Daerah;
bahan penyusunan pedoman, petunjuk

bahan evaluasi dan

h. mempersiapkan
pembinaan dan pengendalian terhadap perbankan di daerah;

7
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menys’ap_kan bahan 'pén'yus,unan peraturan dan fkebijaksanaan

Pemerintah . Provinsi tentang pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah;w |

melaksanakah pemantauan, mem'persiapkan bahan evaluasi dan-
penyusunah laporan perkembangan perbankan di daerah;
menyiapkan bahan penyusunan dan kebijaksanaan Pemerintah
Provinsi dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal daerah
pada pihak ketiga; ' :

melaksanakan pemantauan - dan  pembinaan terhadap
pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga,.yang
di!akukan'ol_eh Pemerintah, Daerah;

melaksanakan | pembihéan _ dan pemantauan térhadap
perkembangan Asosiasi/Lembaga Keuangan Non Baﬁk yang ada
di daerah serta mempersiapkan bahan penetapan kebijaksanaan
Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaannya; e
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Penanaman Modal mempunyai tugas :

a.

menghimpun, mengelola dan mengkoordinasikan permasalahan

di bidang penanaman modal,

menghimpun, mengelola dan mengkoordinasikan kebijakan
usaha pengembangan penanaman modal;

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
program pelaporan pengembangan penanaman modal;"
mengkoordinasikan kegiatan penelitian di :bidang penanaman
modal baik yang dilaksanakan oleh pihak perguruan tingg,

swasta maupun pemerintah;

‘melakukan momtonng perkembangan pelaksanaan usaha dan

program peningkatan di bidang penanaman modal:

mengikuti pengembangan usaha penanaman modal;
mengevaluasi data :hasi( pelaksanaan program di bidang

penanaman modal; -
melaksanakan tugas lain yang ‘diberikan o!eh atasan sesual

dengan tugas dan'fungsmya.
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’ ; . Paragraf 3
Bagian Produksi Daerah
Pasal 57 '

Bagian Produkgi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan program dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan,
peningkatan dan pengembangan produksi berbagai komoditidaerah.

Pasal 58

Untuk melaksanékén tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57,

Bagian Prodﬁksi Daérah mempunyai fungsi : | "

a. penghimpunan. bahan pembinaah, petunjuk teknis dalam rangka
pertumbuhan dan pengembangan serta pengendalian usaha-usaha
produksi lingkup pertanian, kehutanan dan perkebunan;

b. penghimpunan bahan pembinaan, petunjuk teknis dalam rangka
pertumbuhan dan pengembangan serta pengendalian .u'saha-usaha
lingkup kelautan dan perikanan:; :

c. penghimpunan bahan pembinaan, petunjuk teknis dalam rangka
pertumbuhan - dan  pengembangan  usaha-usaha  lingkup
pertambangan-dan energi;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atésan vses'uai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 59

(1) Subbagian Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan mempunyai
tugas :
a. menghimpun data dan bahan dalam rangka meningkatkan usaha
pengembangan pertanian, kehutanﬂén dan pe'rkebu‘nan;
b. mengolah data dan bahan dalam rangka usaha pengembangan
pertanian, kehutanan dan perkebunan; ’
“menghimpun dan menganalisa permasalahan yang berhubungan
dengan pengembangan pertanian, k'eht,_ltanan'dan perkebunan;
d. menyiapkan bahan penyusunan pedo‘rhan petunjuk teknis
program pengembanéan pertanian, kehutanan dan perkebunan;
mengikuti perkembangan ‘pe!aksanaén program pengembangan

pertanian, kehiifanan dan perkebunan;
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mengkoordmasxkan Keg\atan penelitian pertanian, Kehutanan dan
perkebunan yang diselenggarakan oleh swasta maupun oleh
pemerintah;

menyiapkan bahan pemberian perizinan dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan prograrh peningkatan produksi pertanian,
kehutanan dan perkebunan; | ,
menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan "petunjuk
pembinaan usaha pengembangan pertan}an, kehutanan dan
perkebunar.x;

mengolah _da.ta hasil pelaksanaan program pengembangan

. pertanian, kehu’tanan dan perkebunan dan menuangkan dalam

bentuk stattstlk dan atau grafik;

mengevaluasi segala usaha dan kegiatan yang bersangkutan
dengan masalah usaha pengembangan pertanian, kehutanan
dan perkebunan;

memantau perkembangan pelaksanaan program pengembangan
pertanian, kehutanan dan perkebunan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

a.

b.

o

menghimpun data dan bahan dalam rangka meningkatkan usaha
kelautan dan perikanan serta peternakan;

mengolah data dan bahan dalam rangka usaha pengembangan
kelautan dan perikanan serta peternakan;

menghimpun dan menganalisa permasalahén yang berhubungan
dengan pengembahgan kelautan dan perikanan serta

peternakan; 4
menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

program pengembangan kelautan dan perikanan serta

peternakan;
menglkutl perkembangan pelaksanaan program pengembangan

kelautan dan perikanan;
mengkoordmasxkan keglatan kelautan dan perikanan serta
petemakan' baik yang disetenggarakan oleh swasta maupun oleh
pemerintah;

menyiapkan bahan pemberian perizinan dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan program peningkatan’ produksi kelautan

dan perikanan serta peternakan;

7
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h. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

pembinaan usaha pengembangan kelautan dan perikanan serta
peternakan;

mengevaluasi segala usaha kegiatan yang bersangkutan dengan
masalah. usaha pengembangan kelautan dan perikanan serta
peternakan;:

memantau perkembangan peiaksanaan program pengembangan
kelautan dan perikanan serta peternakan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Pértambangan dan Energi mempunyai tugas :

a.

menghrmpun data dan bahan pengembangan pertambangan dan
energi;

mengolah data dan bahan pengembangan pertambangan dan
energi; A :
menghimpun dan menganalisa permasalahan yang berhubungan
dengan pengembangan pertambangan dan energi;.

menyiapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis program
pengembangan pertambangan dan energi;

mengikuti perkembangan pelaksanaan program pengembangan
pertambangan dan energi; '
mengkoordinasikan kegiatan penelitian pertambangan dan energi
baik yang diselenggarakan oleh swasta maupun oleh pemerintah;
menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

‘pembinaan usaha peningkatan hasil-hasil produksi

pertambangan dan energi;
menyiapkan bahan pemberian perizinan dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan program; peningkatan hasil pertambangan

dan energi;
mengikuti perkembangan pelaksanaan usaha pemngkatan hasil

pertambangan dan energi;

mengolah data hasil pelaksanaan program pengembangan
pertambangan dan energi dan menuangkannya dalam bentuk
statistik dan grafik; o

mengevaiuasi segala usaha keglatan yang bersangkutan dengan

masalah usaha pengembangan pertambangan dan energi;

memantau/mengikuti  perkembangan pelaksanaan program

pengembangan pertambangan dan energi

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

*
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Paragraf4 o
Bagian Industri dan Pariwisata
Pasal 60

Bagian .lndus‘m dan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan pvrc‘;g-'rajm teknis pelaksanaan pembangunan serta
memantau perkembangan di bidang industri dan perdagangan, bidang

transportasi dan tﬁ?lekomunikasi, serta bidang kepariwisataan.
Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada F’asal 60,

Bagian Industri dan Pariwisata mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengkodrdinasian perumusan kebijaksanaan
perangkat daerah di bidang industri dan perdagangan transportasi
dan telekomunikasi serta pariwisata;

b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di
bidang industri dan perdagangan, transportasi dan telekomunikasi
serta pariwisata; _

c. penyiapan bahan pengendalian sumber déyéfaparatur, keuangan,
sarana dan prasarana perangkat daerah d¢i bidang industri dan
perdagangan, transpbrtasi dan telékomunikasi serta pariwisata;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
Pasal 62

(1) Subbagian Industri dan Perdagangan mempunyai tugas :
a. menghimpun, mengelola dan mengkoordinasikan permasalahan di
bidang perindustrian dan perdagangan; .' ,

b. menghimpun, mengelola dan mengkoordinasikan kebijakan usaha
pengembangan di bidang perindustrian dan perdagangan,
menylapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
program pelaporan pengembangan di bidang permdustnan dan
perdagangan ‘

d. mengkoordlnaS|kan kegiatan: penelitian di bldang perindustrian dan
perdagangan baik yang dilaksanakan .oleh pihak perguruan tinggi,

swasta maupun pemerintah;
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e. melakukan monitoring perkembangan pe\a\«sanaan"'usaha dan

program peningkatan di bidang industri perdagangan dan kerajinan
rakyat

penyiapan perizinan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perindustrian perdagangan dah kerajinan rakyati

mengevaluasi data hasil pelaksanaan program di bidang

perindustrian perdagangan dan kerajinan rakyat;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Transportasi 'dén'Telekomunikasi merhpunyai tugas .

a.

“menghimpun, mengelola dan mengkoordinasikan permasalahan di
bidang transportasi dan telekomunikasi;

menghimpun, mengelola dan mengkoordmaszkan kebuakan usaha
pengembangan di bidang transportasi dan telekomunikasi;
menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
program pelaporan -pengembangan. di bidang transportasi dan
telekomunikasi; '

mengkoordinasikan kegiatan penelitian di" bidang transportasi dan
telekomunikasi baik yang dilaksanakan oleh pihak perguruan tinggi,

)

swasta maupun pemerintah;

melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan usaha dan

program penmgkatan di bidang transportasi dan telekomumkas
menyxapkan penzman dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan bidang transportasi dan telekomunikasi; ‘
mengevaluas@ data hasil p'e!ak'sanaan’ program di bidang transportasi
dan telekomunikasi;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Subbégian Pariwisata mempunyai fugas :

a.

menghﬁmpun,mengelo!a dan mengkoordinasikan permasalahan di

bidang pariwisata,
menghimpun, mengelola dah mengkoordinasikan kebijakan. usaha

’

pengembangan di bidang pariwisata;
menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

program pelaporan pengembangan di bidang pariwisata; .
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d. mengkoordir{asikan kegiatan penelitian dibf’dang. pariwisata baik
yang dilaksanakan oleh pihak pefguruan tinggi, swasta maupun
pemerintah; .

e. melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan usaha dan
program peningkatan di bidang pariwis;ata; B '

f.  mengikuti pengembangan kepariwisataan:

g. mengevaluasi data hasil pelaksanéan program di bidang pariwisata;

h. melaksanakarr tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

" tugas dan fungsinya. :

| Bagian Kedua :
Biro Administrasi Pembangunan :
Pasal 63

Biro Adﬁwihis-trasi Pembangunah'mempunyéi tugas memberikan pelayanan
administraﬁf daiam‘penyelenggaraan tugas-tugaslpemerin"tahan daerah
dan  menyiapkan -fba_han pengkoordinasian perumusan  kebijakan
penyelenggaraan tugés dan f.ungsi perangkat daerah di bidang pembinaan
administrasi pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas

pembantuan.

Pasal64 .

Untuk melakéanakéh. tugas sebagafimana dimaksud pada Pasal 63, Biro

Administrasi Pembahgunan mempuﬁyai fungsi :

a. penyiapan bahan';pengkobrdiné:sian pekumusan kebijakan perangkat
daerah di bidéﬁg urusan pembinaan administrasi pembangunan
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di
bidang urusan pembinaan administrasi pembangunan desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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Paragraf 1
Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Program
' Pasal 89

Evaluas),  Pelaporan  dan Program - mempunyal Qs
mengumpulkan  tahan pe\'\\;ué\man evaluasi dan  administrast
pembangunan dan menyiapkan \aporan sena program secara periodik.

: Pasal 66

Untuk melak§an§kan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, Bagian

Evaluasi, Pelaporan dan Program mempunyai fungsi

a. pengumpulan bahén pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera
Selatan, pembangunan antar daerah, pémbangunan antar sektor dan
pembangunan lainnya: |

b. penelaahan be!aksanaan laporan administrasi pembangunan provinsi
dan Kabupaten/Kota serta melakukan pembinaan tertib administrasi
penyampaian laporan; )

c. penyiapan bahan laporan hasil pembangunan daerah yang dibiayai oleh
APBD dan APBN, perbaikan secara periodik dan setiap saat apabila
diperlukan Gubernur:

d. pelaksanaan '-t’ugais- jain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 67

(1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : _

a. mengumpulkan bahan evaluasi- dan memantau hasil ~‘peléksanaan
program pembangunan dan bantuan yang dikeiola oleh Pemerintah
Daerah serta pelaporan pelaksanaan;

b. mengumpulkan - dan mengolah data evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan .lpémbangunan "dese‘ntralisasi, djek’onsent;asi dalam
tugas pembantuan;, | |

¢. menyusun dan membuat rekapitulasi laporan pembangunan secara
periodik untuk disampaikan kepada Gubernur dan instansi yang

berkepentingan; E
d. menyusun dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan sistem pelaporan

administrasi pemikangunan; ; “
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya. | o
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Subbagnan Tata Usaha mempunyai tugas :

a. meiakukan urusan keuangan;,

b me%ak§anakan urusan kepegawaian;

c. merencanakan kebutuhan dan pengadaan perlengkapan,

d. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan,
’ mendistribusikan surat-menyurat dan pengadaan;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Program mempunyai tugas .
a. menghimpun seluruh kegiatan program pada bagian- bagxan Biro

Administrasi Pembangunan;

b. membuat perencanaan dan menyusuﬁ program-program di bidang
Administrasi Pembangunan; -

c. melaksanakan Asistensi Rencana Kerja Anggaran. (RKA) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas/Badan/Kantor/UPTD/Instansi
di hngkungan ‘Pémerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bagian Pembinaan Administrasi
Pembangunan Desentralisasi
Pasal68

Bagian Pembinaan Admtmstrasn Pembangunan Desentrahsasr mempunyai
un dan . melakukan tugas pembinaan pengendalian,
aan pembangunan dan bantuan pembangunan yang
dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja

tugas menghimp
evaluasi dan pelaksan
pengelolaannya dibiayai
Daerah (APBD). | L

Pasal 69 ;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, Bagian

Pembinaan Administrasi Pembangunan Desentralisasi’ mempunyax fungsi :
a. pengkoordinasian dengan 'Dinas/Badan/Instansi terkait ‘dalam hal
pelaksanaan kegiatan pembmaan administrasi  pembangunan

desentralisasi;

b. pengumpulan baha
pengendalian administrasi
c. pengumpulan bahan dan dat
petunjuk pelaksanaan administr
d. pelaksanaan tugas lain yang diberika

dan fungsinya.

n dan data .dalam rangka pembinaan dan
pembangunan desentralisasi;

a dalam rangka penyusunan pedoman dan
asi pembangunan desentralisasi;

A oleh atasan sesuai dengan tugas
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Pasal 70

Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Desentralisasi

mempunyai tugas : ‘

a. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan
program pembangunan dan bantuan pembangunan desentralisasi;

b.  mengumpulkan dan mengolah data rencana administrasi
pembangunan desentralisasi; , : -

c.  mengkoordirasikan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan
pembangunan desentralisasi; |

d. menyusun ~pedoman petunjuk pelaksanaan pembangunan

desentralisasi; : _
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

) Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Pembantuan.

Kabupaten/Kota mempunyai tugas : o _
a. mengumpulkan bahan pembinaén dan petunjuk pelaksanaan
program pembangunan tugas pembantuan Kabupaten/Kota;
b. mengumpulkan dan mengolah data rencana pembangunan tugas
pembantuan Kabupaten/Kota; °. ‘

c. mengkoordinasikan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan
pembangunan tugas pembantuan Kabupaten/Kota;

d. © menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan administrasi
pembangunan tugas pembantuan Kabupaten/Kota; \

e. mengkoordinasikan dan mengikuti. perkembangan pelaksanaan

| pembangunan tugas pembantuan Kabupaten/Kota;

f.  menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan administrasi

pembangunan tugas pembantuan' Kabupaten/Kota; '

.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual

dengan tugas dan fungsinya. :

| Pa’ragrafS
‘Bagian Pembinaan Administrasi
Pembangunan Dekonsentrasi
| Pasal 71

Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi mempunyai
tugas menghimpun bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaksanaan pembangunan dan  bantuan pembangunan = yang
pengelolaannya dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). -
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Pasal 72

Untuk: melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Bagian

Pembinaan Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi mempunyai fungsi :

a. pengumpulan bahan pembinaan .dan penyusunan. pelaksanaan
pembangunan dan bantuan pembangunan yayng}.dike'lola pemerintah
Provinsi; ‘ _

b. pengumpulan bahan pembinaan dan penyusunan pelaksanaan
pembangunan tugas pembantuan Kabupaten/Kota; |

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasaf sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
Pasal 73

(1) Subbagian Pembinaan Administrasi ‘Pembélhguhan Dekonsentrasi
mempunyai tugas '
a. mengumpulkan bahan. ‘pembinaan dan petunjuk pelaksanaan
program pembangunan dekonsentrasi; |
b. mengumpulkan dan mengolah daté rencana pembangunan

dekansentrasi; ‘ ,

C. méngkoordin-asikan dan mengikuti perkembanganf pelaksanaan
pembangunan dekonsentrasi; |

d. menyusun pedoman  petunjuk pelaksanaan  pembangunan

dekonsentrasi;
e. mengkoordinasikan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan

pembangunan dekonsentrasi;
f. menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan pembangunan

dekonsentrasi; ‘
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Pemb‘friaan,.Administr;asi Pembangunan Tugas Pernbantuan

mempunyai tugas :
a. melaksanakan pembinaan administrasi pembangunan dan tugas

pembantuan  bagi  Kabupaten/Kota  yang pengelolaannya

=]

menggunakan dana APBN;
b. mengumpulkan bahan pembinaaan dan petunjuk pelaksanaan
program pembangunan tugas pembantuan bagi Kabupaten/Kota:

c. mengumpulkan dan mengolah ddta rencana pembangunan tugas

pembantuan bégi Kabupaten/Kota;
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‘mengkoordinasikan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan

RV

a.

DErthANGUNAN gas pembantuan hagh KabupatenKota,
2. TOETHUSLD DROomman DEmil pe\Rksanaen DEMOAGINRN YRS

DEIMDaNLAN DAY Katupaentee,

t. mengkoordinasikan dan mengikull pef'\«embangan pelaksanaan

pembangunan tugas pembantuan,
g. menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan pembangunan tugas

f

pembantuan; .
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 'sesuai dengan

tugas dan fungsinya. .

‘Bagiarn Ketiga
Biro Keuangan
Pasal 74

Biro Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif
dalam  penyelenggaraan tugas-tugas - perﬁerintahan daerah dan
menyiapkan ‘bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
penyelengga;aan tdgas dan fungsi perangkat daerah di bidang anggaran,
perbendaharaan, akuntansi dan peiaporan, dan anggaran daerah bawahan.

Pasal 75

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Biro

=3

Keugngan mempunyai fungsi :

penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan' perangkat

daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan,

dan anggaran daerah bawahan; -

penyiap'an tbahanf : penyelehggaraan evaluasi dan pembinaan
administrasi pefénjgkét' daerah di bidang anggaran, perbendaharaan,
akuntansi dan pelaporan, dan ‘anggarén daerah bawahan; |
penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan,

prasarana dan sarana perangkat daerah di  bidang

anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, da}ln anggaran

daerah bawahan;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya. .
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PatsrA A
Bagian Anggaran
Pasal 76

Bagian Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Nota keuangan dan Nota
Perubahan APBD yang akan disampaikan ke DPRD Provinsi Sumatera
Selatan, untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 77

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 76,

Bagian anggaran mempunyai fungsi:

a. penghimpunan, penelitian bahan penyusunan Rencang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sumatera Selatan untuk
rencana pendapatan, rencana belanja dan pembiayaan yang
diusulkan oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b. peiaksanaén -p‘éneﬁtian terhadap permintaan pehyediaén dana
anggaran belanja yang diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah
di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

c. pembuatan draf Surat Penyediaan Dana (SPD) anggaran belanja
dan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Selatan; .
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal78

(1) Subbagian Anggaran | mempunyai:tugas :

a.

b.

menghimpun bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja
dan pembiayaan;,

mengadakan penelitian terhadap permintaan dana belanja yang -
diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah. di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; |

menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) anggaran belanja
dan pembiayaan untuk ditandatanganiooleh pejabat yang

berwenang; |
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual

dengan tugas dan fungsinya,
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(2) Subbagian Anggaran |l mempunyai tugas :

a. menghimpun bahan penyusunan anggaran pendapatan,
anggaran belanja dan pembiayaan, |

b. mengadakan penelitian terhadap permintaan dana befanja | yang
diajukan oleh satuan kerja peranékat daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sematera Selatan; _

c. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ang‘garaﬁ ‘belanja
dan pembi.qyaan untuk ditandatangani pejabat yang berwenang;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. melaksanakan urusan surat-menyurat dan kearsipan';v'

b. melaksanakan penatausahaan SPD dan SP2D;

c. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;

d. _melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan

e. melaksanakan  urusan barang-barang: inventaris  dan
perlengkapan;

f. mengumpulkan bahan dan menyusun program Kerja Biro
Keuangan; ,

g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan: kinerjé kegiatan Biro
Keuangan; ‘ | |

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh -atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragréf 2
Bagian Perbendaharaan
Pasal 79

. Bagian perbendaharaan mempunyai . tugas ‘ menyiapkan bahan
perbendaharaan dan petunjuk teknis admmlstrasn keuangan ketentuan.
di bidang keuangan dan menertibkan surat perintah membayar serta

mengkaji kebenaran penagihan.

Pasal 80

Untuk melaksanakan tugas éebag_aimaha dimaksud F’as:al, 79, Bagian

Perbendaharaan mempunyai tugas : |
a. menyiapkan petun;uk tekms administrasi keuangan yang telah

ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
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2. menell pengaivan Sural Penntan Membayar Uang (SPMUY darn
TMAINGNIAsG  nekansidinasivadanikaciot A Wnghangan
P 2METINEn PIoUng) Sumaieta SEa, o
c. mengkaji kebenaran/kelengkapan pembayaran/penag'\hén uang;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 81

(1) Subbagian Pérbendaharaan I mempunyai tugas :

a. menyimpan, mencatat faktur gaji perorangan pegawai, kartu
pembayaran triwulan untuk setiap satuan‘}gefja perangkat daerah
yang ‘termasuk dalam lingkungan pembayar‘an Pemerintah
Provinsi Sumatera Seiatan; |

b. memeriksa kebenaran dari daftar-daftar gajitunjangan pangan
yang diajukan oleh pembuat daftar gaji strta penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja pegawai:
meneliti permintaan tunjangan lainnya;

d. menyiapkan bahan dalam mengeluarkan Surat Keputusan
Penghentian Pembayaran (SKPP);

e. menyiapkan bahan dalam meng'éluar,k‘a‘h'_s‘urat petunjuk yang
berkenaan dengan pembayaran gaji; ‘

f. menyiapkan bahan dalam menerbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) gaji pegawai; "

g. menguji kebenaran penagihan belanjé pegawai;

h.. mengkoordinasikan pengumpman daftar gaji untuk keperluan
Tabungan Asuransi Pegawai Negeri serta menandétangani Surat
Perintah‘ Pencairan Dana (SP2D) sesuai d'engan Surat
Képutusan-Penunjukan dari Gubernur;

I me!aksanakén tugas 'lainj yang diberikan oleh atasan sesual

dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Perbendaharaan |l mempunyai tugas :

a. melakukan penelitian dengan seksama - terhadap Surat

Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar

(SPM), kelengkapan-kelengkapan administrasi keuangan yang
telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
b. menyiapkan naskah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D);
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c. mencatat/mengartukan di dalam kartu kendali sesuai dengan
kode rekening pengeluaran secara tertib dar teratur;

d. menyiapkan surat keputusan  pengangkatan Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Pembuat
Daftar Gaji,

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Perbendaharaan i mempunyai tugas :

a. melakukan penelitan dengan seksama terhadap Surat
Permintaan Pembayaran (SPP), Surat’ ‘Perintah Membayar
(SPM), kelengkapan-kelengkapan admi.nistvrasi keuangan yang
telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

b. menyiapkan naskah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D); ' 3

c. mencatat/mengartukan di da!arh Kkartu kendali sesuai dengan
kode rekening pe.ngel'u'aran secara tertib dan terétur; A

d. menyiapk'an»«: surat keputusan  pengangkatan  Pengguna
Anggaran, Ku.a’sa Pengguna Anggaran, Bendahara dan Pembuat
Daftar Gaji;. - - ‘

e. me!aksana.kén tugas lain- yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bagian Akuntansi dan Pelaporan
. A ‘ Pasal 82

Bagian Akuntansi dan Pelaporanﬁ mempunyai tugas mencatat realisasi
Anggaran dan menyusun Laporan Keuangan, dengan merekonsiliasi,
menggabungkan data laporan pertanggungjawaban penggunaan dana

Satuan Kerja  Perangkat Daerah, memberikan  rekomendasi

pertanggungjawaban pengglnaan dana sebagai bahanapengajuan

permintaan pembayaran satuan kerja perangkat daerah.

o

Pasal 83
Untuk melaksanakan tugas s'ebf_agaimana dimaksud pada Pasal 82,
Bagian AkuntanSiidén‘ Pelaporan mempunyali fungsi: ‘
a. penerimaan ‘dan pelaksanaan rekonsiliasi terhadap laporan

penerimaan dan pengeluaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
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penelitan penerimaan pendapatan daerah dan pelaksanaan
rekonsiliasi dengan bank yang ditunjuk selaku kas daerah;

penelitian  terhadap laporan pertanggungjawaban fuhgsional
pengguna dana/uang kas bendahara penerimaan dan pengeluaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah;

penyusunan Laporan Keuangan yang meliputi laporan realisasi
anggéran; neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan
Keuangan;, >

penerbitan rekomendasi terhadap pertanggungjawaban penggunaan
dana UP/TU/GU Satuan Kerja Perangkat Daeranh;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 84
Subbagian Akuntans; dan Pelaporan I mempunyai tugas :
a._melakukan proses pencatatan akuntansi terhadap realisasi
Vpendapatan,ﬁ belanja dan p:embrayaan daerah; '
b. melakukan‘rekonsiliasi laporan realisasi anggaran,
c. melakukan koreksi terhadap transaksi penerimaan dan

o

pengeluaran kas,;
d. melakukan rekonsiliasi peneriméan dan pengeluaran kas daerah;
e. menerima dan meneliti Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
penerimaén/pengeluaran ‘yang dikelola oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah; o
f. menylapkan surat teguran/penngatan terhadap bendahara yang
lalax/terlambat membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
menyiapkan  rekomendasi  terhadap Surat
Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Satuah Kerja
Perangkat Daerah untuk permintaan SP2D; '
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

Pengesahan

dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan |l mempunjgai‘ tugas :

a. melakukan proses pen'catatan akuntansi terhadap realisasi

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
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b. melakukan rekonsiliasi di dalam penyusunan dan penyajian
laporan pelaksanaan APBD_ semesteran dan fahunan;

c. melakukan koreksi terhadap transaksi terhadap penerimaan dan
pengeluaran kas;

d. melakukan rekonsiliasi penerimaan kas dan pengeluaran kas
Bank Sumsel selaku kasdaerah;

e. menerima dan meneliﬁ Surat Penanggungjawaban‘ (SPJ)
penerimaan/pengeluaran yang dikelola oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah; .
f. menyiapkan surat teguran/peringatan terhadap bendahara yang
lalai/terlambat membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai
dengan keientuan yang berlaku;

- g. menyiapkén._ rekomendasi terhadap Surat Pengesahan
Pertah'gguhéjaWéban yang disampaikan oleh ‘Satu'e;n Kerja
Perangkat Daerah untuk permintaan SP2D;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan”tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan {li mempunyai tugas .
a. melakukan proses pencatatan akuntansi’ terhadép realisasi.
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
b. melakukan rekonsiliasi di dalam penyusunan dan penyajian
laporan pelv“ak,'sanaan APBD semesteran dan Etahunan;
C. melakukan koreksi terhadap transaksi terhadap peneﬁmaan dan

pengeluaran kas;
d. melakukan rekonsiliasi penerimaan kas dan pengeluaran kas

Bank Sumsel selaku kas daerah; =
menerima - dan meneliti Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

penerimaan/pengeluaran yang dikelola ' oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah, ,
f. menyiapkan surat teguran/peringatan terhadap bendahara yang

lalai/terlambat membuat Surat Pertanggungjéwaban (SPJ) sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

g. menyiapkan rekomendasi terhadap Surat
Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Satuan Kerja

Pengesahan

Perangkat Daerah untuk pefmintaan SP2D:; ,
h. meiaksanakap iugas lain yang diberikan oleh atasan'sesuai

dengan tugas dan fungsinya.




52

Paragraf 4 °
Bagian Anggaran Daerah Bawahan
Pasal 85

Bagian,AnggaraﬂjDaerah Bawahan mempunyai tugas melakukan

evaluasizterhadapf Rancangan' Peraturan Daerah tentang APBD,

perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan. APBD
Kabupaten/Kota serta menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk
teknis penyusun&n anggaran, pertanggungjawaban anggaran dan

pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota.

Pasal 86

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 85,

Bagian Anggaran Daerah Bawahan mempunyai fungsi :

a.

pelaksanaan evaluasi terhadap Rzamcemgan:E Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota tentang APBD, Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD, Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD dan Rancangan.
Peraturan Bupati/Walikota tentang,Penjabar'éh Perubahan APBD
serta Réncangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati Walikota tentang Penjabaran Q.Pertar{ggungjawaban
Pelaksanaan APBD; | |

penyiapan bahan untuk pembuatan Keputusan Gubernur tentang
Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
pengurﬁpu!an bahan pembinaan dan petunjuk’ teknis penyusunan

anggaran, perhitungan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah

Kabupaten/Kota, | ‘
pengumpulan bahan pembinaan dan ,.evaluasi terhadap laporan

realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan §esuai dengan

tugas dan fungsinya.
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Pasal 87

(1) Subbagian Evaluasi Anggaran Daerah Bawahan mempunyai tugas :

a. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD, Perubahan APBD dan Pertanggung;awaban Pelabanaan
APBD Kabupaten/Kota,

b. menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Pengesahan
APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota; | _

c. menyampaikan hasil evaluasi APBD, Pé(Ubahan APBD, dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota kepada
Menteri Dalam Negeri;

d. melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi APBD
Kabupaten/Kota; °

e. melakukan monitoring pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

~ tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Pembinaan Anggaran Daerah Bawahan mempunyai tugas :
a. mengumpulkan bahan pembinaan dan petpnjuk teknis penyusunan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota;
b. melakukan pembinaan dalam rangka pé.ngelolaan keuangan daerah

kepada Kabupaten/Kota;
c. melakukan momtormg penyeienggaraan dan pengelolaan keuangan

daerah Kabupaten/Kota
d. mengumpulkan bahan iaporan pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan mengenali

penyelenggaraan dan :pengelolaan keuangan daeran

Kabupaten/Ké‘c’a;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

BAB V
» ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT.
PasalBB

Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyal tugas membantu Sekretaris

Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan

mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan

fungsi perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat, perpberdayaan

perempuan dan hubungan antar lembaga.
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Pasal 89

Lntuk melaksanakan tugas sebagaimana. dimaksud pada Pasal 88,

Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : ' '

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang
kesejahteraan rakyat, pemberdayaan perempuan dan hubungan antar
lembaga; .

b. ‘penyelenggaraan  administrasi perangkat " 'daerah di  bidang
kesejahteraan rakyat, pemberdayaan perempuan dan hubungan antar
lembaga; ‘

c. pengendalian sumber daya '} aparatur keuangan, pembangunan
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat,
pemberdayaan perempuan dan hubungan antar lembaga;

d. _pelaksa_héan tugas lain Aya‘ng diberikar oleh Guberndr sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Pertama
Biro Kesejahteraan Rakyat
Pasal 90

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai. tugas memberikan pelayanan
administratif dalam penyelenggaraan tu‘gés-tugas pemerintahan daerah
dan menyiapkan : bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
penyelenggaraan tugas dan fungsi. perangkat daerah di bidang agama,
pendidikan dan kébUdayaan, badtuan kesehatan masyarakat, sosial,

tenaga kerja dan transmigrasi, pemuida dan olahraga.

Pasal 91

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pas‘a! 90, Biro
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahah pengkoordinaéian} perumusan kebijakan perangkat
daerah . di bidang: agama, pendidikan dan kebudayaan, bantuan
kesehatan mésyar'akat, sosial, tenaga kerja dan tran'smigrasi', pemuda

dan olahraga;
b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di

bidang agama, pendidikan dan 'kebudayaan, bantuan kesehatan

masyarakat, sosial, fenaga kerjz dan transmigrasi, pequa dan

olahraga;
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¢. penyiapan bahan pengenda\\an sumber daya aparatur keuangan,
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang agama pendidikan
dan kebudayaan, bantuan kesehatan masyarakat, sosial, tenaga kerja
dan transmigrasi, bemuda dan olahraga,

d. pelaksanaan tuga_'s'lain' yang diberikan ‘ol'eh' Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Bagian Agama
] Pasal 92

Bagian Agama mempunyai tugas -: menyiapkan bahan pembinaan dan
petunjuk teknis di bidang keagamaan urusan haji dan tata usaha.

Pasal 93

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 92, Bagian
- Agama mempunyai fungsi : )

a. pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis keg‘atan di bxdanq
keagamaan dan-peningkatan kerukunan hidup beragama serta bantuan
untuk. pengembangan bidang keagamaan;

b. pengumpulan bahan koordmasx dan pengelolaan urusan hajt;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 94

(1) Subbagian Bina Keagamaan mempunya: tugas :
a. mengumpulkan data dan bahan tentang keglatan keagamaan dan

kehidupan beragama,
b. mengolah data - dan bahan tentang kegiatan keagamaan dan

kehidupan beragama;

c. menghimpun dan menganalisis permasatahan yang berhubungan
dengan kerukunan hidup beragama;

d. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan bagi peningkatan
kerukunan beragama; o

e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tentang tata
cara pembinaan kehidupan umat beragama serta peningkatan
kehidupan beragama;‘

f. menyiapkan bahan rekomendasi pemberoian bantuan yang
berhubungan dengan kegiatan keagaméan; | '
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menyiapkan bahan koardinasi pelaksanaan dakwah dakwah agama
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“kerukunan h\dup beragama;, .
i. menyiapkan . bahan penyusunan pedoman dan petun)uk teknis
pembinaan lembaga keagamaan;
j.  melakukan kéordinasi dengan instansi terkait dalam rangka

@

pembinaan keagamaan;
k. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang jumlah

pemeluk agama dan jumlah rumah ibadah;

[. menyiapkan b"ahan penyusunan petunjuk pembinaan dan
pengembgn’gan,: terhadap usiaha masyarakat di bidang  kegiatan
keagamaan dan kerukunan hidup beragama; o

m. melaksanakan tUgas. lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Urusan Haji mempunyai tugas :

a. mengumpulkan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan ibadah
haji;

b. mengolah data dan bahan pelaksanaan haji;

c. menghimpun dan menganalisa permasalahan yang berhubungan
dengan pelaksanaan ibadah haJn ;

d. menylapkan bahan koordinasi penyelenggaraan 5badah haji  di
bidang pe‘rja!anan pengasramaan jemaah haji dan lain-lain
berdasarkan peraturan perundang- -undangan yang ber!aku

e. mengkoordinasikan dan membantu keglatan dalam rangka

ibadah haji dan umrah berdasarkan peraturan

kelancaran |
perundang-undangan yahg berlaku;
f. melakukan pemantauan serta mengkoordinasikan penyusunan
laporén tentang penyelenggaraan urusan haji; °
-menyiapkan dan menyusun bahan-bahan yang berhubungan
dengan koordinasi pengelolaan Zakat, Infagq dan Sadagoh (Z15);
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaj dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : '
a. membantu Kepgla Bagian'Agama di bidang tugasnya;,




menghimpun,: meneliti dan. mencatat surat-surat yang masuk
dan. keluar serta menyampaikan kepada unit . kerja masing-
masing; | o
menghimpun, menyusun dan menginventarisasi arsip surat-surat
Biro;

menghimpun, menyusun dan menganalisa kebutuhan rumah tangga
dan perlengkapan Biro;, ‘
menghimpun, .meneliti usulan anggaran dari masing-ma’sing Bagian;
mengkoordinasikan usulan anggaran tersebut kepada unit kerja
terkait;

menghimpun,,‘menyusun rincian penggunaan dana rutin untuk
pefaksanaan kégiatan Biro; | -

merencanakan dan menyusun rincian penggunaan dana rutin untuk
pelaksanaan kegiatan Biro;

menghimpun, menyusun dan meneliti laporan pelaksanaan

anggaran Biro; . |
mengumpulkan bahan, menyusun, merencanakan kebutuhan dan’

pengembangan pegawai sesuai dengan beban dan volume Biro;
mendata barang inventaris Biro;

mempersiapkan perlengkapan lap‘ora‘n admion'istrasi promosi dan’
mutasi pegawai; | '
mempersiapkan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan
Daftar Penilaian PelaksanaanAPeke_rjaan (DP3);

menyiapkan dan memproses Lapo'ré‘n-Pajak Pribadi (LP2P) pegawai
di lingkungan Biro ; '

mempersiapkan dan menerbitkan daftar hadir pegawai;

menghimpun dan menyusun iaporah keadaan pegawai Biro;
mengumpulkan, menyusun dan menyéjikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku tentang kepegawaign.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan Sesuai dengan

tugas dan fungsinya
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paragraf 2
Ragian © endidikan, Kebudayasn,

Peruda dan Clanraga
LWARN

Sagen Pendidian, Kenudayaen, Pemuda (3R QWRNTR0R. ORI
tuges memberikan saran dan perimbangan sera mengkoordinasikan
tigas-tugas yang berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan, kesenian,

pemuda dan olahragad. , o
Pasal 96

Intuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, Bagian
endidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan .rencana program pemberian bantuan

baik moril maupun materil dalam pelaksanaan tugas bidang pendidikan,

o

kebudayaan, kesenian, pemuda dan olahraga;

b. penghimpunan dan penganalisisan permaéatahan yang berhubungan
dengan bidang pend‘idikan[ kebudayaan, Resenian, pemuda dan
olahraga; | o |
c. penghimpunan program dalam rangka ‘heningkatkan pembangunan di-
bidang pendidikan_z,: kebudayaan, kesenian, pemuda dan olahraga;

d. pemberian pelaya’h’an kepada masyarakét yang berkaitan dengan tugas
di bidang pendidikan, kebudayaan, kesenian, pemuda dan olahraga;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas

&)

dan fungsinya.

- Pasal 97

(1) Subbagian Bina Pendidikan mempunyai tugas
a. mengumpulkah;data dan bahan yang berhubungan dengan urusan

‘pendidikan;

b. mengelola data dan bahan p_eAmbinaan dan petunjuk teknis di bidang
pendidikan; :

c. memantau perkembangan program pendidikan; °

d. meneliti dan mempersiapkan bahan penyusunan . pedoman
pendidikan;

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaah/pengémbangan sarana pendidikan;
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f. menyiapkan bahan  penyusunan dan  petunjuk  teknis
pembinaan/pengembangan  usaha  masyarakat di  bidang
pengembangan sekolah; | ‘

g. menyiapkan bahan penyusunan rencana ‘untuk meningkatkan
kecerdasan rakyat terutama di bidang pengembangan sekolah;

h. menyiapkan bahan penyusunan reri,cana program pemberian
bantuan baik moral maupun materiil terhéda,p usaha masyarakat dan
lembaga pendlidikan sekolah

‘I, melaksanakan tugas lain yang dxberlkan oleh atasan sesual dengan

tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Bina Kebudayaan mempunyai tugas
a. mengumpulkan dan menganalisis data/bahan tentang seni budaya

peninggalan sejarah dan kepurbakalaan (situs bersejarah);

b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis seni

- budaya, peninggalan sejarah dan ,kepurbakalaan;

C. menyiapkan bahan dan memberikan pertimbangan yang
berhubungan dengan pemnggalan sejarah dan kepurbakalaan;

d. mengh!mpun dan menganahsns permasalahan dengan peninggalan

Jarah dan kepurbakalaan o

e. menyiapkah bahan penyusunan rencana bantuan terhadap usaha

masyarakat dan lembaga di bidang budaya dan pengembangan

sarana lembaga dan kegiatannya. R
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Subbagnan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas :

a. mengumpulkan data dan bahan tentang pembmaan dan ‘petunjuk

teknis bidang generasi muda dan olahraga,

b. mengolah data dan bahan pembinaan generasi muda dan
pembinaan petunjuk teknis bidang olahréga;
menghimpun dan menganalisa permasalahan yang berhubungan
dengan pembinaan kepemudaan, pembinaan dan petunjuk teknis di
bidang olahraga; ‘
d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan
pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga;
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-e. menyiapkan pen\;usuhan fencana . dan  program :da\am rangka
meningkatkan kegiatan kepemudaan serta pencegahan kenakalan
remaja,

f. menyiapkan »'b_ahan' penyusunan rencana pembinaan dan petunjuk
teknis terhadap usaha-usaha masyarakat di bidang keolahragaan;
g. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, petunjuk
teknis serta usaha-usaha masyarakat di bidang kepemudaan.;
h. menyiapkan bahan penyusunan pedomén dan petunjuk pembinaan
di bidgng keolahragaan,
i. menyiapkan 'bahan penyusunan program pembinaan olahraga

tradisional;
i meiaksanakan tugas fain yang dxbenkan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsmya

Paragraf 3 e
Bagian Kesehatan Masyarakat
Pasal 98

Bagian Kesehatan masyarakat mempunya| tugas mengumpulkan baha
koordinasi, pemblnaan dan petunjuk teknis di bldang kesehatan prasarana
dan sarana kesehatan, dan petunjuk teknis untuk peningkatan

kesejahteraan sosial.

Pasal 99

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 98, Bagian
Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan program kesehatan ditujukan untuk meningkatkan mutu

dan derajat kesehatan masyarakat; ,
b. pelaksanaan program kesejahteraan sosial dltu;ukan bagi peningkatan

derajat hidup masyarakat;
pembinaan sarana kesehatan masyarakat,
pela{ksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya. C
Pasal 100 .

(1) Subbagian Kebersxhan dan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :
a. mengumpulkan data dan bahan 'yang Berhubungan dengan

kebersihan dan kesehatan masyarakat;
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mengolah data dan bahan dalam ‘rangka upaya peningkatan
pemberdayaan masyaraka'f -untuk berperilaku hidup bersih dan
sehat;

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain yang
terkait dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat untuk
peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal'
me}aksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsmya

(2) Subbagian S'érar:jafKes‘ehatan -Masyarakat mempunyai tugas .-

a.

mengumpulkén‘data dan bahan tentang prasarana dan sarana

kesehatan,

mengolah data dan bahan ,tentang prasarana dan sarana kesehatan,
menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, pembinaan dan
petunjuk pemeliharaan dan peningkatan prasarana dan sarana
kesehatan; 4 -
melaksanakan pemantauan serta mempersiapkan bahan-bahan
evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemeliharaan dan

peningkatan prasarana dan sarana kesehatan;

menyiapkan bahan perencanaan pengembarﬁg'an prasarana fisik
fasilitas kerja rumah sakit, puékesmas, laboratorium kesehatan
lainnya,

menyiapkan bahan dalam rangka pemberian izin atau rekomendasi
pendirian rumah sakit, klinik bersalin dan,ba}ai‘péhgobatan yang
dikelola oleh masyarakat; -

menyiépkan ‘bahan wusaha, menggalakkan program pengadaan
sarana air minum dan jamban keluarga (sami jaga);

rﬁenyiapkan bahan penyusunan program dap petunjuk pembinaan
terhadap pengembangan sarana kesehatan masyarakat;.
merencanakan program bantuan sarana kesehatan masyarakat
yang meliputi pengembangan rumah sakit, puskesmas dan balai
pengobatan serta petunjuk pelaksanaannya;

melaksanakan pemantauan serta mempersiapkan bahan evaluasi
dan penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan» sarana kesehatan
masyarakat; '

melaksanakan kerja sama dengan instansi-instansi lain yang terkait

dengan usaha pembinaan pemehharaan dan peningkatan sarana

kesehatan masyarakat;
nielaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ‘sesuai dengan

tugas dan fungsinya
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(3) Subbagian Kesejahteraan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas :
a. mengumpulkan data dan bahan pelayanan dan bantuan serta
bimbingan sosial; |
b. mengolah data dan bahan pelayanan dan bantuan serta bimbingan
sosial;
c. menghimpun -dan menganahsa permasalahan yang berhubungan
dengan pembenan dan petunjuk tekms pemngkatan kesejahteraan

sosial;
d. menyiapkan bahan petunjuk pembinaan dan bimbingan terhadap

penyelenggaraan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan sosial;

e. menyiapkan bahan untuk merencanakan, mengatur dan memantau
pemberian bantuan kepada badan- badan sosnal

f. menyiapkan bahan’ untuk penyusunan pedoman dan petunjuk
pembinaan badan-badan sosial dan pahlawan daerah;

g. menyiapkan bahan untuk koordinasi dalam pelaksanaan penyuluhan
kepada seluruh masyarakat di bidang peningkatan késejahteraan
sosial; |

h. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan instansi-instansi yang
berhubungan dengan penanggulangan bencana alam, seperti;
Palang Merah Indonesia, Dinas Kesehatan, Unit Pemadam
Kebakaran, Dinas Sosial, Pemerintah Pﬁsat dan Kabupaten/Kota

yang berhubungan dan lain-lain;
i. menyiapkan bahan dalam
pelaksanaan undian dan usaha pengumpulén uang dan barang,
melaksanakan tugés lain Vyang _diberikan oleh atasan sesuai dengan

pemberian rekomendasi  untuk

tugas dan fun'g:sinya

‘ Pafagraf 4.
Bagian Ketenagakerjaan
Pasal 101

Bagian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyusun dan mengolah data
merumuskan kebijaksanaan dan pembinaan serta
bidang ketenagakerjaan dan

dalam rangka
pengevaluasjan dan pelaporan di

ketransmigrasian.
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Pasal\Q2
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pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan di bidang
ketenagakerjaén dan ketransmigrasian; . °. A

pengumpulan,  pengklasifikasian, pengolahah, penyajian  dan
pemeliharaan serta penghimpunan permasalahan ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian;

'

Ipelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 103

(1) Subbagian Pembinaan Tenaga Kerja memipunyai tugas :

a. menyusun dan mengolah data dalam rangka megrumuskan

kebijaksanaan dan pémbinaan program ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian; } |

b. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka mengkoordinasikan
pengembangan dan .perluasan Iap'angan kerja dan pengendalian
pembangunén ketransmigrasian;

c. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan instansi terkait baik pusat
maupun daerah dalam rangka penyusunan revncana dan program
pembinaan keahlian dan kejuﬁuah tenaga kerja dan
ketransmigrasian;

d. meng;koord'ina_sikan tugas-fugas dengan instansi terkait untuk
melakukan- "uvsaha dan ,kégiatan dalam rangka mewujudkan
program terpédu di bidang ‘Ketenagakérjaan daerah;

e. melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka penggunaan dan
pemanfaatan tenaga kerja dan ketransmigrasian sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; °

f. mempersiapkan bahan-bahan dan berkoordinasi dengan instansi-
instansi terkait dalam rangka penyusunan petunjuk dan bimbingan
tenaga kerja:dan ketransmigrasian;

g. mengkogrdinaéika_n tugas—tyigas dengan instansi dan atau badan
usaha étasgffpénétapah dén pengawasan pelakéan’aan upah
minimum;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya
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(2) Subbagian Pendataan Tenaga Kerja mempunyai tugas .
‘a. mengumpulkan data dan bahan dalam: -rangka pengembangan
ketenagakerjaan dan pengendalian pembéngunan ketransmigrasian;
b. mengklasifikasikan data dan bahan sesuai'dengan keperluannya,
c. mengolah data dan bahan dalam rangka pengembangén
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; :
d. menyajikan data dan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan
' dan program kerja di bidang ketenagakeqaan dan ketransmigrasian; |
e. memelihara data dan bahan untuk dapat digunakan sehap saat;
f. menghimpun ff permasalahan yang  berhubungan  dengan
pengembangan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
| g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. mengumpuikan data pe!aksanaan. program pembinaan
Ketenagaﬁerjaan dan ketransmigrasian;

b. mengolah data pelaksanaan program pembinaan ketenagakerjaan
secara sistematis dan menuahgkannya dalam bentuk-bentuk statistik
atau grafik; | '

c. mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan
pelaksanaan program pembinaan ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian, .

d. mengkoordinasikan dengan instansi-instansi terkait dalam rangka
mengevaluasi dan melaporkan segala usaha dan kegiatan yang
bersangkutan dengan - masalah ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian di daerah;
meléksan"ékan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Biro Penghubung
Pasal 104

Biro Penghubung mempunyai tugavs memberikan pelayanan administratif
dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan
“menyiapkan bahan' pengkoordmasxan perumusan kebijakan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah: d! bidang hubungan
antar lembaga, promosi informasi, pengelolaan mess dan anjungan Taman

 Mini Indonesia Indah. -
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Pasal 105

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 104, Biro

Penghubung mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengkoordinésian perumusan kebijakan perangkat
daerah di bidanfg hubungan'i antar lembaga, promosi informasi,
pengelolaan me'ss:_'dan anjungénl Taman Mini Indonesia {ndah;

b. penyiapan bahan penyelanggaréan pembinaan administrasi perangkat
daerah di bida;lg hubungan antar lembaga, promosi informasi,
pengelolaan mess dan anjungan Taman Mini Indonesia Indzh:

c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang hubungan antar
lembaga, pronﬁbsi informasi, pengelolaan mess dan anjungan Taman
Mini Indonesia Indah; ' ,

d. peiaksan’aan'tug_a's lain yang diberikan oleh Gubernur 'sesuvali dengan

tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Bagian Hubungan Antar Lembaga
Pasal 106

Bagién Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Biro Penghubung dalam menyiapkan bahan
hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah, Lembaga
Pemerintah Non Depaﬁemen dan Swasta serta bahan pembinaan

masyarakat Daerah Sumatera Selatan di Jakarta.

Pasal 107

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Vpada Pasal 106,

Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi mengenai hubungan kerja yang sedang dan
atau akan dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi dengan Lembaga
Pemerintah Non Departemen dan Swasta; o ’

b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi.yang terkait dalam penyediaan

maupun penerimaan data dan informasi dalam hubungan kerja sama

dengan Pemerintah Provinsi;

pemberian bantuan kepada parabPejabat Pemerintah Provinsi dalam

‘rangka hubungan kerja dengan Pemerintah/Departemen/Lembaga Non

Departemen dan Swasta di Jakarta, |
d. pelaksanaan tugas lain yang.diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
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(N Subbagian Hubungan Antar Lembaga Ekuin dan Kesra mempunyai
tugas: |

a. melaksanakan koordinasi hubungan kerja yang sedang atau akan
dilaksanakan antar Lembaga Ekuin dan Kesra;

b. melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam
penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalam
hubungan kerjasama antar Lembaga Ekuin dan Kesra, '

c. memberikan bantuan kepada para Pejabat Pemerin't‘ah Provinsi
dalam rangka hubungan kerja antar Lembaga Ekuin dan Kesra;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Hubungan Antar Lembaga Polkam mempunyai tugas :

a. melaksanakan koordinasi hubungan kerja yang sedang atau akan
dilaksanakan antar Lembaga Polhukam (Politik, . Hukum dan.
Keamanan); | | o

b. melaksanakan koordinasi dengan instansi, yang terkait dalam
penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalam
thungan kerja sama antar Lembaga Polhukam (Politik, Hukum dan
Keamanan); | | '

c. memberikan bantuan kepada para Pejabat Pemerintah Provinsi
dalam rangka hubungan kerja antar lembaga Polhukam . (Politik,
Hukum dan Keamanan),

" d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Pelayanan Legislatif dan Eksekutif mempunyai tugas :

a. melaksanakan koordinasi hubungan kerja yang sedang atau akan
dilaksanakan dalam Pelayanan Leglslatxf '

b. melaksanakan koordmasx ‘dengan instansi yang terkait dalam

| penyediaan maupun penerimaan data dan informasi  dalam
hubungan kerjé:sama Pelayanan Legislatif; |

c. memberikan ba;n{uan kepada para‘ Pejabat Pemerintah Provinsi
dalam rangka'h‘ubungah kerja:di bidang Pelayanan Legislatif ;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsjnya.
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Paragraf2 -
Bagian Promosi dan informasi
Pasal 109

2 PIOMOS AN ARTSINIWCN COETODUNN RN QRS melaksanakan SEDAQRN
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informasi.

Pasal 110 ,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana “dimaksyd pada Pasal 109,
Bagian Promosi dan Informasi mempunyai fungsi :

a. perencanaan program kerja kegiatan promosi dan informasi

pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata Provinsi

Sumatera Selatan;

b pelaksanaan Promosi dan Informa
an pariwisata Provinsi Sumatera Selatan di

si hasil-hasil pembangunan di bidang

ekonomi, sosial, budaya d
tingkat nasionalldan internasional; .
pelaksanaan pergelaran kesenian dan pameran di Anjungan Prov
Sumatera Selatan Taman Mini Indonesia Indah;

d. pengkoordinasian dengan pihak instansi terkait untuk membahas

insi

kegiatan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan; _
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
Pasal 111

(1) Subbagian Promosi mempunyai tugas :
a. melaksanakan promosi kegiatan dan hasil-hasil pembangunan di

bidang ekonomi, sosial budaya dan pariwisata Provinsi Sumatera

Selatan;”
b. melaksanakan pameran kerajinan dan pagelaran kesenian

Sumatera _'Se}iatan pada kegiatan Nasional dan di Anjungan

Sumatera Seiétanidi Tamén} Mini Indonesia Indah;

C. melaksanakan tugas lain Ayan'g" diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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(2) Subbagian Informasi mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan mempersiapkan
data-data informasi yang akurat untuk keopentingan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan, |

b. melaksanakan kegiatan informasi rencana dan hasil-hasil
pembangunan bidang, ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan di tingkat nasional; '

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan - oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas :

a. melaksanakan promosi dan informasi kegiatan dan hasil — hasil
pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata Provinsi
Sumatera Selatan pada tingkat internasional baik di dalam maupun
di luar negeri; | o

b. melakukan ”"_.koo‘rdinasi. dengan kedutaan besar, instansi
kebudayaan:,negara-negarazasing yang berada di Jakarta maupun

di kota besar lainnya di Indonesia dalam rangka pelaksanaan
kegiatan promosi dan informasi rencana dan hasil-hasil
pembangunan, ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata pada
tingkat internasional baik di dalam maup‘un di luar negeri;

c. melaksahakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

deng:an tugés dan fungsinya.

Parégraf 3
Bagian Pengelolaan Mess dan Anjungan
Pasal 112

Bagian Pengelolaan Mess dan Anjungan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi Biro Penghubung dalam pengelolaan Mess

Pemerintah Provinsi di Ceylon Jakarta dan Cisarua Bogor serta Anjungan

Sumatera Selatan di TMIl Jakarta.

Pasal 113

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 112,

Bagian Pengelolaan Mess dan Anjungan mempunyai fungsi :
tas pelaksanaan kegiatan Mess

a. pengawasan dan pembinaan a
Bogor serta

Pemerintah Provinsi di Ceylon Jakarta dan Cisarua .
Anjungan Sumatera Selatan di TMIl Jakarta;
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b. pengelolaan Mess Pemertintah Provinsi Sumaiera Selaien & Ceylon
Jakarta dan Cisarua Bogor serta Anjungan Provinsi Sumatera Selatan di

TMII Jakarta;
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehr atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
Pasal 114

(1) Subbagian Een"geloiaan Mess mempunyai tugas :

a. melakukan péngawasan mess atas pelaksanaan kegiatan Mess
Pemerintah Pfdvﬁnsi Sumatera Selatan di Jalan Ceylon Jakarta dan
Cisarua Bogor; | | _' o

b. melakukan pengelolaan mess Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

di Jalan Ceylon Jakarta dan Cisarua Bogor,
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tdgas dan fungsinya.

(2) Subbagian Pengetq!aan Anjungan mempunyai tugas :
a. melakukan“pehgéwaéan kegiatan Anjungan Sumatera Selatan di
Taman Mini Inthésié Indah Jakarta; |
b. melakukan pehgelolaan Anjungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan di TMIl Jakarta;
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bagian Program dan Pengendalian
Pasal 115

Bagian Program dan Pengendalian 'mempunyaif tugas memantal,

menyiapkan bahan program dan pengendalian‘ dan melaporkan

pelaksanaan rencana serta program dan pengendalian bagian-bagian

dalam lingkup Biro Penghubung.

Pasal 116

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 115,

Bagian Program dan Pengendalian mempunyai fungsj :
a. penyiapan Program dan Pengendalian pada bagian dalam lingkup Biro

Penghubung,;
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d. pelaksanaan Wgas \ain yang diberikan oleh atasan sesual dengan NGBS

dan fungsinya.

Pasal 117

(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

a. mengkali, merencanakan dan melaksanakan program kerja dalam

Lingkup Biro' Penghubung;

b. mengh‘zmpuh" seluruh laporan kegiatan program dalam Lingkup Biro
Penghubung;

c. menyusun program pelaksanaan tugas dalam Lingkup Biro
Penghubung;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. mengkaji, merencanakan dan mengevaluasi program kerja dalam
Lingkup Biro Penghubung; | |

b. memonitor dan mengambil langkah-langkah pelaksanaan evaluasi
dan pelaporan dalam rangka melanjutkan dan meningkatkan
kegiatan dalam Lingkup Biro Penghubung: - .= |

c. melaksanakan pemantauan dan mempersiapk'aﬁ bahan evaluasi dan
penyusunan léporan pada Lingkup Biro Penghubung;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya. °.
(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. melakukan urusan keuangan;
- b. melaksanakan urusan kepegawaian;
‘¢. merencanakan dan mengelola perpu's'taka.éh' |
d. merencanakan urusan ~ rumah tangga,
mendistribusikan surat menyurat dan pengadaan;

e. melaksanakan hubungan masyarakat;
f melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

perlengkapan,

tugas dan fungsinya.
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Bagian Ketiga
Biro'Pemberdayaan:Perempuany
Pasal 118

Biro Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintéhan daerah
dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang
pembangunan pemberdayaan perempuan yang mencakup pemberdayaan,
kese;ahteraan dan keadilan, hak ' asasi manusia, perempuan dan
kelembagaan pemberdayaan yang mendukung kemajdan perempuan.

Pasal 119

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksdd,’ pada Pasal 118, Biro

Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat
daerah di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan yang
mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, hak asas
manusia, perempuan, anak dan kelembagaan yang mendukung
kemajuan perempuan dan anak;

b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat
daerah di bidang pembangunan pemberdayaan perempuaan yang
mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, hak asasi
manusia, perempuan, anak dan kelemba‘gaan yang mendukung
kemajuan perempuan dan anak; ' '

c. penyiapan bahan pengendahan sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang pembangunan
pemberdayaan perempuan yang mencakup pemberdayaan kesetaraan
‘dan keadilan, hak asasi manusia, perempuan, anak dan kelembagaan
yang mendukung kemajuan perempuan dan anak;

d. pelaksanaan tugas. lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsin’_ya.

Paragraf 1
Bagian Kesetaraan Gender
Pasal 120

Bagian Kesetaraan Gender mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan di bidang keadilan dan kesetaraan gender.

e
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Pasal 121

bintuk me\aksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 120,

Bagian Kesetaraan Gender mempunyai fungsi - |

a. pengkoordinasian tugas-tugas yang berkaitén dengan pendidikan,
kebudayaan dan kesejahteraan sosial, hukum, politik dan HAM,
serta ekonomi dan ketenagakerjaan dalam pencapaian kesetaraan
gender dengan Lembaga Dinas lnstahsi terkait; |

b. pemberian data, informasi sernta pembinaan melalui pendidikan
kebudayaan sosial dan memperkuat kedudukan hukum, politik,
HAM, ekonomi dan ketenagakerjaan ',d_aiamp,encapaian kesetaraan
gender dengan Lembaga Dinas Instansi terkait;

c. pemantauan, analisis evaluasi dan pelapo"ran tentang masalah atau
kegiatan di bidang keadilan dan kesetaraan gender yang melipAuti
sektor agama, pendidikan, kebudéyaah dan pariwisata, ekonomi,
tenaga kerja, hukum dan HAM, politik, kesehatan dan kesejahteraan
sosial serta pembahg'un’ah masyarakat; | .

d. pelaksanaah tugas lain yang diberikan oleh. atasan sesuai dengan

tugas dan funQ‘sinya.

Pésal 122

(1) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial
mempunyai tugas : |

a. mengqmpuikan dan mengolah' data serta informasi  yang
heskaitan ~dengan bidang pendidikan, kebudayaan dan
kesejahtetaan sosial sérta menyajikannya dalam dokumen
statistik; - .

b. merenoanakan serta méhyusun program—program serta pedoman
dan‘ petunjuk teknis guna peningkatan kualitas pendidikan,
pengembangan seni budaya serta kesejahteraan sosial yang
berorientasi pada keadilan bagi perempuan dan laki-(&ki;

c. melaksanakan pembinaan peningka'tan pemahaman.kesetaraan
gender di bidang pendidikan serta mengurangi kesenjangan
gender di :bidang sosial dén budaya di dalam masyarakat;

d. mleméhtau;fd'an melaporkan perkembangan program  bidang

pendidikén,‘_ kebudayaan dan kesejahteraan sosial dengan

memperhatikzn aspek Gender,
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2, Mzlakeanakan pembinaan dalam peningkaian partisinast anak
usia dini di bidang pendidikan "guna_ mencapal kesetaraan
gender; |

* melaksanakan kerja sama

organisasi - kemasyarakatan terkait
gkatan Kua\\tas pendidikan, Kebudayaan

lintas sektoral maupun dengan
dengan upaya pembinaan
peme\\haraan serta penin

dan Kese;ahteraan sosial;’
e\aksanakan tugas \ain yang diberika

dengan tugas dan fungsinya.

n oleh atasan sesual

LeoH

7) Subbagian Hukum, Politik dan Hak Asasi Manusia mempun\{a\

wges. ¢ ‘ |
2. TNENGNIvNRUR, mer\gga\\(&a\«'a(\ den  mendokumerniasikan |

petalutan gxet\mc&ax\g-m\(&a(\ga\\ & Wideng Hukum, Pl den

HAM, Khususoya pemnda\\g—m\(\anga\\ yang berkaian dengen
Gender,;

b. menyiapkan bahan-bahan pengkoordinasian dan perumusan
kebijakan daerah di bidang Hukum, Politik dan H/:\M sebagai
tindak lanjut peraturan perﬁﬁdang»undangan yang berkaitan
dengan Gender, '

c. melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang produk hukurn
yang ‘berk,aitan dengan -perdagangan perempuan dan anak
(woman and children trafficking); o

d. melakukan pembinaan dan sosialisasi program pendidikan politik
yang berpespektif gender bagi masyarakat;

e. memfasilitasi upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak
Perempuan dan Anak; ‘

f  mengharmonisasikan Standar Hukum Nasional . ke dalam

peraturan daerah khususnya dalam ufaaya penghapusan

perdagangan perempuan dan anak (woman and children
trafficking);

mengumpuylkan dan mengolah data serta  informasi yang

berkaitan dengan permasalahan di bidang:Hukum, Politik dan

HAM serta menyajikannya dalam dokumen statistik;

h. melakukan kerja sama lintas sektoral dengan instansi terkait
maupun dengan organisasi kemasyarakatah dalam upaya'

pemehharaan kead.mn dalam Hukum, Politk dan HAM bagi

masya rakat;
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memantau dan melaporkan perkembangan dan permasalahan
yang -berkaitan dengan Hukum, Politk dan HAM dalam

mEuien keadien dan kesamaan hakk & dalem masyaraal,
N TOREEERNERN RS R OREG Ahetian OEN AR W

I

AROQRN RS &_\\\\\K\Q%\\\\\k

(3) Subbagian Ekonomi dan Tenéga Kerja mempunyai tugas :

a. mengumpu[kan, mengolah serta menganalisa data dan informasi
yang berkaitan dengan masalah di bidang eKonomi dan
ketenagakerjaan serta menyajikannya dalam dokumen statistik;

b. melaksanakan pemahtauan dan menginventarisir permasalahan
bias gender dan human. trafﬂckmg (khususnya bagi anak dan
perempuan) yang timbul dari kegiatan usaha .ekoriomi  dan
tenaga kerja dalam daerah, antar daerah dan antar negara;

C. melaksanakan pembinaan dan penilaian pengelolaan BKB (Bina
Keluarga Baﬁta) dan perusahaan Pembina Tenaga Kerja Wanita;

d. melaksanakan pernantauan terhadap jaminan perlindungan
hukum dan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kerja Wahita;

e. melaksanakan pembinaan dalam upaya peningkatéh partisipasi
ekonomi di sektor formal dalam mewujudkan kemandirién dan
peran aktif perempuan guna menunjang pembangunan;

f. menyiapkah bahan penyusunan pedoman serta pembinaan dalam
peningkatan kesetaraan hak-hak perempuén dan laki-laki atas
kesempatan, pengakuan dan pengﬁargaan yang sama di bidang
ekonomi dan ketenagakerjaan: |
melakukan kerja sama lintas sektoral dengan instansi teknis
maupun organisasi kemasyarakatan yang‘ terkait dalam upaya

-pengehdali‘an serta evaluasi kegiatan usaha perekonomian dan

tenaga kerja wanita:
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan, oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsmya

Paragraf 2
Bagian Kualitas Hidup Perempuan
Pasal 123

Bagian Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksarakac
perumusan kebijakan di bidang penlingkatanvkualitas hidup perenﬁpuan:
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Pasal 124

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 123,

Bagian Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :

a.

penyiapan dan pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup
perempuan;

penyusunan dan pelaksanaan .kebijakan program penmgkatan
perhndungan terhadap perempuan;

penghimpunan dan pelaksanaan kebijakan program pendidikan
perempuan; :

penyiapan dan pelaksanaan kebrjakan program penyandang
masalah sosial perempuan dan lmgkungan

pelaksanaan koordinasi terhadap perlindungan perempuan dan
masalah sosial perempuan dan lingkungan dengan instansi terkait
baik pemerintah maupun-iembaga non pemerintah;‘ '
penganalisaan dan penetapan prioritas ke'giétan' pemberdayaan
perempuan di bidang pendidikan pefempuan, kesehatan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak, masalah sosial
perempuan dan lingkungan sosial ekonomi per‘émpuan

pengadaan advokasi dan fasilitasi terhadap program peningkatan
kualitas hidup perempuan;

pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan perlindungan perempuan,
pendidikan perempuan serta sosial perempuan dan lingkungan;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 125

(1) Subbagian Pendidikan Perempuan mempunyar tugas :

a. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk t@kms di bidang

pendidikan dan perempuan;
b. mengmventarlsasr permasalahan yang berhubungan dengan

Pendidikan Perempuan
menyrapkan bahan peraturan dan kebijakan pemerintah tentang

pemberdayaan perempuan dan pengelolaan pendidikan

perempuan;
d. menganalrsrs dan menghimpun data perkembangan pelaksanaan

program pe,ndrdrkan perempuan terhadap pendidikan politik;
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AN

e. mengkoordinasikan kegiatan peneliien pendidikan vexem\men
yang dilaksanakan oleh swasta dan pemerintah;
melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan

pemantauan pendidikan perempuan termasuk pendidikan buta

-

aksara; . .
g. melaksanakan fasilitasi program di. bidang pendidikan

perempuan, termasuk’ pehdidikan politik dalam upaya

peningkatan kualitas hidup perempuan; ‘

h. melaksanakan advokasi program di - bidahg - pendidikan
perempuan;

i. mengkoordinasikan kegiatan akreditasi terhadap program
pemberdéyaan perempuan di bidang pendidikan;

j. melaksanakan evaluasi dalam rangka melanjutkan dan
meningkatkan program kerja pemberd-ay'aén perempuan bidang
pendidikan pada KabUpaten/kota se Provinsi Sumatera Selatan;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagia‘n Perlindu-ngah Perempuan mempunyai tugai’s.:

a. mengumpulkan bahan pembinaan aan petunjuk teknis di bidang
perlindungan perempuan; .

b. menyusun program dan ‘melaksanakan program perlindungan
perempuan' dan anak;

c. mengadakan  koordinasi  pelaksanaan  program-program
perlindungan perempuan dan anak | dengan instansi terkait,
lembaga pemerintah dan non pemerintah;

d. meonghq!m'pvun data dan menganalisis kebijakan perlindungan
tindak kekerasan perempuan dan perlindungan anak,
per!indungén tenaga kerja perempuan, perlindungan hak-hak
reproduksi perempuan; - S

e. mengadakén advokasi dan fasilitasi untuk perlindungan tindak
kekerasan perempuan, perlindungan anak, peklindungan tenaga
kerja perempuan, perlindungan hak-hak reproduksi perempuan;

f. menyiapkan bahan program kesejahteraan perempuan dan
perlindungan anak di bidang tenaga kerja perempuan,
kesehatah,} hukum dan tindak kekerasan;

g. menyiapkafm}bahan 'pérlindungan dan penang_gulangan
peﬁyaléhguhaéni narkotika dan zat adiktif (NAZA);,
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N melakukan evaluast program ‘(\és'e\a\“\\éﬁa& dan peiindungan
perempuan dan anak di KabupaieniKom se Proving Sumaiera

Selatan;,

i.  menyiapkan bahan perlinduhgan dan penanggulangan penyakit
seksual termasuk HIV/AIDS; |

jo - memomtormg dan mengevatuasn pelaksanaan kebuakan dan’
strateg: peningkatan perhndungan perempuan yang bekerja

K. melaksanakan tugas lain yang dxberlkan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsmya

(3) Subbagian Mésalah Sosial Pérempuan dan Lingkungan mempunyai
tugas :

a. mengumpulkan dan mengolah bahan_pembinaan dan petunjuk
teknis masalah sosial perempuan dan lingkungan, vyaitu
pergm{)’uan lansia dan penyandang cacat serta perempuan pada
daerah konflik dan bencana:

b. menginventarisasi permasalahan perempuan yang berhubungan
dengan sosial dan lingkungan;

C. menyiapkan bahan peraturan dan kebijakan  tentang
pemberdayaan perempuan di bidang sosial dan lingkungan:;

d. menghimpun dan menganalisis perkembangan pelaksanaan
program pemberdayaan perempuan di bidang sosial dan
lingkungan;

e. mengkoordinasikan kegiate’_én pembinaan perempuan lansia dan
penyandang‘_’cacat pada daerah bencana dan daerah konflik
den’gan‘Dina‘S/lns‘tansi terkait dan lembaga non pemerintah;

f. melaksanakan pemantauan serta mempersiapkan bahan
evaluasi dan penyusunan laporan perkembangan kualitas hidup
perempuan lansia dan perempuan pada daerah konflik;

g. melaksanakan advokasi program pemberdayaan perempuan di

bidang sosial dan lingkungan;
h. melaksanakan fasilitasi program pemberdayaan perempuan

bidang sosial dan lingkungan;
i,  melaksanakan’ evaluasi dalam rangka _:melanjutkan, dan

rheningkatkan' program kerja pemberdayaan perempuan di

bidang sosial dan lingkungan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

RN
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Parag raf 3
Bagian Peran Serta Masyarakat
Pasal \28

Bagian Pera[z Serta Masyarakat mempuhya'l tugas melaksanakan
perumusan kebijakan dan advokasi di bidang peran serta masyarakat
melalui organisasi perempuan dén lembaga swadaya masyarakat dan
jejaring Kesejaht'evraan Perlindunéan Anak.

Pasal 127

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 126,

Bagian Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi : )

a. pelaksanaan perumusan kebijakan dan advokasi di bidang peran
serta masyarakat melalui organisasi perempuan dan lembaga
swadaya masyarakat dan partisipasi anak;

b. pengkoordinasian pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat
perempuan dan peduli anak;

c. peningkatan pengembangan jaringan organisasi perempuan dan
lembaga: swadaya masyarakat perempuan dan peduli anak serta
jejaring Kesejahteraan Perlmdungan Anak;

d. pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga swadaya masyarakat
yang telah terdaftar pada organisasi di hngkungannya dan jejaring
Kesejahteraan Perlindungan Anak;

e. pelaksanaan program kesejahteraan dan perlindungan anak dalam
rangka peningkatan derajat hidup anak dan remaja;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 128 S

(1 Subbagia‘n OrganisasiPerempuan mempunyai tugas .
a. melaksanakan inventarisasi organisasi perempuan di Sumatera
Selatan, penyediaan dukungan/bantuan untuk pengembangan

organisasi perempuan dalam rangka menmgkatkan peran serta

perempuan  dalam kehadupan bernegara, berbangsa dan

bermasyarakat,
b. meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam pengelolaan

peningkatan peran perempuan;
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c. meningkatkan  koordinasi dan  kerja sama  program
pemberdayaan perempuan di Provinsi Sumatera Selatan;

d. melaksanakan advokasi peningkatan kualitas peran, pengelolaan
organisasi dan kemandirian perempuan untuk mendukung
pemberdayaan perempuan;

e. mendqronggpembentukah jaringan kerja antara pemerintah
dengan oirg’anis'asi perempuan; o

f. memantau dan mengevaluasi serta mengidentifikasi organisasi
perempuanﬁ yang ada di Sumatera Selatan;

g. mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan
‘organisasi perempuan dengan meningkatkan kualitas dan
pemantapan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Lembaga Swadaya Masyarakat mernpunyai tugas :

‘a. menyiapkan dan merumuskan kebijakan Gubernur di bidang
peran serta masyarakat ‘melalui organisasi perempuan,
organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, swasta
dan organsiasi profesi serta media massa,

b. memantau, mengané!isis, menggvaluasi 'da’n' melaporkan tentang
masalah atau kegiatan peran serta masyarakat melaui organisasi
perempuan, organsasi Kkeagamaan, lembaga swadaya
masyarakat, swasta dan organisasi profesi serta media massa;

c. melaksanakan perumusan kebijakan bidang. peran serta
masyarakat melalui organisasi perempuan dan Iembaga swadaya

masyarakat;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan peran serta

masyarakat; . |
e. meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam pengelolaan

peningkatan peran lembaga swadaya maéyarakat;
f. meningkatkan koordinasi dan kerja sama program lembaga

swadaya masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan,

melaksanakan advokasi kualitas peran, ~ pengelola dan

kemandirian untuk me,nd'ukung.pemberdayaan lembaga swadaya

m'ésyarakat; -

h. mendorong:% pembentukah jaringah ke‘rja antar pemerintah
dengan organi‘sasi Lembaga Swadaya‘Masyarakat;
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memantau dan mengevaluasi terhadap :Lembagé Swadaya
Masyarakat yang telah terdaftar pada organisasi di

lingkungannya;

‘melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mempunyai

tugas: .

a.

melaksanakan koordinasi dan ‘advdkasi seluruh jejaring'
Kesejahteraan Perlindungan Anak di daeréh termasuk di seluruh
stakeholder organisési perempuan daﬁ Lembaga Swadaya
Masyarakat peduli anak;

menyiapkan bahan peraturan dan kebijaka?w' untuk Kesejahteraan
Perlindungan Anak; | |
melaksanakan fasilitasi dan mengembangkan bakat anak dan
informasi untuk program Kesejahteraan Perlindungan Anak;
mengembangkan kapasitas anak agar. dapat berpartisipasi
secara maksimal dalam pengambilan keputusan, perencanaan,
maksimal dalam pengambilan képutusan, perencanaan,
implementasi, pemantauan dan evaluasi program-progrém
pembangunan Kesejahteraan Perlindungan Anak;

menyusun program dan melaksanaka.n prograrh perlindungan
anak; | : |
menghimpun dan menganalisis permasalahan anék dan remaja
dalam rangkapeningkatan kesejahteraan dari perlindungan anak;
mengumpulkan mengolah serta menganahsa data dan informasi
serta penanganan yang 'berkaitan dengan kesejahteraan dan
perlindungan anak; ‘

menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyuluhan
kepada seluruh masyarakat di bidang peningkatan kesejahteraan
dap pérlindungan anak dan remaja;

menysapkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan
serta memantau perkembangan program pendidikan anak dan

remaja di luar sekolah;
menylapkan bahan petunjuk pembinaan dan bimbingan serta

menghimpun dan menganalisa terhadap penyelenggaraan
usaha-usaha peningkatan dan pelayanan masalah sosial anak
¢ =]

dan remaja
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memantau dan melaporkan perkembangan program bidang
pend:dlkan kebudayaan dan kesejahteraan sosial terutama bagi
anak dan remaja;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

 Paragraf 4 |
Bagian Evaluasi, Monitoring' dan Pelaporan .
) Pasal 129

Bagian Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas
menyusun rencana dan program pengolahan data, evaluasr dan
'pelaporan pada Blro Pemberdayaan Perempuan '

Pasal13Q

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 128,

Bagian Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program di bidang pemberdayaan
perempuan dan berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait;

b. pengolahan data di bidang pémberdayaan perempuan;

c. pengevaluasian dan pelaporan pembangunan pemberdayaan

perempuan; .
d. pelaksanaan tugas lain yang d:benkan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsmya

Pasal 131

(1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas :

a.

b.

mengelola dan menyajikan data serta menyebarluaskan
informasi di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan;
mengh:mpun seluruh keglatan program pada baglan -bagian Biro
Pemberdayaan Perempuan ,

mengamb‘al}v langkah pelaksanaan evaluasi dalam rangka
.melanjutkan‘dan meningkatkan kegiatan program;

membuat perencanaan dan menyusun program-program di

bidang Pemberdayaan Perempuan;
mengevaluasi  seluruh  kegiatan  serta  program-program

pembangunan pemberdayaan perempuan dengan berkoordinasi

dengan dinas/instansi terkait;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya:
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(2) Subbagian Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas:

a. menghimpun dan memonitor kegiatan laporan dari baglan -bagian
Biro Pemberdayaan Perempuan; ‘

b. menyiapkan ‘laporan secara berkala padé-Biro Pemberdayaan
Perempuan, '

c. menyusun ‘japoran hasil pelaksanaan fugas bagian-bagian Biro
Pemberdayaan Perempuan; ‘

d. melakukan monitoring bersama dinas/instansi terkait dan
menghimpufw hasil dari pelaksanaan program pemberdayaan
perempuan serta melaporkan per_kembé'ngannya;

e. melgksénakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuali
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. melaksanakan, membantu? dan mengawasi kelancaran tugas-
tugas operasional dan urusan keuangan Biro Pemberdayaan
Perempuan;

b. melaksanakan urusan kepegawaian,

merencanakan kebutuhan dan pengadaan perlengkapan;

melaksanakan ~ urusan . rumah  tangga, perlengkapan,

mendistribusikan surat meﬁyurat dan pengadaaan;

e membtiat ~fdan ményusun ~menyampaikan - laporan
pertanggungjawaban bidang keuangan Biro Pemberdayaan
Perempuan;

f menerima naskah dinas sesuai dengan disposisi atasan dan

naskah dinas yang dialamatkan pada Birio Pemberdayaan

Perempuan, |

menyiapkan perlengkapan kantor yang dibutuhkan serta ‘mendata

barang-barang inventaris kantor Biro Pemberdayaan Perempuan;

h. melaksanakan tugas lain yarg diberikan oleh atasan sesual

dengan tugas.dan fungsinya:

BAB VI
ASISTEN ADMINISTRAS!I DAN UMUM
Pasal 132

Asisten Administrasi dan Umum mempunyai tugas ‘membantu Sekretaris

Daerah dalam’ menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan  dan

mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan

fungsi perangkat daerah di bidang admnmstrasx dan umum.

@
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Pasal 133

Urtuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 132,

Asisten Administrasi dan Umum mempunyai fungsi =

a. pengkoordinastan perumusan kebijakan perangkat daeran di bidang

administras dan umum;,

© .

penyelenggaraan adminisiras) perangkal daerah & pidang adrministras

dan umur, .
c. pengendalian sumber daya aparafur, keuangan, pembangunan
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang administrasi dan

umum;

[

d. pelaksanaan tugas lain yaﬁg diberikan oleh Gubernur sesual-dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Pertama

Pasal 134

Biro Organisasi dan‘T:ataIaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif dalam ‘penye!enggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah
dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang organisasi
kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa aan formasi jabatan perpustakaan
serta fasxhtasn/pengawasan Rancangan.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

di b:dang orgamsasn perangkat daerah
Pasal 135

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 134, Biro

Organisasi dan Tatalaksana mempunyaifungsi : .

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat
daerah di bidang organisasi, tatalaksana, aparatur setda, analisa
jabatan dan perpustakaan;

b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat
daerah di bidang organisasi, tatalaksana, aparatur oetda analisa

jabatan dan perpustai<aan;

>
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¢. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana perangkat daeran di bidang organisas,
tatalaksana, analisa jabatan dan perpustakaan;

d. pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan Rancangan Peraturan Daerah

tentang orgamsas& perangkat daerah Kabupaten/Kota;

e. pelaksanaan tugas lain yang dzberzkan .oleh Gubemur sesua» dengan

tugas dan fungsi_nya.

.-

Paragraf 1
Bagian Kelembagaan
Pasal 136

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas_menyiépkan bahan pembinaan,
petunjuk tekpis ‘dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur
mengenai penyemﬁurlnaa'n,' pengerﬁbangan dan pembentukan Lembaga
Perangkat Daerah'-.:serta nweiaksfanakan fasilitasi dan pengawasan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Organisasi

Perangkat Daerah.

Pasal 137 o

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 136,

Bagian Kelembagaan mempunyai fungsi : ‘

a. pengumpulan ‘bahan pembi.fnaan‘ dan petunjuk teknis serta
menylapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan .Gubernur
mengenai peﬁhy_empum”aan, pengembangan dan pembentukan
L embaga Perangkat Daerah;

b. pengumpulan dan penelitian usul penyempurnaan, pengembangan

dan pembentukan Lembaga Perangkat Daerah;
pengkoordinasian, penelitian, ‘fasilitasi, monitoring, pembmaan dan

pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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Pasal 138

(1) Subbagian Lembaga Dinas Daerah mempunyai tugas :

a.

mengumpulkan{ mengolah, - menyajikan, memelihara,
mepgh‘impun dan menganalisa data dan bahan vyang
berhubungan dengan Lembaga Dinas Daerah dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas; |
menyiapkqnf naskah pedoman dan petunjuk teknis dalamn rangka
pembinaa'h program kelembagaan Dinas Daerah dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas:.

meneliti dan mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah,
Peraturan Gubernur tentahgvpenyempurnaan, pengembangan
dan pembentukan kelembagaan Dinas Daerah dan Unit
Pelaksana . Teknis Dinas:

melaksanakan kerjasama .idan koordinasi dengan satuan kerja di
ling’kurigan; Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dihas;
mempelajari, menganalisa tugas dan fungsi serta susunan
organisasi di lingkungan Dinas Daerah dan Unit Pelaksana
Teknis Dinas;

mengevaluasi kelembagaan di lingkungan Dinas Daerah dan Unit.
Pelaksana Teknis Dinas; _ -
melaksanakan penelitian, fasilitasi, monitoring, pembinaan dan
pengawasan terhadap Orgahisasi Dinas Daerah dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten/Kota;

melaksanakan tugas lain yang diberikan bléh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas :

a. mengumpulkan,

mengolah, menyéjikan, ~ memelihara,

menghimpun dan menganalisa data dan bahan yang
berhubungan dengan Lembaga Teknis Daerah dan Unit
Pelaksana Teknis Badan;

menyiapkan naskah pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka
pembinaan program Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana

Teknis Badan;
menelitt dan mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah,

Peraturan Gubernur tentang penyempurnaan, pengembangan
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Paragral 2
Ragien Taalaksana
Pasa '3

Bag\an Tata\a\«sana mempun\;a\ fugas men\;\apkan dan mengumpu\Kan
bahan pragram pembinaan dan peiunjuk teknis pelaksanaan d\ bidang

sistem dan prosedur keria,
akuntabilitas serta pengawasan melekal di \mg\&ungan perangkat:

daerah.

standarisasi lingkungan kerja dan

-
[

Pasal 140

o

Untuk melaksanakan tugas sebagaimané dimaksud pada Pasal 139,
Bagian Tatalaksana mempunyai fungsi :

a.

pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pedoman kerja,
prosedur kerja, sistem kerja dan tata naskah di lingkungan perangkat

daerah;, : :
pengumpulan dan penyusunan bahan pembmaan dan petunjuk

teknis pelaksanaan standarisasi kerja di lingkungan perangkat

daerah:
pembinaan, penghimpunan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan ‘pembinaan pengawasan

-melekat :
petaksanaan tugas lain yang diberlkan oleh atasan sesuax dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 141

(1) Subbagian’Sistem dan Prosedur Kerja mempunyai tugas :

a. mengumpulkan, menghimpun data dan informasi, prosedur dan

» ¢
. f

tata kerja perangkat daerah;
b. menylapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

sistem serta metode kerja di lingkungan perangkat daerah;
c. mensistematisasikan, menganalisa pengembangan prosedur dan

tata kerja serta mengkoordinasi’kannya dengan unit kerja di

keda

!ingkungan perangkat daerah;
@f?melaksanakan penelitan mengenai sistem dan metode Kkerja
perangkat daerah agar dicapai efisiensi dan efektivitas; '
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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dan pembentukan Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana

Teknis Badan,

melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja di
Iingkungah Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis
Badan; | | '
mengevaluaSI kelembagaan di lingkungan Lembaga Teknis
Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan; '
melaksanakan penelitian, fasilitasi, monitoring, pembinaan dan
pengawasén terhadap Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan
Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten/Kota; '
melaksanakan tugas lain yang diberikan  oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Lembaga Sekretariat Daerah/DPRD mempunyai tugas :

a.

mengumpulkan, mengolah, menyajikan, memelihara,
menghimpun dan menganalisa data ‘dan bahan yang
berhubungan dengan Lembaga Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD;

menyiapkan naskah pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka.
pembinaan program Lembéga Sekréiériat. Daerah dan
Sekretariat DPRD;. | ' ‘

meneliti dan mémpersiapkan 'Rancangan Peraturan Daerah,
Peraturan Gubernur tentang penyempurnaan, pengembangan
dan pembentukan Lembaga Sekretariat Doa'erah dan Sekretariat
DPRD; |

melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan satuan-satuan
kerja df lingkungan Lembaga Sekretariat Daerah dan Sekretariat

DPRD;
mengevaluasi kelembagaan di hngkungan Lembaga Sekretariat

Daerah dan Sekretariat DPRD;
melaksanakan penelitian, fasilitasi, monitoring, pembmaan dan

pengawasan terhadap Organisasi. Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota;

. melaksanakan tugas -lain yang diberikan oleh atasan sesual

déhgan tugas dan fungsinya.




(2) Subbagian Akuntabilitas mempunyai tugas :

a.

menyusun dan menghimpun data/bahan J4nengenai pembinaan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di 'lingkuhgan perangkat
daerah;

menyusun dan mensistematisasikan laporan serta petunjuk
teknis akuntabilitas kinerja mstanSI pemermtah di lingkungan
perangkat daerah;

melakukan-koordinasi dengan unit kerja di hngkungan perangkat
daerah di bidang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

membina, melaporkan program peningkatan pelaksanaan
pengawasan melekat (P3 Waskat); :
m'elaksanakan tugas lain.yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Standarisasi membunyai tugaé :

a.

mengumpulkan dan menghimpun data/bahan dalam rangka
penyusunan pedoman standarisasi kerja di lingkungan perangkat
daerah;

menyusun standarisasi manajemén perkantoran, Kkondisi
ling,ku:{gan kerja, sarana dan prasarana kerja;

menganafi's’a dan meﬁumuskan serta mengklasifikasikan
penetapan ukuran, jenis dan kuahtas sarana dan prasarana kerja
di lingkungan perangkat daerah

mempersiapkan bahan/data dalam rangka penyusunan
standarisasi perlengkapan dan tata ruang serta berkoordinasi
dengan unit kerja di lingkungan perangkat daerah; °
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

o Paragraf 3
Baglan Analisa dan Formasi Jabatan
Pasal 142

Bagian Analisa dan Formasi Jabatan mempunyai tugas menyiapkan

dan mengumpulkan bahan program pembinaan dan petunjqk teknis

pelaksanaan di bidang analisa dan formasi jabatan dan mélaksanakan

kegiatan pembinaan teknis, merawat, menjaga Kerapian, pelayanan

perpustakaan.
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Pasal 143

Untuk melaksanakan tugas éebagaimana dimaksud pada Pasal 142,

Bagian Analisa dan Formasi Jabatan mempunyai fungsi :

a.

ey

pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis analisa dan
formaSt jabatan; ’

perumusan bahan pengkajian, penyusunan bahan petaksanaan dan
fasilitasi anahsa dan formasi jabatan;

pengumpulan fdjah penyusudan bahan pembinaan dan petunjuk

teknis pelakéa’haan analisa - dan . formasi jabatan di lingkungan

perangkat daerah,;

pembinaan, penghimpunan dan penyusunan pelaporan analisa dan

formasi jabatan; _
pelaksanaan kegiatan pembinaan_'teknis perpustakaan perangkat

daerah’ dan' merawat sertar menjaga kerapian dan pelayanan

perpustakaan;

‘pelaksanaan tugas lain yang ‘diberikan- oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 144

Subbagian Analisa Jabatan mempunyai tugas :

a. mengumpulkan data  jabatan dan mengelolanya menjadi
informasi jabatan;

b. menyusun bahan pelaksanaan Analisa Jabatan

c. mehyusun bahan perumusan, penelaahan dan pelaksanaan
Analisa Jabatan;

d. menyajikan informasi dan mendistribusikan datai tugas-tugas
analisa jabatan kepada para analis jabatan;

e. menyusun analisa jabatan dengan menggunakan bahan referensi

untuk pedoman penyeienggaraan analisa jabatan;
f merancang formulir berdasarkan metode dan teknis analisa guna
penyelenggaraan analisa jabatan; '

g. melaksanakan koordmasu dengan unit kerja terkait;
h. melaksanakan . tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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(2) Subbagian Formasi Jabatan mempunyai tugas .

a.

o o o o

menyusun bahan perumusan sistem informasi jabatan
pelaksanaan dan fasilitasi penyusunan formasi jabatan;

mqngdlah bahan dan data penyusunan formasi jabatan;
menyiapkan _pefunjuk teknﬁis penyusunan formasi jabatan;
melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan formasi jabatan,
menyusun 'Ekon'sep rekomendasi terhadap persyaratan dalam
jabatan pada Sekretariat Daerah;

menyiapkah dan menyusun pola karier Pegawai Negeri Sipil di
lingkungian Sekretariat Daerah;

menyusun dan memelihara Daftar Urut Kepang}?atan pada
Sekretariat Daerah; '
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbégian Pe_rbustakaan mempunyai tugas :

melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan bidang

a.
perpustakaan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan;

b. melaksanakan pengadaan, pengumpulan, pengoiahan,
penyimpanan, pelestarian dan pemberdayaan bahan pustaka
baik karya cetak maupun karya rekam;, |

c. melaksanakan kerja sama perpustakaan dan informasi dengan
instansi terkait; |

d. menyusun rencana pengelolaan, 'penyelen‘ggaraan kegiatan
perpustakaan di Iinékungan Sekretariat Daerah  Provinsi
Sumatera Selatan;

e. mengikuti pendidikan dan latihan tenaga fungsional pustakawan
dan tenaga -pengelo!a'perpustakaan; T

f. melaksanakan tugas lain yang_diberikah ‘oleh atasan sesuali
denga.n tugas dan fungsinya. ,

Paragraf 4
Bagian Pembinaan Aparatur Setda -
| Pasal 145
Bagian Pembinaan Aparatur Setda mempunyai tugas

menyelenggarakan pengkaj
dan manajemen aparatur Se

ian kebijakan pengembangan sumber daya

kretariat Da'era'h 'Provinsi Sumatera

¢

Selatan.
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Pasai 146

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 145,

Bagian Pempinaan Aparatur Setda mempunyai fungsi :

a,

pengkajian bahan pengembangan sumber daya dan profes'ibna!isme
aparatur Sekretariat Daerah;
penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan aparatur

Sekretariat Daerah:
penyelenggaraan pengembangan’ pembinaan aparatur Sekretarnat

Daerah; ,
penyelenggaraan pengembangaﬁ sistem informasi manajemen
pengelolaan aparatur Sekretariat Daerah:

pelaksanaan tugas fain yang dnbenkan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsmya

Pasal 147

(1) Subbagian Bina Aparatur-Setda mempunyai tugas ;

a. mengkaji bahan kebijakan umum pengem’béngan sumber daya
aparatur Setda; | ,
b. mengkaji bahan penetapan kebijakan penempatan dalam jabatan

sebagai saran dan pertimbangan kepada prmpman di lingkungan

Setda;

c. mengkaji bahan dan menyelenggarakan pengembangan sistem

karier dan prestasi kerja (merit system) aparatur Setda dalam

rangka pengembangan profesionalisme;

d. mengkaji bahan dan menyelenggarakan ‘program gaji berkala

dan absensi aparatur setda;

e. menyelenggarakan dan menghimpun usul kenaikan ‘pangkat

untuk diteruskan kepada Badan Kepégawaian Daerah Provinsi;

f. menyelenggarakan pengumpulan dén,pengolahan data sera

pengembangan sistem informasi manajemen aparatur Setda;

o} menye!enggarakan pembmaan peningkatan dlsnphn dan

menyiapkén petunjuk pelaksanaan sistem pelaporan aparatur

Setda;

h. menyelenggérakan program -pengémbangan kesejahteraan

aparatur Setda;
melaksanakah tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. mengumpulkan bahan evaluasi dan memantéu hasil pelaksanaan
program kelembagaan, tatalaksana, analisa dan formasi jabatan
serta pembinaan aparatur Setda;

b. mengumpulkan dan mengolah data evaliia‘si dan. pelaporan
pelaksanaan program kelembagaan, tatatéksana, analisa dan
formasi jabatan serta pembinaan aparatur Setda; |

c. menyusun - dan membuat ~rekapitulasi laporan  program
kelembagaan tatalaksana, analisa dan formasx jabatan serta
pembinaan aparatur Setda secara penod:k untuk disampaikan
kepada Gubernur dan instansi yang berkepentingan;

d. menyusun dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan sistem
pelaporan program kelembagaan, tatalgksana; analisa dan
formasi jabatan serta pembinaan abaratur Setda; |

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas . |

a. melakukan urusan keuangan;

b. melaksanakan urusan kepegawaian;

c. merencanakan kebutuhan dan pengadaan perlengkapan;

d. melaksanakan urusan rumah tangga perlengkapan pengadaan,
' mend:strxbu&kan surat-menyurat

e. melar(sanakan tugas lain yang dxbenkan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
Pasal 148

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat membunyai tugas memberikan
pelayanan admmlstratlf dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
daerah dan menynapkan bahan pengkoordmastan perumusan Kebijakan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang tata usaha,

hubungan masyarakat, .prdtokol, rurhah tangga dan telekomunikasi.
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. Pasal 1'{49

'

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud lpada Pasal 148, Biro

Umum dan Hubungan Masy'arakat mempunyai fungs:i :

a.

penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat
daerah di bidang tata usaha, hubungan'masyar%‘kat, protokol, rumah
tangga dan telekomunikasi: o |
penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat
daerah di bidang tata usaha, hubungan masyarakat, protokol, rumah
tangga dan telekomunikasi; |

penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana perangkat daerah .'di bidang tata. usaha,
hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga dan telekomunikasi; |
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur seéuai dengan

tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Bagian Tata Usaha
Pasal 150

Bagian Tata Usaha 'mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan
program evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Kkeuangan,

kepegawaian, perlengkapan kebutuhan Biro Umum dan Humas dan surat

menyurat serta laporan.

-

Pasal 151

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana‘dimaksud pada Pasal 150,

Bagian Tata Usaha me’_mpunyai fungsi :

a.

pelaksanaan urusan tata usaha umum;
pelaksanaan urusan arsip surat keluar dan masuk,;

pelaksanaan urusan arsip dan ekspedisi;
pelaksanaan urusan pengetikan dan penggandaan;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasar SE5UYRI ASRGRT LIS

dan fungsinya.

‘Pasal 152

(1) Subbagian Tata _Usaha dan Arsip mempunyai tugas :

a. menerima dap membuka sampul naskah dinas baik diantar
perorangan, maupun pribadi yang ditujukan kepada Gubernur, Wakil
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Gubernur Sekretaris Daerah, para As:sten dan para Kepala Biro di
lmgkungan Setda Provinsi Sumsel;

menyortir, memisahkan naskah dinas serta dicatat dalam kartu
kendali dan diberi homdr kode klasifikasi sesuai isi éutat;
mengarahkan/mendistribusikan naskah dinas ke unit"pengolah (staf
Gubernur, Wakil Gubemqr, Sekretaris Daerah, Asisten dan Biro-Biro
di lingkungan ‘Setda Provinsi Sumsel); |
menyusun/ménata lembar 1 dan 2 kartu kendali surat masuk
sebagai tanda terima surat yang telah disampaikan pada unit
pengolah; ,

menerima surat dinas dari unit pengola‘h untuk dikirim ke alamat
yang Dditu}u baik melalui Kantor Pos maupun diantar langsung oleh

petugas/kurir' serta men_garﬁbil surat dari Kotak Pos pada Kantor

i

Pos:;

memberikan nomor surat ke},:uar baik surat biasa maupun surat telex
berdasarkan nomor urut Buku Daftar Pengendali dan Buku Agenda;
menyusun dan menata dalam map folder pada filling kabinet
pertinggal surat keluar baik surat biasa maupun.surat telex
berdasarkan kode klasifikasi dan unit pengolah; ‘
memberikan nomor Surat Keputusan baik nomor tunggal maupun
nomor panjang, pengumuman, Surat Edaran, Kontrak/SPK serta
tugas yang telah dltandatangant pejabat yang berwenang,

mengatur pembaglan tugas pencatat pada kartu kendah serta
mengatur jadwal piket di luar jam dinas bila diperiukan;
mengatur/mengamankan penggunaan cap stempel Gubernur dan
Sekretaris;

membuat surat ke unit pengolah (Biro-Biro) guna menghimpun
naskah dinas yang telah in aktif untuk dikumpulkan dan dikirim ke
Gudang Arsip Setda Provinsi Sumsel minimal 3 (tiga) bulan sekali;
mengangkut naskah dinas in aktif yang telah terkumpul dari unit
pengolah dan mencatat dalam kartu pertelaan;

. memberi pengamanan terhadap naskah dmas m aktif yang telah
tersusun pada Gudang Arsip -Setda Provinsi Sumsel terhadap
gangguan hama/rayap melalui penyemprotan hama (fumigasi);
menyiapkan sarana dan prasarana yang akan,dibutuhkan dalam
rangka pemilahan/penataan naskah dinas in aktif pada gudang Arsip

Setda Provinsi Sumsel; - |
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menyiapkan pengiriman naskah dinas in aktif tersebut untuk dikirim
ke arsip daerah guna penyimpanan lebih lanjut sesuai dengan hasil
pemilahan yang telah tertulis dalam kartu pertelaan:

memberikan rekomendasi atau perimbangan kepada Kepala Bagian
dalam usaha pembinaan dan pengembangan kearsipan:

menjaga semua kerahasiaan setiap naskah dinas yang diproduksi
maupun yang diagendakan; | :

.mengusulkan pesanan permintaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan
cetakan sesuai dengan kebutuhan staf Gubernur, Wakil Gubernur,
Sekda, Asisten, Bendaharawan Gajx Setda Provinsi Sumatera
Selatan, Pemegang Kas Perjalanan Dmas dan Bagian-bagian pada
Biro Umum dan Hubungan Masyarakat: ‘
menerima barang berupa Alat Tulis Kantor (ATK), Alat Kebersihan
Kantor (AKK) dan cetakan sesuai dengan usulan atau pesanan yang
telah diajukan oleh staf Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris
Daerah, Bagian-bagian . pada Biro Umum dan Hubungan
Maéyarakat;. , . |
mengumpulk_én bahan, menyusun, merencanakan kebutuhan dan
pengembahg'én pegawali sesuai dengan.beban dan volume Biro;
mendata ba}éng inventaris Biro;

mempersiapkan perlengkapan laporan administrasi promosi dan
mutasi pegawai;

mempersiapkan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan
Daftar Penilaian Pelaksanaan APek'erjaan (DP3);

meniiapkah:dan memprose$ Laporan Pajak Pribadi (LP2P) pegawai
di lingkungan Biro; |

melaksanakaﬁ tugas lain yéng diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya
menghimpun  dan  menyajikan data bahan - pembinaan
pengembangan tugas-tugas operasioanal Biro;

menghimpun:- dan mengum‘éulka'n ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menunjang tugas-tugas operasional Biro; -°
menghimpu_'n‘,i_ meneliti program dari masing-masing Bagian .dari

Biro;
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meneliti dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas dari masing-

®

masing Bagian pada Biro;
. melaporkan hasil evaluasi tugas-tugas dari’masing-masing Bagian
kepada Kepala Biro melalui Kepala Bagianv.Tata Usaha,;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai' dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Subbag;an Keuangan mempunyax tugas :

a. menghxmpun bahan dan urusan kelengkapan admlmstrasn kantor
yang dnperlukan Biro;

b. membuat memo . kepada Biro Keuangan untuk penerbitan Surat
Penyediaan - Dana (SPD atas pembayaran belanja rutin di
lingkungan Sekretanat Daerah Provinsi;

¢c. menyiapkan  bahan dalam’ rangka penyusunan laporan
bulananftriwulan periodik tentang pengeluaran belanja barang,
pegawai dan lain-lain; ' |

d. melaksanakan urusan pembayaran gaji berkala, urusan lembur dan
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan melakukan urusan
keuangan lainnya; | |

e. melaksanakan Urusan peningkatan kesejahteraan pegawai;

. 'mengelola urusan cuti dan lapbran pajak pribadi (LP2P);

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bagian Rumah Tangga dan Sandi Telekomunikasi
Pasal 153

Bagian Rumah Tang_gé dan Sandi Telkom mempunyai tugas méhyiapkan
bahan kebutuhan r.U“é-n'gan kerja, rumah dinas, memelihara kebersihan

kantor dan perjalanan dinas, serta melakukan pengiriman, pemeliharaan,

penyampaian berita sandi dan' berita lainnya, mengatur jaringan

komunikasi, memelihara alat sandi dan telekomunikasi. serta

pengamanannya.
Pasal 164

Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dxmaksud pada Pasal 153,

Bagian Rumah Tangga dan Sandi Telekomunikasi mempunyal fungsi :

‘a. pelayanan kebutuhan pimpinan;
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b. pengaturan dan pemeliharaan serta pengamanan lingkungan kerja dan
rumah dinas;
c. pelaksanaan urusan tata usaha sandi;
d. pelaksanaan drusan pengiriman, pemeliharaan dan penyampaian berita
serta kearsipan telekomunikasi;

e. pelaksanaan pemehharaan dan perbaikan perangkat telekomunikasi;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan o!eh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya. .
Pasal 155

(1) Subbagian Rumah Tangga mempunyas tugas :
a. mengurus kebutuhan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Selatan;

b. mengurus: kebutuhan rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Selatan; | o

C. mengurué, méhyimpan barang-barang untuk keperluan Gubernur
dan Wakil Gubernur Suamtera Selatan;

d. memelihara kebersihan halaman dan kerapian taman di lingkungan
kantor Setda Provinsi Sumatera Selatan,

e. menyiapkan konsumsi (snack dan makan) untuk: képerluan
acara/rapat-rapat dinas lainnya;

¢ memelihara dan memperbaiki listrik di kantor Setda Provinsi
Sumatera Selatan dan rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Selatan serta mengoperas&kan mesin genset listrik;

g‘. melakukan penyedotan sepsitank di lingkungan Setda Provinsi
Sumatera Selatan,

h. memelihara dan memperbaiki instalasi air ledeng di kantor Setda
Provinsi Sumatera Selatan dan rumah diqa_é ngemur , Wakilv

Guberhur dan. Sekda; |
i, mempersiapkan dan mengurus ruangan rapat di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bina Praja dan

Graha Bina Praja; | .
memelihara/memperbaiki AC  kantor Setda dan rumah dinas

Gubernur dan Wakil Gubernur;
k. memelihara dan memperbaiki komputer dan mesin tik di kantor

Setda Provinsi Sumatera Selatan;
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L ‘sengurus  tagihan  rekening listrik dan PAM di lingkungan

+h

<

P emernntan Provinst Sumatera Selatan,

L roelskeanakan 1ges 1B yang dherikan Ol RSAN TSR GRNERN

tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Pe!ayanan Telekomunikasi mempunyai tugas :
a. menerima, mencatat mengarsipkan surat-surat melalui faxxmxlle
b. melayani pengiriman faximilie dari Gubernur, Wakil Gubernur,
Sekda, Asisten-Asisten, Biro-Biro, Dinas, Badan dan Kantor di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

melayani permintaan sambungan telepon melalui operator;

o

mengatur jadwal tugas operator telepon dan faximilie;
melaksanakan pekerjaan pengetlkan naskah-naskah dinas;

U

memproses rekening telepon yang diajukan oleh PT. Telkom,

Rekening Hallo Telkomsel,
g. mengusulkan pembinaan dan peningkatan kualitas SDM persandian

dan pertelekomunikasian,
h. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan ruangan kerja dan
peralatan yang ada di lingkungan Bagian Rumah Tangga dan Sandi

Telkom;
i. melaksanakan tugas lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Prasarana Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas .
a. menerima, mengagendakan serta mengolah berita sandi menjadi
berita plain atau sebaliknya dan mendistribusikannya termasuk

menjaga dan menjamin kerahasiaan berita-berita tersebut;
. b. melakukan evaluasi dan pemeriksaaan secara rutin terhadap Unit
Teknis Persandian (UTP) pada Kabupaten/Kota se Sumatera

Selatan yang meliputi kamar sandi, peralatan sandi, sistem sandi

dan personil sandi;

c. mengusulkan perbaikan/service peralatan sandi ke Pusdatinkomtel

Departemen Dalam Negeri;

d. menginventarisasikan dan memelihara semua peralatan

telekomunikasi dan elektronik yang. meliputi radio, telepon,

handphone, fax;mlle vV sat handy talky dan sound system;

e. melaksanakan: perbatkan secara langsung atau dilaksanakan oleh

pihak lain terhadap peralatan telekomunikasi dan elektronik yang
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mengalami kerusakan, termasuk jaringan telepon dan faximilie di
lingkungan Setda provinsi Sumsel, ’ :

f. melaksanakan operasional video konference dan LAN (Lokal Area
Network) khusus JARKOMPUSDA PUSDATINKOMTEL DEPDAGRY,

g. melaksanakan operas:onal sound system di lingkungan Setda
Provinsi Sumsel dan kegiatan-kegiatan upacara lamnya

h. mengusulkan saran dan prasarana penunjang | peralatan
pertelekomunikasian;

i. melakukan opérsional dan setting peralatan persandian (mesin sandi
dan jammer HP);

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya. ‘ .

Paragraf 3
Bagian Hubungan Masyarakat®
Pasal 156

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas mempublikasikan
kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada masyarakat,
‘menerapkan jabatan koordinasi dua arah antara masyarakat dengan

pemerintah dan pemerintah dengan masyarakat,
Pasal 1567

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 156,

Bagian Hubungan Masyarakat. mempunya: fungsi :
a. pengumpulan data dan penyaringan mformasx d: hngkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan;
b. ‘penyiapan bahan publikasi dan informasi Kkegiatan pemerintan,

pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Provinsi;

c. penyiapan bahan audio v:sua! dan fotografi kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan pemerintah Provinsi;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

o

Pasal 158

(1) Subbagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi mempunyai

tugas . - '
a. mencari, mengumpulkan, menyaring dan menganalisis informasi

untuk bahan pimpinan dan publikasi; .
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b. menyusu'n dan mensistemasikan data di ,bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;

C. mengolah data yang berhubungan dengan  pemerintah,
pembangunan dan kemasyarakatan; |

d. menyiapkan bahan penerbitan berkala media informasi dan publikasi
Pemerintah Provinsi;

e. menyusun bahan informasi tentang kebijakan dan kegiatan
Pemerintah Daerah:; . '

f.  menyiapkan bahan dan laporan bidang pu.blika‘si;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(2) Subbagxan Penerangan Pub{tkas: dan Dokumentas: mempunyar tugas
- a. menylapkan bahan penyelenggaraan jumpa pers;
b. meny:apkan rencana peliputan acara-acara p:mpinén Pemerintah
Provinsi oleh r_ﬁ_edia cetak dan elektronik;
menyiapkan bahan—'bahah siaran pers;
d. memberi Iayéhan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan untuk dipublikasikan dan didokumentasikan;
e. mengumpulkan dan menerbitkan naskah-naskah pidato Gubernur;
f.  mendistribusikan dan mandokumantaeikah penerbitan mase media;
me!ak§anékan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Audic Visual mempfuhyaf tugas-;
a. melaksanakén dokumentasi dan publikasi audio visual dan fotografi;
b. melaksanakan publikasi melalui kegiatan foto display, chast slide,
panel-panel dan baleho; .
c. menyiapkan foto-foto dokumentasi kegiatan untuk pameran

pembangunan;
d. menyiapkan -dan memelihara peralatan fotografi dan audio visual;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas. dan fungsinya.
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Paragraf 4
- Bagian Protokol
Pasal 159

Ragian Protokol mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan tamu
pimpinan serta mengatur acara pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan.
. Pasal 160

Untuk melaksanakan tugas sebagaimané dimaksud pada' Pasal 159,

Bagian Protokol mempunyai fungsi: .

a. pelaksanaan tamu-tamu negara dan tamu-tamu daerah, perwakilan
negara sahabat'dan_mengatuf hubungan antara Lembaga Korps
Diplomatik dengan: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; |

b. pelaksanaan umsén penyiapan anggaran perjalanan dinas dan surat
perintah perjalanan dinas; 5

c. pelaksanaan rencana acara pimpi'na'n Pemerintah Provingi Sumatera
Selatan dan mengkoordinagikan rencana kunjungan kerja ke daerah
dan luar daerah; |

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 161

(1) Subbagian Protokol dan Acara mempunyai tugas :

a. menyiapkan penerimaan tamu-tamu negara dan tamu-tamu daerah,

perwakilan negara sahabat; . A
b. mengatur dan mengurus hubungan Korps : Diplom'étik dengan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
c. menyiapkan tanda kenang-kenangan berupa cinderamata bagi tamu

Pemerintah Provinsi Surnatera Selatan; 4
d. mengatur akomodasi, pengamanan dan acara pferjalanan tamu,
e. menyiapkan acara pelaksanaan upacara-upacara, pelantikan, rapat-

rapat dinas dan pertemuan-pertemuan dinas lainnya;
f. mengatur persiapan rapat, pertemuan/resepsi, upacara di

lingkungan Pemerintah Provinsi; e

mencatat dan mengkoordinasikan ‘acara-acara, pelantikan, rapat-
rapat dinas dan setemuan-pertemuan dinas lainnya;

h. menyiapkan acara harian pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan;

o
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mengatur dan menghubungi pendamping'pimpinan dalam menerima
audiengi dan kegiatan lainnya;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Perjalanan mempunyéi tugas :

a.

menyiapkan perjalanan dinas -Gubernur, Wakil Gubernur dan

Pejabat-Pejabat lain yang dxtunjuk Gubernur;

menyiapkarnt bahan penyusunan rencana perjalanan dmas di
lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi, sesuai dengan alokasi
anggaran yang dibutuhkan;

mengajukan kebutuhan blaya perjalanan dinas kepada Bagian
Perbendaharaan di-Biro Keuangan; )

meneliti permmtaan dan penetapan biaya lunsum perjalanan dinas
untuk  dilaksanakan  pembayarannya oleh  masing- masing
bendaharawan pada setiap instansi yang bersangkutan;

meneliti daftar perjalanan dinas yang diajukan oleh instansi yang
dibawah wewenang Sekretariat Daerah Provinsi Sumate‘ravSeiatan;
mengadakan pencatatan secara teratur terhadap perjaiénan dinas;
melaksanakan penelitian dan penyelesaian masalah-masalah -
penambahan biaya perjalanan dinas; '
menginventariéir dan mensistematisasikan Surat Perintah Jalan
(SPJ) dari belanja perjalanan dinas; : “
menyiapkan bahan penyusunan laporan  periodik  tentang

pengeluaran uang perjalanan dinas;
melaksanakan tugas lain yang diberikan Oleh_a,tas'an 'sesuai dengan

f

tugas dan fungsinya.

'

(3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas:

menerima, mencatat dan menyampaikan naskah dinas pimpinan;

menerima naskah dinas dari pimpinan, mencatat dan menyampaikan

kepada unit yang dituju;

mengatur dan menata surat-surat yang dimohonkan tanda tangan

pimpinan;
menyiapkan dan memelihara catatan-catatan arsip, buku-buku dan

dokumentasi yang merupakan tanggung Jawab pimpinan;
menyiapkan data dan bahan yang dsperlukan oleh pimpinan;
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f. menyiapkan data periodik surat masuk dan keluar yang- ditujukan
kepada Pirhpihan; |

g. menghimpun data periodik dari tiap-tiap Subbag pada bagian
Protokol untuk Laporan Tahunan;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan gesuai dengan

tugas dan fungsinya.

. Bagian Ketiga
Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset
N Pasal 162

Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset mempunyéi tugas memberikar
pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
daerah dan meny:apkan bahan pengkoordmaman perumusan kebuakan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dl b:dang penyusunan
program kebutuhan perbekalan pengelolaan perawatan serta bahan

pembinaan administrasi perlengkapan dan pengelolaan aset.

Q.

Pasal 163

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 162, Biro

Perlengkapan dan Pengelolaan Ase.t mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebuakan perangkal
daerah di bidang penyusunan program kebutuhan perbekalan,
pengelolaan, perawatan . serta bahan pembmaan administrasi
perlengkapan dan pengelolaan aset; |

b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat
daerah di bidang penyusunan program ‘kebutuhan perbekalan,

pengelolaan perawatan serta bahan pembinaanﬁ.administrasi

perlengkapan dan pengelolaan aset;

c. .penyiapan bahan pengendahan sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang penyusunan program
kebutuhan perbekalan, pengeiolaan, perawatan serta bahan pembinaan
administrasi perlengkapan dan pengelolaan aset;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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Paragraf 1
Bagian Analisa Kebutuhan
Pasal 164

Bagian Analisa Kebutuhan mempunyai tugas menyiapkan hahan
pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan dan pengadaan perlengkapan

dan perbekalan. . ,

.- Pasal 165

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 164,

Bagian Analisa Kebutuhan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan analisa data kebutuhan serta rencana kebutuhan

perbekalan; .

- b.- penghimpun data program dan penganalisa. kebutuhan dalam satu
anggaran; )

c. penyusunan data, penghimpunan rencana  kebutuhan - barang
unit/badan/dinas instansi di Hngkungah Pemerintah Provinsi;

d. pengkoordinasian dengan instansi terkait bidang analisa, kebutuhan dan
pengadaan; '

e pe!aksanaan tugas lain yang -diberikah oleh Gubernur {sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
Pasal 166

(M Subbagian Penyusunan Prograrﬁ mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Bagian Analisa dalam bidang tugasnya;

b. menghimpun, meneliti program dari masing-masing bagian dari Biro;
menghimpun, menyusun dan- menganélisa data serta menyusun
program lzeb‘utuhan Sekretariat Daerah;

d. melaksanakén vt,ugés lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Data"Pfogram dan Evaluasi mempunyai tugas:

a. membantu Kepala Bagian Analisa  Kebutuhan dalam bidang

1]

tugasnya,

b. mengkoordinir  laporan  pelaksanaan  program _kebutuhan

perlengkapan;
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menyampaikan laporan keuangan triwulan, laporan
pertanggungjawaban Gubernur, Lakip Biro melalui Kepala Bagian

Analisa Kebutuhan;

vmengkoordinir Iaporan pelaksanaan program kegiatan bagian-

bagian;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas;

a.
b.

membantu Kepala Bagian Anailisé Kebutuhan di bidahg tugasnya,;
menghimpun‘;:j meneliti dan mencatat surat-surat yang masuk dan
keluar serta mehyampaikan kepada-unit kerja masing- masing;
menghimpuh‘;"'menyu‘sun vdan menginventarisasi arsip surat-surat

Biro;

menghimpun, menyusun dan menganalisa kebutuhan rumah tangga
dan perlengkapan Biro; o '

menghimpun, meneliti usulan énggaran dari masing-masing Bagian;
menghimpun, menyusun dan meneliti daftar pembiayaan pegawai
pada Biro seéuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
merencanakan dan menyusun rincian penggunaan dana rutin untuk

pelaksanaan kegiatan Biro;
mengumpulkan bahan, menyusun, merencanakan kebutuhan dan

.

pengembangan pegawai sesuai dengan beban dan volurpe Biro;
mendata barang inventaris Biro;

mempersiapkan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);

menyiapkan dan memproses Laporan Pajak Pribadi (LP2P) pegawai
di lingkungan _B'ifo : o
mempersiapkan dan menerbitkan daftar hadir pegawai;

menghimpun dan menyusun laporan keadaan pegawai Biro;
mengumpulkan, menyusun dan menyéjikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku tentang kepegawaian,
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Bagian Pengadaan
Pasal 167

Bagian Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan

petunjuk teknis penyusunan pengadaan perlengkapan dan perbekalan.

- Pasal 168 .

5
-

Untuk melaksanakan - tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 167,
Bagia% Pengadaan' mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan anal{sa rencana kebutuhan pengadaan perbek‘alan;
b. penghimpunan bahan pengadaan perbekalan sesuai dengan rencana

kebutuhan;
penghimpunan bahan pengadaan pelelangan; o
penghimpunan data program dan penganalisa pengadaan dalam satu
anggaran;

e. penyusunan data, penghimpunan rencana pengadaan barang
unit/badan/dinas instansi di lingkungan pPemerintah Provinsi;

f. pengkoordinésian- dengan instansi terkait bidang pengadaan,

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 169

(1) Subbagian Harga dan Spesifikasi Perlengkapan mempunyai tugas:

a. menghimpun, mengevaluasi data hasil survey panitia sebagai bahan
pelaksanaan pembuatan buku standar harga satuan dan spesifikasi
barang kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b. me!aksanaka'n Sutrvey Insidentil harga satuan parang dalam rangka
penyusunan program fluktuasi harga di paéaran sebagai acuan
dalam rangka pelaksan'aan kegiatan dan penyusunan anggaran
Dinas/Badan/Kantor/lnstansi di lingkungan Pemerintah Provinsi;

c. menyusun dan membentuk Panitia  Peneliti - dan Penyusunan

Standar Harga Satuan Barang kebutuhér,'\' -Pemerintah Provinsi
gumatera Selatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

proses Surat Keputusan Gubernur' tentang penetapan standar
erintah Provinsi Sumatera

d. mem
harga satuan barang kebutuhan Pem
Selatan dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang
Penetapan perubahan Standar Harga Satuan Barang kebutuhan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
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menyfapkan" data personil panitia peneliti dan penyusunan standar
harga satuan barang kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera
fpadan/kantor/instanst di lingkungan

Q

Selatan yang diminta darn dinas

Pemerintah Provinst,
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(2) Subbagzan Pelelangan mempunyal tugas:

a.

menghtmpun dan menyiapkan bahan pelaksanaan pelelangan di
lingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan;

memproses administrasi pelelangan di lingkungan Setda Provinsi
Sumatera Selatan;

menyiapkan data  personil  panitia  yang diminfa oleh
dinas/badan/kantor/instansi di lingkungan Pemerintah P.'rovinsi;
menyiapkan panitia lelang di lingkungan Setda Provinsi Sumatera

Selatan;
membantu pelaksanaan pelelangan yang di!a}gsanakan oleh panitia

lelang;
menyiapkan bahan benyusunan laporan hasil pelaksanaan

pelelangan, 1
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

1

(3) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan mempunyai tugas.

a.

menghimpun bahan pembelian perbekalanbvperlengkapan sesuai

dengan rencana kebutuhan;
menyiapkan data dan administrasi rencana pengadaan barang yang

telah diprogramkan;

memproses pengadaan barang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;
menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pengadaan

barang,

melaksanakan tugas lain yang dtberxkan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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| paragraf 3
“Bagian Penyimpanan dan Distribusi
Pasal 170

tugas melaksanakan

Bagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai
administrasi penyimpanan barang, pemanfaatan, pendistribusian,

penyimpanan dan perubahan status hukum serta menyiapkan hbahan

pempinaan dan petuhjuk teknis.
Pasal 171

Untuk melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 170,
Bagian Penyimpanan dan Distrfbusi mempunyai fungsi: o

a. pelaksanaan administrasi penyimpanan barang; '4

b. pelaksanaan adrhinistrasi pendistribusian perbekalan;

penghimpunan barang inventaris dan penghapusan perbekalan;

|9

pelaksanaan pendataan barang-barang inventaris;-
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

® o

dan fungsinya.
Pasal 172

(1) Sub‘bagian Penyimpanan dan pemanfaatan mempunyai tugas:
a. melaksanakan administrasi  penyimpanan barang-barang dalam
gudang; 1
b. menerima barang sesual dengan surét pengantar barang, faktur

barang dan surat pesanan/surat perintah kerja/ surat kontrak kerja/

surat 'per}anjlan jual beli; ‘

C. melaksanakan?pengecekan secara bérkala atas barang-barang yang
ada dalam gadung;

d. menyiapkan ‘_"f.adminis'.trasi N pemeriksaén barang, pencatatan,
pelaporan dan membuat berita acara hasil pemeriksaan barang
serta berita acara penerimaan barang; '

e. mencatat dan merhbukukan dalam bentuk kartu kendali persediaan
barang-barang yang ada dalam gudang;

£ meneliti dan; memeriksa barang-barang yang akan dkeluarkan dari

dalam gudahQ«berdasarkani Surat Perintah Pengeluaran Barang

(SPPBY);
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melakukan stok opname barang-barang dengan mencocokkan data
yang ada dalam gudang pada‘setiap triwulan bersama dengan
Pemegang Barang;

mencatat barang-barang pakai habis keperluan Biro yang sudah
kurang persediaan untuk diusulkan kepada Kepala Biro
Perlengkapan dan Pengelolaah ‘Aset cq. Kepala Bagian Analisa
Kebutuhan; .

membuat lapqran/usulan barang- barang yang per!u dihapuskan dari
persediaan atau barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi;
menyusun bahan pembinaan kepada pemegang barang,
menyiapkan administrasi dalam pengaturan penggunaan rumah
dinas, bangunan gedung dan ta'nah:'i'n\‘/entaris milik/dikuasai
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; |

menyiapkan proses administrasi dalam rangka pemanfaatan barang
inventaris yang tidak bergerak;

menetapkan status penggolongan rurbah dinas inventaris milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

merekapxtulasu laporan penerimaan dan pengeluaran barang dar:
masing-masing unit kerja di hngkungan - Pemerintah  Provinsi
Sumatera Selatan dan melaporkannya kepada Gubernur melalui
Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaén Aset;

merencanakan, menganalisis dan menganggarkan ~kebutuhan
barang daerah termasuk. barang daerah yang tidak habis pakai
dalam satu tahun anggaran untuk keperiuan Biro Perlengkapan dan

Pengelolaan Aset;

menyelenggarakan dan atau merekomendasikan pemenuhan

kebutuhan barang daerah. yang tidak habis dipakai dalam satu tahun

anggaran sesuaa dengan pnontas dan kemampuan anggaran untuk

keperluan BH‘O Perlengkapan dan Pengelolaan Aset;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

[+]

(2) Subbagian Penghapusan dan Inventarisasi mempunyai tugas

a.

menghimpun data . inventaris barang daerah ~ dan

mengadmmrstrasxkan barang barang inventaris;

menghlmpun data data’ tentang keadaan barang dan peny:apan

laporan barang mventans baik barang- -barang bergerak maupun
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barang tidak bergerak milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan;

meneliti kode lokasi dan kode bafang yang dilaksanakan masing unit
kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

melakukan penyempurnaan data barang ihVentaris/merekapitulasi
penambahan barang inventaris sesuai dengan laporan masing-
masing unit kerja .. |
menyelenggarakan administrasi penyerahan hasil kegiatan dari
masmg masing unit kerja; _

memproses dan melakukan perubahan status hukum barang sesuai
dengan ketentuan dan prosedur yang beriaku

menyiapkan konsep Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
tentang perubahan status hukum baraﬁg dan pengelolaan barang
daerah;

menyiapkan dan menyampaikan data barang yang telah dihapus
kepada Gubernur Sumatera Selatan;

menyusun bahan pembinaan kepadé pengurus barang;
memfasilitasi- laporan kehilangan barang untuk selanjutnya
diterusakan kepada pihak yahg berwenang;

melaksanakan ‘tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

~tugas dan fungsmya

(3) Subbagian Distribusi dan Peiaporan'mempunyai tugas :

a.

menyiapkan kelengkapan dokumen/surat-surat yang berhubungan
dengan barang-barang yang akan didistribusikan;

mendistribusikan barang-barang inventaris bergerak dan tidak
bergerak milik . Pemerintahv Provinsi Sumatera Selatan kepada
pengguna harang yang telah disetujui oleh pengelolabarang;
melaksanékanftat'-a"-usaha secara sistematis terhadap barang-barang

yang akan didistribusikan sesuai dengan aturan hukum yang

- berlaku;

mengurus dan menyelesaikan surat-surat kendaraan bermotor dinas

-yang akan didistribusikan ke unit-unit kerja;

mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait tentang pendtstnbusxan

membuat laporan berkaia pendxstnbus;an barang inventaris kepada

Gubernur Sumatera Selatan,
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsmya.
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Paragraf 4
Bagian Pengelolaan Aset
Pasal 173 *

Bagian Pengelolaan Aset mempunyai tugas mengelola pelaksanaan
kegiatan pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pengamanan aset

daerah.
- © ‘Pasal 174~

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad'a Pasal 173,
Bagian Pengelola Aset mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan pemeliharaan :aset daerah yang bergerak dan tidak

bergerak; ’
b. pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan dan pengamanan

aset-aset daerah;
c. pelaksanaan pelayanan angkutan di lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 175

(1) Subbagian Pemeliharaan dan Pengamanan Aset mempgunyai tugas:
a. menyusun rencana program kerja Subbidang Pemeliharaan dan
Pengamanan Aset sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
yang ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya, .
b. menghimpun. dan menyusun aset-aset Pemerintan Provinsi
Sumatera_Se}atan yang bermasalah baik hukum, administrasi dan

fisik; 4
o menyelenggarakan pemeliharaan atau perawatan rmgan sedang

dan berat yang meliputi :

1. menyusun rencana tahunan pemeliharaan barang dan aset
daerah lainnya yang memuat macam/jenis barang dan aset
lainnya, jenis pekerjaan, volume pekerjaan, perklra,an biaya,
waktu dan pelaksanaannya; B N

2. melakukan pengawasan dan analisis terhadap kondisi aktual dan

fungsi sarana dan pras'arana serta fasilitas lainnya termasuk

peralatan/pertengkapan operas;onal pemehharaan
3. membuat laporan kerusakan, kondisi aktual dan fungsi sarana

dan prasarana serta fasilitas lainnya;
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4. mengoperagsikan dan mengawasi operasional

' péi?alat‘anlgerlengkapan pemeliharaan;

5 melaksanakan tindakan pencegahan dini terhadap resiko
kerusakan dan gangguan fungsional sarana prasarana serta
fasilitas lainnya termasuk peralatan/periengkapan operasional
pemelihéraan;

6. melaksanakan - dan ‘mengawasi  jalannya  operasional

’ pemeliharaén sesual pe'dcman teknis;

_ melaksanakan tertib penyimpanan, pengaturan dan pengamanan
barang-barang inventaris berupa peralatan/periengkapan
operasional pemeliharaan;
menyiapkan analisa pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta
serta penerimaan pekerjaan pemeliharaan; ,
mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemeliharaan dan menyusun
rencana pemeliharaan;
melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran
pelaksanaan tugas; S
menyiapkan. laporan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan
pemeliharaan dan pengamanan aset; ‘
menyusun rencana dan program kerja Subbagian Pemeliharaan dan
Pengamanan Aset sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
yang ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
membuat rencana analisis pelaksanaan pemeliharaah' barang-
barang inventaris alat kantor dan alat rumah tangga milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan; '
menyusun  rencana kebutuhan dan fasilitas operasional
pengamanan;. A .
melaksanakan kegiatan pengamanan barang?tidak bergerak yang
helum ditetapkan status penggunaannya meliputi :

1. menjaga dan mengamankan sarana dan prasarana yang ada;

2. mengendalikan p_e_ngoperasian peralatan operasional
pengamanan; o o

. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengén pihak terkait dalam
rangka kepentingan -pengamanan dan kelancaran pelaksanaan
tugas,
melaksanakan pengawasan dan pengen
pengamanan aset yang belum ditetapkan status penggunaannya;
membuat Kkartu kendéli pemeliharéan barang-barang peralatan
rumah tangga Setda Provinsi Sumatera Selatan,
melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

dalian - rutin operasional
o

&=




(2) Subbagian Angkutan mempunyai tugas

a.
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Q

melaksanakan urusan pemeliharaan kendaraan dinas milik/dikuasal

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

membuat laporan tentang kendaraan yang ada dan kondisi masing-
masing kendaraan; _

menyiapkan: ’b_a'han penyusunan petunjuk teknis ~ perawatan
kendaraan dinas milik/dikuasai. Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan; .

menyiapkan bahan penyusunan rencana biaya perawatan
kéndaraan dinas milik/dikuasai Pemerintah Provinsi .Sumatera
Selatan;
menyiapkan bahan dalam mengkoordinasikan usulan permintaan
peralatan kendaraan dinas di lingkungan Setda Provinsi Sumatera

Selatan; ,
melaksanakan perawatan kendaraan dinas umt Sekretariat Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

melaksanakan pelayanan pengguhaan kendaraan dinas pool berupa
pelayanan tamu, operasional dinas dan lain-lain;

melaksanakan teliti ulang/perpanjangan SfNK kendaraan dinas di
Iingkungén Setda Provinsi Sumatera Selatan;.

melayani kebutuhan bahan bakar minyak kendaraan dinas di
lingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan

membuat kartu kendali pemehharaan kendaraan dinas secara

berkala dalam 1 (satu) tahun;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Pengembangan Aset mempunya' tugas
a. menginventarisir aset-aset barang tidak bergerak milik Pemermtah

Provinsi Sumatera Selatan yang tidak dimanfaatkan;
menyusun perencanaan program kerja dan kegiatan pengembangan
aset sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan

sesuai dengan bidang tugasnya,
melakukan kajian tentang rencana pemanfaatan dan pengembangan

aset daerah,;
menyusun renuana untuk mengoptlmalkan pemakaian/penggunaan

barang daerah% untuk memfasmtasx kegiatan agama, sosial

kemasyarakatan dan olahraga;
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e menyusun perencanaan dan optimalisasi pemarﬁaatan barang
daerah oleh ‘instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam
pakai, penyewaan dan penggunausahaan barang daerah dengan
tidak mengubah status kepemilikan;

f. menghimpun, menyusun, membukukan dan melaporkan hasil
pemanfaatan aset oleh pihak ketiga serta hasilnya berupa
pendapatan disetorkan ke kas daerah sebagali penerimaan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

g. menyusun rencana pengembangan barang daerah dalam rangka
meningkatkah~-penggunausahaan barang daerah dengan tidak
mengubah status Kepemilikan;

h. mengana\isasi{ dan mengevaluasi pelaksanaan pemakaian/

' penggunaan, pemanfaatan’ dan pengembangan aset daerah tidak
bergerak;

i melaksanakan promosi dan pengembangan aset daerah, yang

meliputi : ) '

1. menyelenggarakan proses pemanfaatan aset pemerintah daerah
yang akan dimanfaatkan oleh instansi dan atau pihak ketiga;

2 membuat/menyiapkan bahan-bahan informasi dan promaosi
sebacjai Upaya untuk meningkatkan penggunaan/pemékaian dan
pemanfaé{éh aset daerah, serta peluang investasi yang
memanfaatkan aset daerah yéng dapat dikembangkan;

3. menganalisa dan mendata mengenai potensi aset daerah yang
dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan scsial dan
kemajuan perekoncmiah daerah; '

mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah seh‘ingga dapat

memberikan manfaat ekonomi dan sosial;

| melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

BAB VI
STAF AHLl GUBERNUR
,Pasal 176

Staf Ahli Gubernur mempunyai tugas .

a. Staf Ahli Bidang Hu”ku.m dan Politik mempunyai tu
telaahan mengenai hukum dan politik;, . )

b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyéi tugas memberikan telaahan

gas memberikan

mengenai pemerintaﬁan;




L2

115

Staf‘Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan

mengenai pembangunan,; .
d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan

sumber daya manusia;
e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan

telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.

C e

Pasal 177

Lintuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 176, Staf

Ahli Gubernur mempunyai fungsi:
(1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik :

a.

a.

(3). Staf Ahli Bidang Pembangunan :

a.

pelaksanaan tugas membuat telaahan di b«dang Hukum, HAM

dan Politik.
pelaksanaan tugas memberikan saran baik{diminta maupun tidak

diminta déri'hasil telaahan.

pelaksanaan tugas memantau perkembangan yang terjadi di
masyarakat yang berkaitan dengan Hukum, HAM dan Politik
serta membuat Iaporan tertulis kepada Gubernur.

pelaksanaan tugas Jain yang dnbenkan oleh Gubemur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(2). Staf Ahli Bidang Pemerintahan :

pelaksanaan tugas membuat telaahan di-bidang Pemerintahan

dan Otonomi.
pelaksanaan tugas memberikan saran baik diminta maupun tidak

diminta dari hasil telaahan.

pelaksanaan tugas memantau perkembangan yang terjadi di
masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan wilayah atau
pemekaran Kabupaten/Kota serta membuat laporan tertulis

kepada Gubernur.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

pelaksanaan tugas membuat telaahan -di bidang Perencanaan

Pembangunan

pelaksanaan “tugas rnemberlkan ‘saran balk diminta maupun tidak

diminta dari hasil telaahan.
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c. pelaksanaan tugas memantau perkembangan yang terjadi di
masyarakat yang berkaitan dengan dampak dari hasil
pembangunan serta membuat laporan tertulis kepada Gubernur.

d. 'pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesual

dengan tugas dan fungsinya.

(4). Staf Ahli Bidang Kemaayarakatan dan Sumber Daya Manusia :

a. pelaksanaan tugas membuat telaahan di brdang nilai-nilai moral
dan budaya baik yang ada di masyarakat maupun berlaku di
lingkungan aparatur.

b. pelaksanaan membuat telaahan pola plksr dan perilaku aparatur
yang menyimpang dalam tugas sehan han

C. pelaksanaan tugas memberikan masukan citra aparatur dalam
rangka meningka'tkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur
pemerintah serta membuat laporan tertulis kepada Gubernur.

d. pelaksanaan tugas lain yang dlberxkan oleh Gubemur sesuali

dengan tugas dan fungsinya.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuéngan ;
a. pelaksanaan tugas membuat. telaahan div bldang Perekonomian

(5

e

dan Keuangan yangd terjadl di masyarakat
b. pelaksanaan tugas membenkan saran baik diminta maupun tidak
diminta yang berkaitan dengan perkembangan perekonomian

dan keuangan. '
c. . pelaksanaan tugas ‘memberikan masukan-masukan kepada

Gubernur langkah—langkah»yang harus ditempuh'§ dalam rangka

peningkatén sumber keuangan daerah.
d. pelaksanaan tugas lain yang djberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI '
Pasal 178

o

Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan terhadap
Dewan Perwaknan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang bertanggung J,awab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan secara administratif dlbma oleh Sekretaris Daerah.
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Pasal 179

Sekretariat = DPRD  Provinsi  menyelenggarakan  administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga
ahli yang diperlukén oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah.

- Pasal 180
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 179,
Sekretariat DPRD Provinsi mempunyai fungsi .
a. penyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
d penyediakah’.ld'a'n pengkoordinasian tenaga ahli yang diperiukan oleh
DPRD;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Pertama
Bagian Umum
Pasal 181

Bagian Umum mempunyai tugas . - :

a. menyiapkan fasilitas rapat-rapat dan acara peninjauan‘ serta
pertemuan;

b. mengurus rumah tangga, rumah-rumah jabatan, kantor/gedung
Dewan, kendaraan dinés, barang inventarjsg dan perlengkapan
lainnya; L '
melaksanakan urusan tata usaha dan kepegawaian ;
mengatur ketertiban dan keamanan kéntor dan rumah jabatan serta

tamu Dewan, ‘ o |

e. mengatur dan mempertanggung _jawabkan periyediaan dan
penggunaan bahan bakar minyak kendaraan dinas Dewan dan
Sekretariat Dewan;

f. mengkoordinir pelayanan poliklinik;

- g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan o'lleh‘ atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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Pasal 182

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 181,

Bagian Umum mempunyai fungsi :

a.
D.

tugas dan fungsinya,; R

pelaksanaan urusan tata usaha dan kepegawaian;

pelaksanaan urusan rumah tangga, mengurus rumah Jabatan dan
kan’tor/gedung,*

penyiapan fasilitas rapat, acara peninjauan dan pertemuan;
pelaksanaan Urusan barang inventaris, perlengkapan, kendaraan
dan perawatan, ,
pemeliharaan dan pembinaan keamanan dan ketertiban
kantor/gedung, rumah dinas dan mess DPRD; B
perencanaan pengadaan/pembelian barang kebutuhan Dewan dan
Sekretariat Dewan;

perencanaan kebutuhan alat tulls kantor, barang cetakan, inventaris
kantor rumah dinas dan mess DPRD;

pengkoordinasian pelayanan poliklinik;

pelaporan pelaksanaan tugas kepéda atasan langsung;

‘pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

. Pasal 183

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas .

a. membantu Kepala Bagian Umum dalam urusan surat menyurat,
kepegawaian, menata kearsipan;

b. menerima, mencatat, mengendalikan dan menyalurkan surat
masuk/keluar yang berhubungan dengan kegiatan Dewan dan
Kesekretariatan;

c. melaksanakan penomoran, pentah:ran dan penggandaan surat
menyurat yang diperlukan dalam " kegiatan Dewgn dan
Kesekretariatan ; ‘

d. mengirimkan bahan-bahan kepada Pimpinan/Anggota Dewan
dalam kegiatan Dewan dan Kesekretariatan,

e. meny:mpan menghnmpun dan memelihara semua surat yang-
berhubungan dengan kegiatan Dewan dan Kesekretar;atan

f. menylapkan dan menyelesaikan tata usaha kepegawaian yang
.mehpu‘u usul usui pengangkatan kenaikan pangkat, kenaikan
gaji, mutasz dan - pemberhentian serta penempatan calon

pengawai dan pengangkatan calon pengawai menjadi pengawai

di hngkungan Sekretariat DPRD;
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tata tertib dan disiplin pengawai;

mengkoordinir pelayanén poliklinik ;

mendata arsip tata usaha DPRD dan Sekretariat DPRD;
menyiapkan usul/izin cuti Psmpman/Anggota Dewan dan Pegawai
Sekretariat DPRD

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian»Perlengkapén mempunyai tugas:

a.

membantu Kepala Bagian Umum dalam urusan administrasi

perlengkapan dan pengadaan barang dah jasa;

merencanakan dan merekap kebutuhan peralatan, perlengkapan,
alat tulis kantor, barang cetakan kantor untuk kebutuhan selama
satu bulan, triwulan dan satu tahun sehingga persediaan dapat

terpenuhi;
menyusun, meneliti dan mendata keadaan gedung Kantor, mess

dan rumah dinas DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk

direhab/dibangun pada tahun anggaran mendatang; -
menginventarisasi barang-barang inventaris Sekretariat DPRD,

rumah dinas dan mess guna ketertiban administrasi barang
inventaris; | '

membuat laporan triwulan dan tahdnan keadaan barang-barang
mventams rumah dmas mess dan Sekretarlat DPRD;
mengmventarxsaSI dan mengusulkan barang- barang mventams
yang keadaannya rusak berat ataulainnya untuk dlhapuskan dari
daftar inventaris guna menjaga ketertiban administrasi barang;
mengadakan barang-barang kebutuhan rumah dinas, mess dan
Sekretariat DPRD iainnya sesuai dengan rencana kebutuhan
yang telah ditetapkan guna memperlancar pelaksanaan tugas;
mengelola dan menertibkan administrasi. serta memelihara
kendaraan dinas; '

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung;
me;laksahakan ‘tugas Iaiﬁ yang diberikan oleh atasan sesual

tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas:

a.

membantu Kepala Bagian Umum dalam urusan rumah tangga

dinas, mess dan kantor,; o
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b. mengurus dan ménjaga kebersihan,' 'kétemban, keamanan
kantor, mess dan rumah dinas DPRD |

¢. menata dan merawat kantor, mess dan rumah dinas DPRD agar
keindahan, kerapian dan kebersihan terpelihara;

d. menyiapkan fasilitas sarana dan pras;réna rapat-rapat dan
pertemuan-pertemuan yang disélenggarakan oleh DPRD dan
Sekretariat;

e. menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana di ruang kefa
Pimpinan dan Sekretaris DPRD; -

f. menyediakan kebutuhan rumah tangga kantor, mess dan rumah
dinas DPRD; | |

g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual

tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Persidangan dan Risalah
Pa_sal 184.

Bagian persidangan dan Risalah mempunyai tugas :

a.
b.

menyiapkan persidangan/rapat-rapat;

memfasilitasi penyiapan rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan seperti
Rapat Pimpinan, Rapat Panitia Musyawarah, Rapat Panitia
Angggraﬁ, Rapat Panitia Khusus, Rapat Komisi, Rapat Gabungan
Komisi, Ra'pat Badan Kehbrmatan Rapat Kerja, Rapat Dengar
Pendapat, Rapat Gabungan szpman Rapat Panitia Legislasi;
merekam, mencatat dan membuat nsalah

menyiapkan rancangan . kepanitiaan yang dibentuk
Dewan/Sekretariat Dewan;

menyiapkan Rancangan Keputusan Dewan/Pimpinan «Dewan atau
Produk Perundang-undangan Dewan lainnya;

mengkaji, meneliti, mengevaluasi dan menyxapkan bahan dalam
rangka pengesahan peraturan daerah;

mengikuti perkembangan dan pembahasan setiap Rancangan
Peraturan Daerah; |

membuat lapo'ran pelaksanaan tugas kepada atasan langsung;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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Pasal 185 .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 184,

Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi :

a.

penyiapan rencana kegiatan persidangan dan perencanaan peninjauan
Dewan di dalam dan ke luar daerah, rencana pertemuan Dewan

dengan masyarakat pada Objex( peninjauan;

'4penylapan rapat-rapat yang dllakbanakan oleh Dewan bazk administrasi

maupun tata tem_p_atnya,

pelaksanaan per_hbu‘atan catatan/risalah rapat-rapat yang diadakan oleh
Dewan maUpun'S’ékretariét Dew.ah; |

pengkajian data, penelitian permasalahan-permasalahan yang timbul
atau dibahas oleh masing-masing Komisi,

perangkuman pelaksanaan rapat-rapat Komisi;

pélaporan pelaksanaan tugas kepada 'a"tasan langsung;

pelaksanaan tugias lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 186

(1) Subbagian Persidangan mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Bagian Persidangan dan Risalah dalam

- menyiapkan undangan rapat dan administrasi surat menyurat yang

berkaitan dengan Rapat-rapat Dewan, Rapat-rapat Komisi dan
Rapat-rapat Gabungan Komisi;

b. mengurus dan melaksanakan pencatatan yang berhubungan
dehgan kegi_atan alat kelengkapan Dewan serta kegiatan
Kepanitiaan;

c. membantu menyiapkan rancangan dan penyusunan program kerja

Pimpinan Dewan;
d. menyiapkan surat menyurat dalam hubungan dengan_ kegiatan

Rapat Panitia Dewan dan alat kelengkapan Dewan;

e. menyiapkan pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa, Rapat
Paripurna Khusus, Rapat Paripurna, Rapat Pimpinan, Rapat
Panitia Musyawarah Rapat Panitia Anggaran Rapat Panitia
Legislasi Rapat Komisi dan Rapat Gabungan Komisi;

f.  menyiapkan bahan dan menyusun penjelasan acara Rapat Dewan;,
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mengurus dan ményiapkan:surat—surat dan ubdéngan Rapat-rapat
Dewan; |

mengumpulkan dan menyiapkan serta mendistribusikan bahan-
bahan yang diperlukan untuk pembahasan Rapat Paripurna
Dewan; ‘ s o '
menyusun rancangan pembentukan panitié,l mehyiapkan‘ bahan-
bahan serta adminiétrési/surat menyurat yéng diperlukan panitia,
serta ikut mendampingi kegiatan panitia yang dibentuk oleh

o

Dewan;
menyusun rencana jadwal kegiatan Dewan:

menyiapkan dan melaksanakan daftar hadir rapat/sidang;
menyiapkan bahan pehyusunan acara perjalanan Pimpinan dan
Anggota serta tamu DPRD; R

menyiapkan bahan pelaksanaan upacara- pe(ant\{kan»peiantikan
Pimpinan, Anggota serta upacara dan ﬁutusan—putusan lain yang
diselenggarakan cleh Dewan ; |
menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil peninjauan Anggota
Dewan; | |

'ményiapkan bahan untuk melayahi kebutuhan Pimpinan dan
Anggoté DPRD pada waktu penyeienggaraan rapat/éidang;
menghimpun laporan notulis komisi-komisi DPRD:

membuat Iap_dran pelaksanaan tugas kepada atasan langsung;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

(2) Subbagian Risalah mempunyai tugas :

a.

membantu Kepala Bagian Pe‘réidangan dan Risalah dalam
merekam, -mencatat, menyusun serta membukukan risalah rapat-

rapat Dewan;
mengumpulkan, mengurus, membuat dan melaksanakan penyajian

risalah rapat Dewan: |

membuat risalah rapat Panitia dan rapat Alat Kelengkapan Dewan;
menyusun Laporan kegiatan Dewan dan Sekretariat (Laporan
Triwulan, LKPJ Tahunan, AMJ 5 Tahunan, Penyglenggaraan

Pemerintah Daerah);
menyusun . memori pelaksﬁanaan tugas Dewan dan Sekretariat

Dewan;
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membuat risalah/kesimpulan rapat/catatan singkat rapat-rapat
Komisi, rapat paripurna dan rapat/putusan lainnya;

menyampaikan hasil rapat/sidang kepada Anggota DPRD dan
pihak-pihak yang berkepentingan;

merekam dan. menytmpan plta rekaman hasil rapat/sidang DPRD;
menylapkan bahan dalam rangka penyusunan risalah, ikhtisar dan
resume rapat/SIdang yang telah diselenggarakan oleh DPRD,
menghimpun bahan dalam rangka kegiatan-kegiatan rapat/sidang
DPRD dan memelihara arsip Bagian Persidangan dan Risalah;
me}nyiapkan bahan dalam rangka penyampaian masalah yang
telah dirampungkan pembahasannya oleh DP_RD.: kepada
Eksekutif/Sekretariat  Daerah Provinsi - untukﬁ mendapat
penyelesaian lebih lanjut;

melaksanakan kegiatan tata naskah/surat masuk-keluar pada
Bagian Persidangan dan Risalah yang memerlukan pengolahan
lebih lanjut; ‘f

melaksanakan tugas lain yang diberfkan oleh atasan sesual tugas

dan fungsinya.
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.

Subbagian ‘Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas :

a.

membantu Kepala Bagian Persidangan dan Risalah dalam
menyiapkan proses pengolanan produ)gproduk hukum dan
mengumpulkan serta menghimpun peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan kegiatan Dewan;

menyiapkan bahan dalam rangka pengelolaan produk-produk
hukum yang dibahas daiam rapat/sidang DPRD untuk dijadikan
dokumentasi; _

mengumpulkan dan menghimpun déta- ‘pengkajian peraturan

perundang-undangan yang berkaxtan dengan kegiatan Dewan;

melaksanakan pene!:t;an dan pengkajian terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan

Dewan;

‘mengajukan saran atau. pertlmbangan serta laporan mengenai

hasil anahsa/penelltlan dan kajian perundang- undangan
menyiapkan. bahan dalam rangka pengelolaan produk-produk
hukum yang;dibahas rapat ékomisi/sidan‘g DPRD;

menyiapka’h' | rahcangan-rancangan produk Dewan (Keputusan
Dewan/ Pimpinan, memorandum, kegiatan panitia);
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menggandakan, menyimpan, mengatur dan memelihara
dokumentasi produk perundang-undangan Dewan:

mengikuti pelaksanaan kegiatan produk-produk Dewan;

menaliti, mengkaji Peraturan Dewan. yang bertentangan dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku serta mengajukan
saran atau’ pertxmbanqan mengenai hasil analisis/pengkajian
Peraturan Daerah tersebut untuk dibahas Dewan;

menerima, memelihara dan menyajikan data tentang peraturan
perundang-dndangan;

membuat/menyusun raricangan serta membukukan keputusan
yang menjadi produk Dewan: |

mengur;ﬂpulkan dan menghimpun data tentang Peraturan
Perundang-undahgan Pusat dan Daerah mengenai Dewan dan
Sekretariat ;

menggandakan, mengumpulkan dan mengelola data pengkajian
perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Dewan:
menyusun bahan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan
Daerah oleh Dewan dan membantu menyiapkan permohonan
pengesahan produk-produk Dewan kepada pejabat berwenang;
menyusun,menyajikan saran atau pertimbangan serta laporan
mengenai konsep produk dewan:;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual tugas

dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bagian Keuangan
Pasal 187

‘Bagian Keuangan mempunyai tugas :

mengkoordinir  kegiatan penyusunan anggaran, pembinaan
pembendaharaan,  verifikasi , pembukuan dan menyiapkan
admm:strasx keuangan permmtaan SPD, SPP SPM dan SP2D
untuk kegiatan DPRD dan Sekretariat: '

mengkoordinir  pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan
pembayaran keuangan Dewan; .

mengkoordinir pelaksanaan pembayaran gaﬂ ‘uang lembur dan
tunjangan pegawai lainnya; v

memeriksa surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

#
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e. mengkoordinir penyiapan bahan laporan petngeloiaan pelaksanaan
dan pertanggungjawaban anggaran Dewan dan Sekretariat
Dewan;

f.  menyusun dan mengkoordinir Renstra dan LAKIP ;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

Pasal 188

Untuk melaksanakan tugas. sebagaimana dimaksud pada Pasal 187,

Bagian Keuangan mempunyai fungsi
a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk' keperluan DPRD dan
‘Sekretariat DPRD; '

b. pelaksanaan segala kegiatan yang. berkaitan dengan perencanaan,
peruntukan,dan penyelesaian keuangan DPRD dan Sekretariat
DPRD; o

C. penyelenggaraan panyiapan bahan kebijakan perbendaharaan,
belanja pegawai dan pengelolaan administrasi keuangan DPRD
dan Sekretariat DPRD; '

d. penyelenggaraan pembukuan, verifikasi dan penyiapan bahan

~ kajian k#ebijakan administrasi pen'gelo!aan keuangan,

e. penyelenggaraan layanan. admmxstras: perjalanan dinas;

f. penye!enggaraan penelaahan dan pengujan admmcstraSI
pengelolaan keuangan

g. pembenan saran pemmbangan yang berkaitan dengan keuangan;
h. penyusunan laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;

i pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan !angsung@;
‘pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 189

(1) Subbagian A'n:gvgaran mempunyai tugas :
a. penyusunan dan pengolahan rencana kerja anggaran (RKA dan
DPA) DPRD dan Sekretariat DPRD;
b. menyiapkan?Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD);
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penyelenggaraan koordinasi kegiatan penyusunan rencana dan
perubahan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD ;

menyzapkan pernyusunan rencana kerja dan penetapan kinerja
tahunan ;

menyiapkan penyusunan rencana strategis (renstra) ;

menyusun dan mengusulkan rencana biaya perjalanan dinas

Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;

merencanakan, mempersiapkan édan  menyusun
pertanggungjawaban administrasi keuangan perjalanan dinas
Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD ;

menginventarisir dan mempersiapkan kur{j.ung'an kerja Pimpinan;,
Anggota. dan Sekretariat DPRD;: .
menginvehtarisiradministrasi keuangan 'perjalanan dinas yang
telah dilaksanakan oleh Pimpinan, Anggota dan Sekretariat
DPRD guna bahan laporan pertanggungjawaban;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual

dengan tugas dan fungsinya.

h (2) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas'.

a.

meneliti administrasi keuangan dan administrasi permintaan
SP2D;
melaksanakan dan mengendalikan administrasi keuangan;

melaksanakan pemeriksaan, péne}aahan dan pengujian

administrasi tanda bukti pembayaran

melayani dan memfas&htas« bahan kajfan kebuakan administrasi

keuangan
melaksanakan pembukuan. dan menyusun laporan pelaksanaan;

pengelolaan keuangan ikhtisar realisasi SKPD, keuangan
semesteran, prognosis reahsas; anggaran dan laporan keuangan

akhir tahun;
membuat Laporan Kemajuan Kegiatan Keuangan Sekretariat

DPRD
menyiapkan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah

(LAKIP);
membuat Iaporan pe!aksanaan tugas kepada atasan langsung;

melaksanakan tugas !am yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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(3) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas : .
a. menyiapkan dan melaksanakan urusan belanja DPRD dan

Pqua\/;/ai Sekretariat DPRD;

b. membuat ‘Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat
Perintah Membayar (SPM):

C. menyiaplk'an daftar honorarium, daftar gaji dan tunjangan
Pegawai Sekretariat DPRD; |

d. menyusun,daftar pembayaran uané refresentasi, uang paket dan
tunjangan lainnya bagi Pimpinan dan Anggota DPRDs

€. mengurus pembayaran gaji dan tunjangan lain-lain penghasilan
pegawai Sekretariat DPRD;

f. melaksanakan cara pembayaran yang tertib dan teratur;

g. menyusun dan meneliti laporan pertanggungjawaban keuangan;

h. ményiapkah dan melaksanakan administrasi pembéyéran;

I menyusun dan mengolah data realisasi pembayaran:

J. menyiapkan  bahan  kajian  kebijakan penyelenggaraan
perbendaharaan:

k. melaksanakan  koordinasi dan  kerjasama - pémbinaan
perbendaharaan;

l. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuali

dengan tugéé dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Pasal 190

Bagian Hubungan Masyérakat dan Protokcpif mempunyai tugas
memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Provinsi

Sumatera Selatan, khususnya dalam bidang Hubungan Masyarakat dan
Protokol, mengolah perpustakaan, dokumentasi, Eerta melayani aspirasi

masyarakat yang ditujukan kepada DPRD‘.
Pasal 191

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 190,
‘Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :
a. pengadaan, penghimpunan, pendokumentasian data dan informasi

kegiatan DPRD R;rov.Sumsel ;
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b. pemfasilitasian dan pemanduan Kegiatan rapat-rapat, perjalanan
dinas dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;

C. pemberian pelayanan dan menampung aspirasj masyarakat:

d. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung; '

€. pelaksanaan tugas lain yang diberikan: oleh atasan sesuaj dengan

tugas dan fungsinya;

Pasal 192

(1) Subbagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai

tugas -
a. membanty Kepalg Bagian Humas dan Protokol  dalam

menyiapkan informasi, dokumentasi dan perpustakaan:
b. mengadakan, menghimpun, mengelola, menyusun,

C. meényiapkan bahan pemberitaan Kegiatan DPRD Proyinsi
SumateraﬁSélatan untuk d:isebarluaskan kepada masyarakat:

o d. melaksanakan 'koordinas'i pengelolaan data/informasi dengan

Lembaga :Eksekutif, Yudikatif, Legislatif dan Lembaga Informas;i

yang ada dimasyarakat;
€. melayani, menghubungi dan membina hubungan dengan

wartawan:

f. mengumpulkan kliping cetak atas kasus yang memerlukan
perhatian Dewan untuk dibahas Komisi/Fraksi;

g. mengymphlkan, menghimpun, menyimpan, ‘mengatur dan
memé’lfha;ra:béhan dokumentasi yang menyangkut  kegiatan
Dewan: |

h. mengumpulkan infomiasi kegiatan-kegiatan DPRD  dari
penerbitan mass media- - dan media  elektronik untuk
didokumentasikan dan disiarkan setelah disetuju‘i Sekretaris
DPRD: o

I merekam dan memvisualisasikan kegiafan' DPRD  Provinsi

Sumatera Selatan seperti kegiatan rapat-rapat, peninjauan

Anggota DPRD, Fraksi, Komisi, Kepanitiaan dan Sekretariat

-DPRD baik di daerah atay keluar daerah; |

menyusun dan memelihara berkas biodata Anggota Dewan;
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k. mengumpulkan dan mempelajari materi penerbitan-penerbitan
‘mass media baik cetak maupun. elektromk tentang kegiatan
DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Sekretanat DPRD Provinsi

Sumatera Selatan untuk bahan kerja Pimpinan:

L. menyiapkan penerbitan secara berkala;

m. menghimpun, menyusun,  mengelola, . memehhara dan
menggandakan produk perundang- undangan buku, surat photo,
risalah, majalah yang ada di Perpustakan baik kegiatan DPRD
Provinsi Sumatera Selatan Maupun tentang masyarakat:

n. melayani peminjaman buky perpustakaan;®

0. melaksanakan pengadaan buku-buky perpustakaan

P. mendistribusikan produk perundang-undangan, buku, surat,
photo, risalah, majalah kegiatan DPRD Provinsi Sumatera
Selatan atau masyarakat kepada plhak yang berwenang;

q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung:

r. melaksanakan tugas lain yang dibefikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

(2) Subbag\an Protokol dan Hubungan Antar \_embaga mempunyat

HleHlDaH[U Kepala Bag\a(\ mumas da‘l Y ‘O[OKO\ mer sgat ‘
a

baga;
hubungan antar lem e
b. memfasxhtam menytapkan menga‘cur menyelengga

an
membuat _aporan kegiatan, upacara, perjalanan dinas d
kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi

Sumatera Selatan, Fraksi, Komisi Kepanitiaan serta Sekretariat

DPRD Provinsi Sumatera Selatan:
C. menyiapkan sarana prasarana dan mengikuti perjalanan dina

N
S

Pimpinan.dan Anggota Dewan serta Sekretariat Dewan;

d. memandu keprotokolan dan perjalanan dinas:

mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi dan dinas

bersangkutan dalam rangka kegiatan keprotokolan:

f.  mengadakan kerjasama dengan lembaga publik dan lembaga
informasi guna untuk mengkonfirmasikan pemberitaan tentang

[~

kegiatan dewan:
mengatur ketertiban penerimaan tamu Dewan dan kegiatan

keprotokolan, serta mengurus perjalanan;
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memandu acara Rapat Paripurna, Rapat Paripuma [stimewa,
Rapat Pembukaan dan Penutupan Masé Persidangan serta
Upacara Resmi DPRD Provinsi Sumatera Selatan: |
menyiapkan tanda kenang-kenangan yang diperlukan;
menyiapkan kegiatan-kegiatan keprotokolan yang diatur dalam
peramran;perundang-undangan yang berlaku; S
memonitorihg kegiatan-kegiatan DPRD Provinsi Sumatera
Selatan; .

menyusun laporan khusus kegiatan Pimpinan Dewan:

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan langsung;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasén sesuai

tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat mempunyai tugas :

a.

b.

membantu Kepala Bagian Humas dan Protokol dalam pelayanan
terhadap masyarakat; : ‘
menyiapkan, mencatat dan mengatur kegiatan penyampaian
aspirasi masyarakat baik unjuk rasa maubun melalui surat
kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan; -

memonitoring, menghimpun, inendokumeﬁfasikan dan mencatat
pengaduan masyarakat yang menyampaikan permasalahan
kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan baik  secara tertulis
atau media cetak dan elektronik; . °. _

menghubungi dan mengkoordinasikan dengan Dinas, Instansi,
Lembaga terkait atas pengaduan masyarakat baik .unjuk rasa
maupun melalui tertulis;

menyalurkan tindak lanjut- usul, pendapat dan aspirasi
masyarakat kepada pihak-pihak yéng bé'r'k'epentingan;

membuat laporan pelaksanaan tugas Kebada atasan langsung,
melaksanakan tugasl lain yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.




_angkan di Palembang
_anggal 24 Oktober 2008

ETARIS DAERAH PROVINSI
UMATERA SELATAN, /{?
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BAR XVI
: KETEN'TUAN PENUTUP
Pasal 193

(1) Pada saat Pe.réturan Gubernur ini mulai bervlaku, maka Peraturan
Gubernur Sumafcera-Selatan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah
Tahun 2006 Nomor 6 Seri D), dicabut dan dinyatakan dan tidak

berlaku. , :
(2) Hal-hal yang belum cukup diat'ur dalam Peraturan Gubernur ini,

sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut
oleh Gubernur

‘Pasal 194 .

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan peqngundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penémpatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Oktover =~ 2008

/é. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
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SUWARDI
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BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 28 SERID




